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KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan “Laporan Monitoring dan
Evaluasi Kerja Sama 2024"” sebagaimana mestinya. Laporan ini merupakan hasil
kinerja monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai mitra kerja sama yang
masih berlaku sampai dengan tahun 2024. Data yang dihimpun terdiri dari data
kerja sama dengan Daerah lain dan Pihak Ketiga.

Berdasarkan data yang ada dilakukan monitoring terhadap berbagai
kegiatan teknis yang telah dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan selanjutnya dilakukan
evaluasi/survey terhadap kepuasan mitra kerja sama. Secara garis besar dari
berbagai kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024, berbagai
kegiatan teknis telah dilaksanakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan tetapi masih terdapat
sejumlah kerja sama yang belum terealisasi secara optimal.

Di samping itu sebagian kerja sama dengan Daerah Lain maupun Pihak
Ketiga telah berakhir masa berlakunya di tahun 2024 dan tidak ada pengajuan
perpanjangan/pengembangan kerja sama. Sejalan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Kerja Sama Daerah
Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi”,
diharapkan kerja sama yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat akan lebih terukur.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama ini diharapkan menjadi bahan
dan informasi bagi berbagai pihak, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, maupun pihak lainnya (mitra kerja sama) yang
membutuhkan data dan informasi terkait dengan berbagai kegiatan kerja sama
yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 12 Desember 2024

Kepala Bagian Kerja Sama

4

Fauziah, S. Pt
Pembina Tk I
NIP. 19680205 199703 2 003
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
baik, tentu Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini membutuhkan
dukungan dan pelibatan berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, kelompok
usaha maupun Pemerintahan lainnya. Semakin banyak Pemerintah Daerah
memperoleh dukungan dari pihak lain tentu akan semakin memudahkan
Pemerintah Daerah tersebut melaksanakan urusannya. Dukungan dan pelibatan

dari pihak lain ini diwijudkan melalui bentuk Kerja Sama Daerah.

Kerja Sama Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam
mengoptimalkan potensi Daerahnya, memanfaatkan potensi Daerahnya serta
menutupi kelemahan dan keterbatasan Daerahnya dengan dukungan dari pihak
lain. Pelaksanaan kerja sama Daerah juga telah dimandatkan dalam ketentuan
Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan

efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Selanjutnya ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam
Peraturan Pemerintah dimaksud dilakukan pengklasifikasian Kerja Sama Daerah
yang antara lain meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja
Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan
Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan
Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Kemudian untuk Kerja Sama dengan
Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang

mengikat para pihak.
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Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama
Daerah Dengan Pihak Ketiga Sinergi diwujudkan dalam bentuk dokumen Nota
Kesepakatan yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dengan isi dan
format yang telah ditentukan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2020 dimaksud. Sedangkan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL
implementasinya dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti
dengan Perjanjian Kerja Sama. Pengklasifikasian dokumen kerja sama ini
menyebabkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah saat akan menjalin kerja sama
yang pihaknya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah lain dan juga melibatkan Pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melaksanakan
kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan pemerintah daerah lain,
dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah. Banyak alasan
yang melatar belakangi dilaksanakannya kerjasama yang pada intinya adalah
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna dengan dilaksanakannya kerjasama dengan berbagai pihak
tersebut, dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan kerjasama Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung
Barat melakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu Kerja sama daerah

dilakukan dengan prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus
dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran,
kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

2. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk
mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan

bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
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3. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan
biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang
sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal

4. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah,
masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.

5. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat
memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat.

6. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja
sama.

7. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh
melaksanakan kerja sama.

8. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan
kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

9. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

10.Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para
pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah ; dan

11.Kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat

secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Guna mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan
kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
baik dalam negeri maupun luar negeri, maka perlu disusun Identifikasi dan

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang — undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2005-2025;

C. Maksud Dan Tujuan Monitoring Dan Evaluasi

1.

2.
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Maksud

Maksud dari pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bagian

Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah untuk

memenuhi kebutuhan terhadap data dan informasi terkait dengan berbagai

kerja sama yang dilaksanakan Perangkat Daerah kabupaten Tanjung Jabung

Barat, baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri serta

untuk melihat pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan perangkat

daerah.

Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bertujuan untuk:

a. Mengetahui kesesuaian program kerjasama dengan Nota Kesepakatan /
Perjanjian Kerja Sama.

b. Menjamin tercapainya tujuan kerja sama berdasarkan Nota Kesepakatan /
MoU yang disepakati dengan mitra kerja sama.

c. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang meliputi berbagai
program kerja sama berjalan sebagaimana yang diharapkan.

d. Mengetahui relevansi kegiatan kerja sama yang meliputi kegiatan dan
program implementasi kerja sama.

e. Melihat keberlanjutan kegiatan kerja sama apakah perlu untuk dilakukan

pengembangan/dilanjutkan atau dihentikan.




D. Manfaat Monitoring Dan Evaluasi
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Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama diharapkan dapat
dijadikan tolak ukur kemanfaatan pelaksanaan Kerjasama dan sebagai bahan
informasi bagi pimpinan dalam melaksanakan program kerja bidang kerja sama

dalam rangka mendukung tercapainya visi misi dan tujuan Kepala Daerah.

. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama tahun 2024
dilaksanakan baik untuk kerja sama dalam negeri yang masih berlaku dalam
kurun waktu 2 (Dua) Tahun yaitu 2023-2024.

. Metode Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama dilakukan terhadap data
kerja sama yang masih aktif yang dilaksanakan Perangkat Daerah sampai dengan
tahun 2024.

. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama ini dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan instrument monitoring dan evaluasi kerja sama.
2. Rekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kerja sama.
3. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dalam rangka menyusun laporan.
4. penyusunan laporan.
5. Menyampaikan Laporan kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja

Sama.




BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA

A. Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri, Unit Kerja dan
Bagian Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus
memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama berdasarkan amanat Pasal
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020.
Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

Penyelenggaraan KSDD dan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
persiapan;

penawaran;

penyusunan Kesepakatan Bersama;

penandatanganan Kesepakatan Bersama;

persetujuan DPRD;

penyusunan PKS;

penandatanganan PKS;

pelaksanaan;
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penatausahaan; dan
10. pelaporan.

Perumusan Naskah Setelah tahap penjajakan dan perundingan, selanjutnya
dilakukan tahap perumusan naskah kerjasama. Perumusan naskah kerjasama
yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam
rancangan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh
bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat dengan
pihak terkait. Teknis pelaksanaan tahap perumusan naskah kerjasama dan/atau
perjanjian kerjasama vyaitu; Substansi isi kerjasama dan/atau perjanjian
kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Tim TKKSD dan mitra kerja.
Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau perjanjian

Kerjasama.
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B. Kerja Sama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama luar negeri, Unit Kerja dan Bagian
Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus
memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama berdasarkan amanat Pasal
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020.
Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan:

. prakarsa;

. penjajakan;

. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;

. penyusunan Rencana Kerja Sama;

. persetujuan DPRD;

. verifikasi;

. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;

. pembahasan Naskah Kerja Sama;

O 00 N o U1 A W N =

. persetujuan Menteri;
10. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
11. pelaksanaan.

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang
selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah
dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya
disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan
Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
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C. Data Kerja Sama Dalam Negeri

Selama kurun waktu 2 (Dua) Tahun dari tahun 2023 s.d 2024 Pemerintah
Kabupaten Tanjung jabung Barat telah melaksanakan Kerja Sama Dalam Negeri

yang terdiri dari :
1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dengan jumlah

- Kerja Sama Wajib 4 (empat) Kesepakatan Bersama/MOU dan 18
(delapan belas) Perjanjian Kerja Sama (PKS).

- Kerja Sama Sukarela 3 (tiga) Kesepakatan Bersama/MOU dan 2 (dua)
Perjanjian Kerja Sama (PKS).

2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dengan 22 (dua puluh dua)
Kesepakatan Bersama/MOU dan 54 (lima puluh empat) Perjanjian Kerja
Sama (PKS).

3. Kerja Sama Sinergi dengan 4 (empat) Kesepakatan Bersama.
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D. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

SKTKXSD DATA DUKUNG
NO DAERAH MITRA KERIA SAMA ’:x;;m:r]‘
NOMOR TANGGALTTD | MASA BERLAKU JUDUL KESBER NOMOR KESBER TANGSAL PEMETARAN LApesA DIAKTL JUDUL PKS NOMOR PKS TANGGALPKS  [!ANGKA WAKTU
KESBER KESBER XS
1 |Kab. Tanjung Kab. Indragiri Hilir dan Wallb 29/Kep Bup/KS/2023 29 Januarl 2023 diperbaharul | Kesepakatan Bersama antara Pemerintah | 26/KB/XII/KSP/2021 23 November 2021 3Tahun |PKS Dinas Pemberdayaan Perempuan, 100.3.7.1/15/PKS SETOA/I/KS/2023 8 Februan 2023 2Tahun
Jabung Barat Kab, Tanjung Jabung pertahun | Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan | 050/100/74/0MoU SETDA PKS/XI/KS/2021 Anak,Pengs Penduduk Dan L 3
Timur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung | 27/MoU/HKM-2021 Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten
Barat Provinsi Jambi dan Pemerintah Tanjung Jabung Barat Dengan Dinas
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Kerja Sama Pembangunan antar Daerah Gan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perfindungan Anak (DPIAP2KB) Kabupaten
Indragiri Hilir Provinsi Riau tentang Penanganan
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan
Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang
PKS Dinas Pemadam Kebakaran dan 100.3.7.1/16/PKS SETDA/II/KS/2023 8 Februari 2023 2Tahun
Penyelamatan Kab. Tanjab Barat dengan Dinas | 08/PXS/II/KSP/2023
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hillr tentang Pencegahan
Kebakaran dan Peny
PKS antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung | 100.3.7.1/17/PKS SETDA/I/KS{2023 8 Februari 2023 2Tahun
1abung Barat DENGAN Dinas Kesehatan 03/PKS/1I/KSP/2023
Kabupaten Indragiri Hillr TENTANG Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat di Wikayah
Perbatasan
PKS antara Satuan Polisi Pamong Praja 100.3.7.1/18/PKS SETDA/II/XS/2023 8 Februari 2023 2Tahun
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan | 05/PKS/II/KSP/2023
Polisl Pamong Praja Kabupaten indragiri Hillr
tentang Ponegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggarasn
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Pelindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan
PKS antara Dinas Koperas: Usaha Kecll 100.3.7.1/19/PKS SETOA/I/KS/2023 8Februan 2023 2Tahun
Menengah dan 3
Kabugaten Tanjung Jabung Barat dengan Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Indragirl Hilir tentang Informasi dan Distribus|
Produk Unggulan Daerah
2 |Kab. Tanjung Provinsi fambi dan Wajib 29/Kep Bup/XS/2023 29 Januari 2023 diperbaharui | Kesepakatan Bersama antara Pemerintsh | 100.3.7.1/76/MOU.SETDA/X/KS/2023 13 Oktober 2023 2Tahun
Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung pertahun | Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten |100.3.7.1/37/HKN/2023 {T48 BAT)
Timur dan Kab, Muaro Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah 70/X8-GUB/SETOA PEM-OTDA 3.1/X/2023 )8l
ambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 120.2/14/KB/KS AK/2023 {TJ8 TIMY)
Kabupaten Muaro Jambi tentang
Pengelolaan Participating Interest (PI) 10%
61 Wilayah Migas Jabung
3 |Kab.Tanjung Provinsi Sambi Wajib 29/Kep. Bup/Xs/2023 29 Januari 2023 diperbaharui | Kesepakatan Bersama antara Pemerintah | 100.3.7.1/102/MOU SETDA/XI/KS/2023 18 Desember 2023 4Tahun
abung Barat pertahun | Provinsi Jambi dengan Pemerintah 82/¥8-GUB/SETDA PEM-OTDA 3.2/X11/2023
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang
Pengelalaan Participating Interest (PI) 10%
di Wikaysh Kerja Lemang.
4 [Kab. Tanjung Provinsi Jambi dan Wajib 29/Kep.Bup/XS/2023 29 Januari 2023 diperbaharul | Kesepakatan Bersama antara Pemerintah | 100.3.7.1/103/MOU SETDA/XIKS/2023 18 Desember 2023 aTahun
Jabung Barat Kab. Tebo pertahun | Provins| Jambi dengan Pemerintah 79/KB-GUB/SETDA PEM-OTDA3.2/X11/2023
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang | 188/35/HK/2023
Pengelolsan Participating Interest (PI) 10%.
i Witayah Kerfa Tungkal
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REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjab
Barat dengan LPPM Universitas Jambi
tentang Pemberdayaan UMKM Berbasis
Sumber Daya dan Kearifan Lokal Kab.Tanjab
Barat

16/UN21.11/HK.07.00/2023

SK TKKSD DATA DUKUNG
NO DAERAH MITRA KERIA SAMA TANGGAL JANGKA
NOMOR TANGGALTTD | MASA BERLAKU JUDUL KESBER NOMOR KESBER PENETAPAN WAKTU JUDUL PKS NOMOR PKS PANCON: EENETA A KC WA
PKS PKS
KESBER KESBER
1 [Kab. Tanjung Jabung Sekolah Tinggi limu 29/Kep Bup/KS/2023 | 29Januari2023 | diperbaharui |Kesepakatan Bersama 100.3.7.1/01/KESBER SETDA/I/KS/2023 05 Januari 2023 | 2Tahun |Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan| 100,3.7.1/02/PKS SETDA/I/KS/2023 05 Januari 2023 3Tahun
Barat Kesehatan Balturahim pertahun  |antara Pemerintah 306/STIKBA/01/1/2023 dengan Sekolah Tinggi limu Kesehatan 307/5TIKBA/01/1/2023
Jambi Kabupaten Tanjung it Jambi tentang
Jabung Barat dengan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian
Sekolah Tinggl Iimu Kepada Masyarakat Di Bidang Kesehatan
Kesehatan Baiturahim
m; tantang Pendilian. Perjanjian Kerja Sama antara BKPSOM 100.3.7.1/03/PKS SETDA/I/KS/2023 05 Januari 2023 3Tahun
kb Dan Fengaboten dengan Sekolah Tinggi imu Kesehat 308/STIKBA/01/1/2023
Kepada Masyarakat serta fengan Sekolah Tinggi limu Kesehatan
Peningkatan Kualitas s amby b
Sumber Daya Manusia umber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan
2 |Kab. Tanjung Jabung PT. Bank Syar('ah 29/Kep.Bup/K5/2023 29Januari 2023 | diperbaharul |Kesepakatan Bersama antara |050/100/19/MoU.SETDA.PKS/VII/KS/2022 20 Agustus 2022 | 3Tahun |PKSantara BKAD KAB. Tanjab Barat dengan |100.3.7.1/20/PKS SETDA/II/KS/2023 01 April 2023 3 Tahun
Barat Indonesia Thk KCP Kuala pertahun t 2/1756-02/003 Bank Syarizh Indonesia, Tok KCP Kuala NOMOR : 03/659-03/0032A
Tungkal Tanjung Jabung barat dengan Tungkal tentang Penempatan Dana
PT Bank Syari'ah Indonesia pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
Tbk tentang Layanan Jasa dan Jabung Barat pada PT Bank Syariah Indonesia
Produk Perbankan Tok. KCP Kuala Tungkal
Berdasarkan Prinsip Syarl'ah
3 |Kab. Tanjung Jabung PT. Bank Rakyat Indonesia| 29/Kep.Bup/KS/2023 29Januari2023 | diperbaharui |Addendum Kescpakatan 100.3.7.1/21 /ADDENDUM SETDA/V/KS/2023 03 Oktober 2022 | 2Tahun | Perjanjian Kerja Sama 100.3.7.1/22/PKS. SETDA/V/KS/2023 06 Mei 2023 3Tahun
Barat (Persero) Tk Kantor pertahun  |Bersama antara Pemkab  [B.611/KC-IV/OPS/05/2023 antara Pemkab Tanjab Barat B.612/KCIV/OPS/05/2023
Cabang Kuala Tungkal Tanjab Barat dengan PT. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang
Bank Rakyat Indonesia Kuala Tungkal tentang Penempatan Dana
{Persero) Tok Kantor Cabang Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kuala Tungkal tentang pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala
Pemberian Produk dan Tungkal Tahun 2023
Layanan PT. Bank Rakyat
4 [Kab. Tanjung Jabung BPJS Ketenagakerjaan 29/Kep.Bup/KS/2023 | 29Januari2023 | diperbaharui |Kesepakatan Bersama antara |100.3.7.1/23/MOU SETDA/V/KS/2023 1lanuari 2023 | 1Tahun |PKSantara Badan Keuangan dan Aset Daerah |100.3.7.1/24/PKS SETDA/V/KS/2023 1Januari 2023 1Tahun
Barat Cabang Jambi pertahun | BPJS Ketenaga Kerjaan PER /16/052023 Kab. Tanjung Jabung Barat dengan BPJS PER/18/052023
tentang Pelaksanaan Ketenagakerjaan Cabang Jambi tentang
Kepesertaan Jaminan Sosial Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan
Ketenaga Kerjaan bagi Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja
Pekerja di Lingkungan Non ASN di Lingkungan Pemkab Tanjab Barat
Pemkab Tanjab Barat
PKS antara Badan Perencanaan 100.3.7.1/25/PKS SETDA/V/KS/2023 1Januari 2023 1Tahun
Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung | PER/17/052023
Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Jambi tentang
Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja
Non ASN di Lingkungan Pemkab Tanjab Barat
5 [Kab. Tanjung Jabung Universitas Jambi 29/Kep.Bup/K5/2023 29Januari 2023 | diperbaharui |Addendum Pemkab Tanjab | 100.3.7.1/35/ADDENDUM.SETDA/VI/KS/2023 15Juni 2023 [Tahun 11 Bul{PKS antara Sekretariat DPRD Kab. Tanjab  |100.3.7.1/36/PKS.SETDA/VI/KS/2023 15 Juni 2023 2Tahun
Barat pertahun  |Barat dengan Universitas  [33/UN21/HK.07.00/2023 Barat dengan Fakultas Hukum Universitas  (5380/UN21.4/HK.07.00/2023
Jambi tentang Perubahan Jambi tentang Penyediaan Tenaga Ahli Alat
atas Kesepakatan Bersama Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
antara Pemkab Tanjab Barat Daerah (DPRD) Kab, Tanjab Barat
dengan Universitas Jambi
tentang Kerja Sama di Bidang PKS antara Dinas Kesehatan Kab. Tanjab 100.3.7.1/37/PKS SETDA/VI/KS/2023 15 Juni 2023 2Tahun
Pendidikan penelitian dan Barat dengan LPPM Universitas Jambi 19/UN21.11/HK.07.00/2023
Pengabdian Masyarakat tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Bidang Pertanian dan Pelayanan Kesehatan Kab. Tanjab Barat
Perindustrian dan
Perdagangan Pariwisata PKS antara Dinas Perkebunan dan Peternakan |100.3.7.1/38/PKS SETDA/VI/KS/2023 15 Juni 2023 2 Tahun
Perencanaan Pembangunan Kab. Tanjab Barat dengan LPPM Universitas  |15/UN21.11/HK.07.00/2023
dan Lingkungan Hidup Kab Jambi tentang Peningkatan Populasi dan
Tanjab Barat Produktivitas Temak
PKS antara Dinas Koperasi, UMKM, 100.3.7.1/39/PKS.SETDA/VI/KS/2023 15 Juni 2023 2Tahun
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PKS antara Dinas Perikanan Kab, Tanjab Barat
dengan LPPM Universitas Jambi tentang
Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan
Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan
di Kab. Tanjab Barat

100.3.7.1/40/PKS SETDA/VI/KS/2023
14/UN21.11/HK.07.00/2023

15 Juni 2023

2Tahun

PKS antara Dinas Pariwisata, kepemudaan
dan Olahraga Kab. Tanjab Barat dengan LPPM
Universitas Jambi tentang Kerja Sama
Penelitian Pengkajian Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya dalam
Pengembangan Kepariwisatazn Daerah

100.3.7.1/56/PKS.SETDA/VII/KS/2023
25/UN21.11/HK.07.00/2023

03 Agustus 2023

5 Tahun

PKS antara Dinas Ketahanan Pangan Kab.
Tanjab Barat dengan LPPM Universitas Jambi
tentang Penguatan dan Penganeka Ragaman
Sumber Pangan Berkualitas bagi Masyatakat
Tanjab Barat

100.3.7.1/57/PKS.SETDA/VIII/KS/2023
26/UN21.11/HK.07.00/2023

03 Agustus 2023

5 Tahun

PKS antara Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kab. Tanjab Barat dengan LPPM
Universitas Jambi tentang Peningkatan
Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikuitura

100.3.7.1/58/PKS.SETDA/VII/KS/2023
27/UN21.11/HK.07.00/2023

03 Agustus 2023

5Tahun

PKS antara Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat
dengan LPPM Universitas Jambl tentang
Ppenyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat

100.3.7.1/58.1/PKS SETDA/VIII/KS/2023
24/UN21.11/HK.07.00/2023

03 Agustus 2023

5 Tahun

PKS antara Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat
dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi
tentang Penyusunan Kajian Potensi dan
Pemanfaatan Karbon di Wilayah Kabupaten
Tanjung labung Barat

71/UN21.11/HK.07.00/2023

100.3.7.1/89/PKS. SETDA/X/KS/2023
100.3.7.1/90/PKS.SETDA/X/KS/2023
100.3.7.1/91/PKS.SETDA/X/KS/2023

31 Oktober 2023

2Tahun

PT. Bank Mandiri KC.
Kuala Tungkal

6 [Kab. Tanjung Jabung
Barat

29/Kep.Bup/KS/2023

29 Januarl 2023

diperbaharul
pertahun

Kesepakatan Bersama antara

100.3.7.1/54/MOU SETDA/VIN/KS/2023

Tanjung Jabung Barat dengan
PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk KC. Kuala Tungkal
tentang Kerjasama dalam
Pemanfaatan Produk dan
Layanan Perbankan

JRB.RO2.Ar.

29 Juli 2023

2Tahun

Perfanjlan Kerja Sama antara Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanjung labung Barat dengan PT. Bank
Mandir {Persero) Thi KC. Kuala Tungkal
tentang Penempatan Dana Pemerintah Kab.
Tanjab Barat pada PT. Bank Mandirl Kab.
Tanjab Barat

100.3.7.1/55/PKS SETDA/VII/KS/2023
JRB.RO2.Ar.bI/391/2023

15 Juni 2023

2 Tahun

~

Petrochina International
Jabung Ltd

Kab. Tanjung Jabung
Barat

29/Kep.Bup/KS/2023

29 Januari 2023

diperbaharui
pertahun

Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan
Petrochina International
Jabung Ltd tentang Dukungan
Perusahaan Terhadap
Pembangunan Daerah
Dikabupaten Tanjab Barat

100.3.7.1/59/MOU SETDA/VIN/KS/2023
010/MOU-COMM/2023

10 Agustus 2023

1Tahun

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan Petrochina
International Jabung Ltd tentang Pemberian
Beasiswa untuk Siswa Miskin dan Siswa
Berprestasi di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/71/PKS.SETDA/IX/KS/2023
011/MOU-COMM/2023

18 September 2023

3 Bulan 13 Hari

janjian Kerja Sama antara Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan Petrochina International Jabung Ltd
tentang Program Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Percepatan Penurunan
Stunting Tahun 2023 di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

100.3.7.1/72/PKS SETDA/IX/KS/2023
007/MOU-COMM/2023

18 September 2023

3 Bulan 13 Hari

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas
dan

Tanjung Jabung Barat dengan Petrochina

International Jabung Ltd tentang Program

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam

Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

100.3.7.1/74/PKS SETDA/IX/KS/2023/MOU
COMM/2023

20 September 2023

3 Bulan 11 Hari
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8 Universitas Islam Negeri 29/Kep.Bup/KS/2023 29 Januari 2023 Kesepakatan Bersama antara |050.100/01/MOU SETDA PKS/1/KS/2022 13 Januari 2022 3 Tahun janjian Kerja Sama antara 100.3.7.1/73/PKS SETDA/IX/KS/2023 20 September 2023 1Tahun
Sulthan Thaha Saifuddin Kabupaten Tanjung Jabung  |B.247/Un.15/HM.01/01/2022 Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat B. 487/Un,15/L1I/PP.00.9/09/2023Gc
Jambi Barat dengan Universitas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Islam Negeri Sulthan Thaha kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri
Saifuddin Jambi tentang Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang
Pendidikan, Penelitian dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengabdian kepada
Masyarakat serta
Peningkatan Kualitas Sumber Perjanjian Kerja Sama antara Dinas 100.3.7.1/92/PKS SETDA/XI/KS/2023 06 November 2023 1Bulan 25 Hari
Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten B- 375/0.1/PP.00.9/11/2023
Tanjung Jabung Barat dengan Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Thaha
Saifuddin Jambi dengan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang
Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru
Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2 PT Asuransi Jasa 29/Kep.Bup/KS/2023 29 Januari 2023 Bersama antara |100.3.7.1/75/MOU.SETDA/X/KS/2023 03 Oktober 2023 2Tahun  [Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tanaman |100.3.7.1/93/PKS SETDA/XI/KS/2023 07 November 2023 1Bulan 24 Hari
Indonesia 01/ 1/%/2023 Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung  {001/PKS/308-1/X1/2023
Tanjung Jabung Barat dengan Jabung Barat dengan PT Jasa Asuransi
PT Jasa Asuransi Indonesia Indonesia tentang Bantuan Premi Asuransi
tentang Premi Asuransi Usaha Tani Padi
Perjanjian Kerja Sama antara Dinas 100.3.7.1/94/PKS SETDA/XI/KS/2023 07 November 2023 | 1Bulan 24 Hari
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten 002/PKS/308-1/X1/2023
Tanjung Jabung Barat dengan PT Jasa
Asuransi Indonesia tentang Bantuan Premi
Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
Institut Pertanian Bogor  |29/Kep.Bup/KS/2023 29 Januari 2023 Kesepakatan Bersama antara |100.3.7.1/87/MOU SETDA/X/KS/2023 23 Oktober 2023 2Tahun
|Pemerintah Kabupaten 122/1T3/HK.07.00-2/P/B/2023
Tanjung labung Barat
dengan Institut Pertanian
Bogor tentang Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat dalam
Rangka Pembangunan
Daerzh
|Universitas Batanghari 29/Kep.Bup/KS/2023 29 Januari 2023 |Kesepakatan Bersama antara |050.100/40/MOU SETDA PKS/XI/KS/2022 03 Desember 2022 | 2Tahun |Addendum PKS antara Sekretariat DPRD Kab. |100.3.7.1/95/ADDENDUM.PKSSETDA/XI/KS | 23 November 2023 1Tahun
2022 Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga /2023
Tanjung Jabung Barat dengan Penelitian dan Pengabdian kepada 01/UBR-LPPM/G/X1/2023
Universitas Batanghari (LPPM) Ui
tentang Penyelenggaraan Jambi tentang Penyelenggaraan Pendalaman
Pendidikan, Penelitian dan Tugas dalam Bentuk Bimbingan Teknis Bagi
Pengabdian Masyarakat di Anggota DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Barat
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SINERGI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH (SINERGI)
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

MITRA JUDUL NOTA TANGGAL
NO KESEPAKATAN NOMOR NOTA KESEPAKATAN PENETAPAN JANGKA WAKTU
1 Pelayanan Perbendaharaan Rencana Program/Kegiatan |PRJ-1/KPKN.0605/2023 16 Januari 2023

Negara Kuala Tungkal dengan |Kerja Sama Sinergi 100.3.7.1/04/RENJA.SETDA/I/KS/2023

Sekretaris Daerah Kab. Tanjung |Pemanfaatan Data Dan

Jabung Barat Informasi Serta Penguatan
Koordinasi
Penyelenggaraan

Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

2 Pelayanan Perbendaharaan Rencana Program/Kegiatan [PRJ-1/KPKN.0605/2023 16 Januari 2023
Negara Kuala Tungkal dengan |Kerja Sama Sinergi 100.3.7.1/05/RENJA.SETDA/I/KS/2023
Kepala Badan Keuangan Dan Pemanfaatan Data Dan
Aset Daerah Kab. Tanjung Informasi Serta Penguatan
Jabung Barat Koordinasi

Penyelenggaraan
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

3 Pelayanan Perbendaharaan Rencana Program/Kegiatan |PRJ-1/KPKN.0605/2023 16 Januari 2023
Negara Kuala Tungkal dengan |Kerja Sama Sinergi 100.3.7.1/07/RENJASETDA/I/KS/2023
Kepala Badan Perencanaan Pemanfaatan Data Dan
Pembangunan Daerah Kab. Informasi Serta Penguatan
Tanjung Jabung Barat Koordinasi
Penyelenggaraan

Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

4 Pelayanan Perbendaharaan Rencana Program/Kegiatan |PRJ-1/KPKN.0605/2023 16 Januari 2023
Negara Kuala Tungkal dengan |Kerja Sama Sinergi 100.3.7.1/08/RENJASETDA/I/KS/2023
Dinas PMPTSP Kab. Tanjung Pemanfaatan Data Dan
Jabung Barat Informasi Serta Penguatan
Koordinasi

Penyelenggaraan
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

5 Pelayanan Perbendaharaan Rencana Program/Kegiatan |PRJ-1/KPKN.0605/2023 16 Januari 2023
Negara Kuala Tungkal dengan |Kerja Sama Sinergi 100.3.7.1/09/RENJA.SETDA/I/KS/2023
Kantor KOPERINDAG Kab. Pemanfaatan Data Dan
Tanjung Jabung Barat Informasi Serta Penguatan
Koordinasi
Penyelenggaraan

Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

6 Pelayanan Perbendaharaan Rencana Program/Kegiatan |PRJ-1/KPKN.0605/2023 16 Januari 2023
Negara Kuala Tungkal dengan |Kerja Sama Sinergi 100.3.7.1/10/RENJA.SETDA/I1/KS/2023
Badan Pendapatan Daerah Pemanfaatan Data Dan
Kab. Tanjung Jabung Barat Informasi Serta Penguatan
Koordinasi
Penyelenggaraan

Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah
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Pelayanan Perbendaharaan
Negara Kuala Tungkal dengan
Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Tanjung
Jabung Barat

Rencana Program/Kegiatan
Kerja Sama Sinergi
Pemanfaatan Data Dan
Informasi Serta Penguatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

PRJ-1/KPKN.0605/2023
100.3.7.1/11/RENJA SETDA/I/KS/2023

16 Januari 2023

Pelayanan Perbendaharaan
Negara Kuala Tungkal dengan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kab.
Tanjung Jabung Barat

Rencana Program/Kegiatan
Kerja Sama Sinergi
Pemanfaatan Data Dan
Informasi Serta Penguatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

PRIJ-1/KPKN.0605/2023
100.3.7.1/12/RENJA.SETDA/I/KS/2023

16 Januari 2023

Pelayanan Perbendaharaan
Negara Kuala Tungkal dengan
Badan Penanggulanan
Bencana Daerah Kab. Tanjung
Jabung Barat

Rencana Program/Kegiatan
Kerja Sama Sinergi
Pemanfaatan Data Dan
Informasi Serta Penguatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

PRJ-1/KPKN.0605/2023
100.3.7.1/13/RENJA.SETDA/I/KS/2023

16 Januari 2023

10

Pelayanan Perbendaharaan
Negara Kuala Tungkal dengan
Rumah Sakit Umum Daerah
Daud Arif Kuala Tungkal

Rencana Program/Kegiatan
Kerja Sama Sinergi
Pemanfaatan Data Dan
Informasi Serta Penguatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Publik Dalam
Pelaksanaan Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah

PRJ-1/KPKN.0605/2023
100.3.7.1/14/RENJA.SETDA/I/KS/2023

16 Januari 2023

11

Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jambi

Kesepakatan Bersama
antara Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jambi
Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Hukum
Umum dan Kekayaan
Intelektual Pembinaan
Hukum Fasilitas
Pembentukan Produk
Hukum Daerah
Pemenuhan, Pemajuan
HAM, Pelayanan
Keimigrasian dan
Pelayanan
Permasyarakatan

100.3.7.1/26/MOU.SETDA/VI/KS/2023
W.5-HH.04.02-3

15 Juni 2023

3 Tahun

12

Kantor Imigrasi Kelas Il TPI
Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Barat
dengan Kantor Imigrasi
Kelas Il TPI Kuala Tungkal
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan ke Imigrasian
pada Mall Pelayanan
Publik Kab. Tanjab Barat

100.3.7.1/28/PKS.SETDA/VI/KS/2023
W.5.IMLIMI.2-2.HH.04.02 Tahun 2023

15 Juni 2023

2 Tahun
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Kantor Imigrasi Kelas Il TPI
Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Tanjung Jabung Barat
dengan Kantor Imigrasi
Kelas Il TPI Kuala Tungkal
tentang Penyelesaian
Bersama Terkait Perbaikan
Data Dokumen
Kependudukan

Masyarakat Tanjab Barat
dalam Proses Permohonan
Pasport

100.3.7.1/29/PKS.SETDA/VI/KS/2023
w.5.IMI.IMI.2-1.HH.04.02 Tahun 2023

15 Juni 2023

2 Tahun

14

Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I1B Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B
Kuala Tungkal dengan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Tanjung
Jabung Barat | tentang
Pembinaan Kegiatan
Kemandirian Warga
Binaan Permasyarakatan

100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VI/KS/2023
WS5.PAS.PAS.7-2.HH.04.05 Tahun 2023

15 Juni 2023

3 Tahun

15

Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11B Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B
Kuala Tungkal dengan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Tanjung Jabung Barat
tentang Pemutahiran Data
Nomor induk
Kependudukan (NIK)
Warga Binaan
Pemasyarakatan

100.3.7.1/31/PKS.SETDA/VI/KS/2023
WS5.PAS.PAS.7-3.HH.04.05 Tahun 2023

15 Juni 2023

3 Tahun

16

Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11B Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11B
Kuala Tungkal dengan
Dinas Perikanan Kab.
Tanjung Jabung Barat
tentang Kegiatan
Kemandirian Warga
Binaan Pemasyarakatan
Dibidang Perikanan

100.3.7.1/32/PKS.SETDA/VI/KS/2023
WS5.PAS.PAS.7-4.HH.04.05 Tahun 2023

15 Juni 2023

3 Tahun

17

Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I1B Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11B
Kuala Tungkal dengan
Dinas Kesehatan Kab.
Tanjung Jabung Barat
tentang Pelayanan
Kesehatan Bagi Warga
Binaan Pemasyarkatan
Kelas Il B Kuala Tungkal

100.3.7.1/33/PKS.SETDA/VI/KS/2023
WS5.PAS.PAS.7-5.HH.04.05 Tahun 2023

15 Juni 2023

3 Tahun

18

Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11B Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B
Kuala Tungkal dengan
Dinas Tenaga Kerja Kab.
Tanjung Jabung Barat
tentang Pemberian
Pelatihan dan
Keterampilan Warga
Binaan Pemasyarakatan
(WBP) di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I1B
Kuala Tungkall

100.3.7.1/34/PKS.SETDA/VI/KS/2023
WS5.PAS.PAS.7-6.HH.04.05 Tahun 2023

15 Juni 2023

3 Tahun

19

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Sekretariat
Daerah Kab. Tanjung
Jabung Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Setda Kab.
Tanjab Barat

100.3.7.1/41/PKS SETDA/VII/KS/2023
0008/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »




20

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Tanjab
Barat

100.3.7.1/42/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0002/KS.01.01-06/V11/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

21

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Dinas
Kesehatan Kab. Tanjung
Jabung Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Dinas
Kesehatan Kab. Tanjab
Barat

100.3.7.1/43/PKS SETDA/VII/KS/2023
0002/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

22

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Badan
Kepegawaian
Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kab.
Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Badan
Kepegawaian
Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kab. Tanjab
Barat

100.3.7.1/44/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0007/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

23

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Dinas
Komunikasi dan Informasi
Kab. Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Dinas
Komunikasi dan Informasi
Kab. Tanjab Barat

100.3.7.1/45/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0006/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

24

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Badan
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
PintuKab. Tanjung Jabung
Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Badan
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
PintuKab.Tanjab Barat

100.3.7.1/46/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0005/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

25

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Dinas Sosial
Kab. Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Dinas Sosial
Kab. Tanjab Barat Kab.
Tanjab Barat

100.3.7.1/47/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0003/KS.01.01-06/V11/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »




26

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Kantor Camat
Tebing Tinggi Kab. Tanjung
Jabung Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Kantor
Camat Tebing Tinggi

100.3.7.1/48/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0013/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

27

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Dinas
pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Tanjung
Jabung Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Dinas
Pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Tanjab
Barat

100.3.7.1/49/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0001/KS.01.01-06/V11/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

28

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Puskesmas |
Kuala Tungkal Kab.
Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Puskesmas |
Kuala Tungkal

100.3.7.1/50/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0010/KS.01.01-06/V11/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

29

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Puskesmas
Sukerejo Kab. Tanjung
Jabung Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Puskesmas
Sukerejo

100.3.7.1/51/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0009/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara RSUD KH. Daud
ArifKab. Tanjung Jabung
Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan RSUD KH.
Daud Arif

100.3.7.1/52/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0011/KS.01.01-06/V11/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

31

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara RSUD Suriah
Khairudin Kab. Tanjung
Jabung Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dilingkungan RSUD Suriah
Khairudin

100.3.7.1/53/PKS.SETDA/VII/KS/2023
0012/KS.01.01-06/VI1/2023

06 Juli 2023

2 Tahun

32

Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11B Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B
Kuala Tungkal dengan
Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kab. Tanjung
Jabung Barat tentang
Pemberian Pelatihan dan
Keterampilan Warga
Binaan Pemasayarakatan
Dibidang Perkebunan dan
Peternakan

100.3.7.1/60/PKS.SETDA/VIII/KS/2023
W.5.PAS.PAS.7-7.HH.04.05 Tahun 2023

17 Agustus 2023

3 Tahun

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »
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Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11B Kuala Tungkal

Perjanjian Kerja Sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11B
Kuala Tungkal dengan
Dinas Tanaman Pangan
danHortikultura Kab.
Tanjung Jabung Barat
tentang Pemberian
Pelaksanaan Kegiatan
Bimbingan atau
Penyuluhan Warga Binaan
Pemasyarakatan Dibidang
Pertanian

100.3.7.1/61/PKS.SETDA/VIII/KS/2023
W.5.PAS.PAS.7-8.HH.04.05 Tahun 2023

17 Agustus 2023

3 Tahun

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Sinergisitas dalam
Rangka Memelihara
Keamanandan Ketertiban
Masyarakat, Penegakan
Hukum serta Memberikan
Perlindungan,
Pengayoman dan
Pelayanan kepada
Masyarakat

100.3.7.1/62/MOU.SETDA/ IX/KS/2023
MoU /03/IX/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

1 Tahun

35

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Pendidikan
danKebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Dilingkungan Sekolah di
Kabupaten Tanjab Barat

100.3.7.1/63/PKS.SETDA/IX/KS/2023
PKS/259/IX/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

36

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnya serta
Penanganan ODGJ

100.3.7.1/64/PKS.SETDA/IX/KS/2023
PKS/260/IX/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

37

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Pencegahan dan
Pelayanan Rehabilitas
Sosial dalam
Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika
danZat Adiktif Lainnya di
Kab. Tanjab Barat

100.3.7.1/65/PKS.SETDA/IX/KS/2023
PKS/261/IX/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

38

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas P3AP2KB
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Perlindungan Hak
Perempuan dan Anak
Berhadapan Hukum

100.3.7.1/66/PKS.SETDA/VI/KS/2023
PKS/262/1X/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

39

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Sosalisasi
/Workshop Pemuda Anti
Narkoba Kab. Tanjab Barat

100.3.7.1/67/PKS.SETDA/IX/KS/2023
PKS/263/I1X/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »




Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Satuan Polisi
PamongPraja Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Pengawasan dan
Penanganan
Penyelenggaraan
Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
serta Penanganan Penyakit
Masyarakat dan Napza

100.3.7.1/68/PKS.SETDA/IX/KS/2023
PKS/264/IX/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

41

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara BKPSDM Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
pada Asn di Kabupaten
Tanjab Barat

100.3.7.1/69/PKS.SETDA/IX/KS/2023
PKS/265/IX/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

42

Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat

Perjanjian Kerja Sama
antara Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Polisi Resor
Tanjung Jabung Barat
tentang Pembentukan
Kampung Bebas Narkoba
di Kelurahan Kampung
Nelayan Kec. Tungkal Ilir
Kab. Tanjab Barat

100.3.7.1/70/PKS.SETDA/IX/KS/2023
PKS/266/IX/HUK.8.1.1/2023

04 September 2023

2 Tahun

43

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Badan
Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tentang
Pencegahan,
Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika
(PAGN) di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

100.3.7.1/ 77 /MOU.SETDA/X/KS/2023
3.M0U/03/X/2023

17 Oktober 2023

2 Tahun

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Badan
Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tentang Pencegahan
dan Pelayanan Rehabilitasi
Sosial dalam
Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika
danZat Adiktif Lainnya di
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/78/PKS SETDA/X/KS/2023
PKS/04/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

45

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Badan
Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
pada Aparatur Desa di
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/79 /MOU.SETDA/X/KS/2023
PKS/05/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »




46

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Pendidikan
danKebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Badan
Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
di Lingkungan Satuan
pendidikan Dasar

100.3.7.1/80/PKS.SETDA/X/KS/2023
PKS/06/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

47

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Badan
Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tentang Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika
danZat Adiktif Lainnya di
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/81/PKS.SETDA/X/KS/2023
PKS/07/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
dengan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
tentang Pencegahan
Bahaya Penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor
Narkortika bagi
Perempuan, Anak dan
Keluarga

100.3.7.1/82/PKS.SETDA/X/KS/2023
PKS/08/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

49

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Satuan Polisi
PamongPraja Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
dengan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
tentang Upaya
Pencegahan,
Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN), Psikotropika dan
Zat Adiktif Lainnya di
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/83/PKS.SETDA/X/KS/2023
PKS/09/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

50

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
dengan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
tentang
Sosialisasi/Workshop
Pemuda Anti Narkoba
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/84/PKS.SETDA/X/KS/2023
PKS/10/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

51

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Badan
Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur tentang Peran serta
Pencegahan dalam
Program Desa Bersinar
untuk Mendukung
Akselerasi Perang
Melawan Narkoba di
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/85/PKS.SETDA/X/KS/2023
PKS/11/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun
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52

Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Perjanjian Kerja Sama
antara BKPSDM Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
dengan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
tentang Penyelenggaraan
Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
pada Aparatur Sipil Negara
di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

100.3.7.1/86/MOU.SETDA/X/KS/2023
PKS/12/X/KA/KU.00/2023/BNNK

17 Oktober 2023

2 Tahun

53

Komandan Kodim 0419
Tanjung Jabung

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruangdengan Komandan
Kodim 0419 Tanjung
Jabung tentang
Pelaksanaan Karya Bakti
TNI Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2023

100.3.7.1/88/PKS SETDA/X/KS/2023
B/490/%/2023

25 Oktober 2023

2 Tahun

54

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang Jambi

Addendum Perjanjian
Kerja Sama

antara Dinas Kesehatan
dengan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang
Jambi tentang
Kepesertaan Program
Jaminan Kesehatan
Nasional bagi Peserta
Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja
yang Didaftarkan oleh
Pemkab Tanjab Barat

100.3.7.1/96/PKS.SETDA/XI/KS/2023
334/KTR/11-07/1123

27 November 2023

55

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Puskesmas
Kuala Tungkal Il Kab.
Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Lingkungan Puskesmas
Kuala Tungkal Il
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

100.3.7.1/97/PKS.SETDA/XII/KS/2023
0021/KS.01.01-06/X11/2023

11 Desember 2023

2 Tahun

56

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Sekretariat
DPRD Kab. Tanjung Jabung
Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Lingkungan Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

100.3.7.1/98/PKS.SETDA/XII/KS/2023
0019/KS.01.01-06/X11/2023

11 Desember 2023

2 Tahun

57

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Tanjung
Jabung Barat Barat dan
Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Lingkungan Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

100.3.7.1/99/PKS.SETDA/XII/KS/2023
0018/KS.01.01-06/X11/2023

11 Desember 2023

2 Tahun
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58

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab.
Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah

100.3.7.1/100/PKS.SETDA/XII/KS/2023
0017/KS.01.01-06/X11/2023

11 Desember 2023

2 Tahun

59

Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Jambi

PKS antara Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab.
Tanjung Jabung Barat
Barat dan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi
Jambi tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di
Lingkungan Kantor Camat
Tungkal llir Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

100.3.7.1/101/PKS.SETDA/XII/KS/2023
0020/KS/01.01-06/XI1/2023

11 Desember 2023

2 Tahun

Kejaksaan Negeri Kuala
Tungkal

Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Kejaksaan
Negeri Kuala Tungkal
tentang Penaganan
Masalah Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha
Negara

100.3.7.1/104/MOU SETDA/XII/KS/2023
2366/L5.15/Gs.1/12/2023

21 Desember 2023

2 Tahun

61

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang Jambi

Perjanjian Kerja Sama
antara Dinas Kesehatan
Kab. Tanjung Jabung Barat
dengan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang
Jambi tentang
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan
Nasional

bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan
Pekerja yang Didaftarkan
oleh Pemkab. Tanjab Barat

100.3.7.1/105/PKS.SETDA/XII/KS/2023
NOMOR : 538/KTR/11-07/1223

01 Januari 2024

1 Tahun
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E. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

BAGIAN KERJASAMA SET NJUNG JABUNG BA »

SK TKKSD DATA DUKUNG
e Mrr::n:AmjA NOMOR TANGGALTTD MASA BERLAKU JUDUL KESBER NOMOR KESBER P::’:TG:P‘:N AANOKAWARTL. JUDUL PKS NOMOR PKS LANGGAL JONGKA
KESBER KESBER PENETAPAN PKS | WAKTU PKS
1 |KAB. PT. ASURANSI 133/Kep.Bup/|13/03/2024 Kep.Bupati Tanjung Perjanjian Kerja Sama antara  |100.3.7.1/01/PKS.SETDA/ V/KS/2024 27 Mei 2024 8Bulan
TANJUNG  |JASA INDONESIA |KS/2024 Jabung Barat tentang Dinas Tanaman Pangan Dan 002/PKS-AUTP/308-1/V/2024
JABUNG Tim Koordinasi Kerja Hortikultura Kabupaten
BARAT Sama Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dengan
'Tanjung Jabung PT. Asuransi Jasa Indonesia
Barat, berlaku dari 01 Tentang Bantuan Premi
Januari 2024 s.d 31 Asuransi Usaha Tani Padi
Desember 2024
2 |kasB. BPJS KESEHATAN |133/Kep.Bup/[13/03/2024 Kep.Bupati Tanjung |Kesepakatan bersama [100.3.7.1/02/KESBER SETDA/VIII/KS/2024 01 Agustus 2024 | 31 Desember 2024
TANJUNG KS/2024 Jabung Barat tentang [Pemerintah kabupaten |94/KTR/II-07,/0724
JABUNG 'Tim Koordinasi Kerja |Tanjung Jabung Barat
BARAT Sama Daerah Kab. Dan Badan
'Tanjung Jabung Penyelenggara Jaminan
Barat, berlaku dari 01 |Sosial Kesehatan
Januari 2024 s.d 31 [CabangJambi Tentang
Desember 2024 Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
3 |KAB. 133/Kep.Bup/| 13/03/2024 |Kep.Bupati Tanjung [Kesepakatan bersama [100.3.7.1/04/KESBER.SETDA/VIII/KS/2024 20 Agustus 2024 20 Agustus 2027  |Perjanjian Kerja Sama antara  [100.3.7.1/05/PKS.SETDA/VIII/KS/2024 20 Agustus 2024 2Tahun
TANJUNG KS/2024 Jabung Barat tentang [Pemerintah kabupaten |B/ 238/VII1/2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan B/240/VIII/2024
JABUNG ITim Koordinasi Kerja [Tanjung Jabung Barat Penataan Ruang dengan
BARAT Sama Daerah Kab. Dan Kodim 0419 Komandan Kodim 0419
'Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tanjung Jabung Tentang
Barat, berlaku dari 01 Penyediaan Infrastruktur
Januari 2024 s.d 31
Desember 2024 Perjanjian Kerja Sama antara  |'100.3.7.1/06/PKS.SETDA/VIII/KS/2024 20 Agustus 2024 2Tahun
Dinas Perumahan dan Kawasan|B/239/VIII/2024
Pemukiman dengan Komandan
Kodim 0419 Tanjung Jabung
Tentang Penanganan Rumah
Tidak Layak Huni
Perjanjian Kerja Sama antara  ['100.3.7.1/07/PKS.SETDA/VIII/KS/2024 20 Agustus 2024 2 Tahun
Dinas Kesehatan dengan B/242/VIlIf2024
Komandan Kodim 0419
Tanjung Jabung Tentang
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat




Perjanjian Kerja Sama antara
Dinas P3AP2KB Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan
Komandan Kodim 0419
Tanjung Jabung Tentang
Penguatan Dan Sinergitas

P Program
Pependudukan, Keluarga
Berencana Dan Pembangunan
Keluarga

100.3.7.1/08/PKS.SETDANVIII/KS/2024
B/241/VII/2024

20 Agustus 2024

2Tahun

4 |KAB.
TANJUNG
JABUNG
BARAT

133/Kep.Bup/
KS/2024

13/03/2024

Kep.Bupati Tanjung
Jabung Barat tentang
Tim Koordinasi Kerja
Sama Daerah Kab.
'Tanjung Jabung
Barat, berlaku dari 01
Januari 2024 s.d 31
Desember 2024

Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Jambi
Tentang Pendidikan,
Penelitian Dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat Serta
Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia

050/100/01/MoU.SETDA.PKS/1/KS/2022
B.247/Un.15/HM.01/01/2022

13 Januari 2022

13 Januari 2025

Perjanjian Kerja Sama antara
Dinas P3AP2KB Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan
LPPM Keguruan Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi Tentang
Pendampingan Desa Dan
Kelurahan Ramah Perempuan
Dan Peduli Anak

100.3.7.1/09/PKS.SETDA/1X/KS/2024
739/L.11/PP.9/09/2024

13 September 2024

3 Bulan

Perjanjian Kerja Sama antara
Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Dan
LPPM Keguruan Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi Tentang
Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat

100.3.7.1/10/PKS.SETDA/IX/KS/2024
740/L.11/PP.9/09/2024

13 September 2024

3Bulan

Perjanjian Kerja Sama antara
Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan
Fakultas Tarbiyah Dan
Keguruan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi Tentang Pendidikan
Profesi Guru Pendidikan Agama
Islam Pada Sekolah Dasar Dan
Sekolah Menengah Pertama
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

100.3.7.1/11/PKS SETDA/1X/KS/2024 233
Tahun 2024

13 September 2024

3 Bulan
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F. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perangkat

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023.

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGI/WAUJIB ;
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan BPIS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Nomor
100.3.7.1/25/PKS/SETDA/V/KS/2023 dan Nomor : PER/07/032023 tentang Pelaksanaan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaa Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil
Negara.

Para pihak;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- BPIS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

Maksud dan tujuan;

- Sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi yang
didasarkan saling membantu dan saling mendukung dalam hal pembangunan maupun
kesejahteraan masyarakat.

- Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non
Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Objek;

- Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Jangka waktu;

- 2 (dua) Tahun (02 Januari 2023 — 31 Desember 2024).

Apakah Kegiatan Kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

Mohon diisi!

- Mendukung Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Mewujudkan kondisi sosial yang tentram,
tertib, dan demokratis

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara

singkat!

- Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil
Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA

9;

SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGI/WAUJIB ;
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal.

Bentuk Naskah KSDPK;
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan KPPN Kuala
Tungkal Nomor : PRJ-1/KPN/.06.05/2023 dan Nomor : 100.3.7.1/4/RENJA.SETDA/I/KS2023,

100.3.7.1/5/RENJA.SETDA/I/KS2023. 100.3.7.1/6/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/7/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/8/RENJA .SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/9/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/10/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/1 I/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/12/RENJA.SETDA/I/KS2023,

100.3.7.1/13/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/14/RENJA.SETDA/I/KS2023, Tentang Sinergi
pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan
pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Para pihak;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

- KPPN Kuala Tungkal.

Maksud dan tujuan;

- Koordinasi terkait laporan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan realisasi APBN/APBD.

- Koordinasi terkait data dan informasi lainya terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah termasuk
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional

- Koordinasi terkait data dan informasi calon debitur potensial dan/atau debitur KUR, UM, KUMK dan
skema pembiayaan lainya yang ada didaerah.

- Koordinasi terkait data dan informasi keuangan publik lainya yang dapat dimanfaatkan untuk
Kepentingan bersama.

- Koordinasi terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

Objek;

- Data dan laporan keuangan publik.

Jangka waktu;
- 3 (tiga) Tahun (02 Januari 2023 — 31 Desember 2025).

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!
- Kegiatan dimaksud sebagai dukungan untuk mewujudkan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang
terdapat dalam RPJMD dan RKPD.

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Kajian/Laporan/Press Conference

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGI/WAUJIB ;
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Jambi Nomor s 100.3.7.1/58.1/PKS/SETDA/VIII/KS/2023 dan Nomor
24/UN21.11/HK.07.00/2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Para pihak;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

Maksud dan tujuan;

- Menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD)

- Penyusunan dokumen RKPD, RPIMD dan RPIPD sebagai pedoman dalam penyusunan
perencanaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Objek;

- Penyusunan dokumen RKPD. RPJMD dan RPJPD.

Jangka waktu;

- 2 (dua) Tahun (03 Agustus 2023 — 03 Agustus 2025).

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

Mohon diisi!

- Untuk mendukung terwujudnya dokumen perencanaan (RKPD, RPIMD DAN RPJPD) sebagai
pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!
- Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD dan RPJPD)

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »

SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGI/WAJIB ;
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan OMBUDSMAN
Republik Indonesia Provinsi Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor
100.3.7.1/100/PKS/SETDA/XII/KS/2023 dan Nomor : 0017KS.01.01-06X11/2023 tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Para pihak:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

- OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Jambi.

Maksud dan tujuan;

- Kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- Mewujudkan Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

- Pengawasan atas dugaan maladministrasi pelayanan publik

Objek;

- Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik

- SDM dan Fasilitas kelengkapan pelayanan publik.

Jangka waktu;

- 2 (dua) Tahun (11 Desember 2023 — 11 Desember 2025).

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut untuk ikut
berpartisipasi dalam pencapaian Misi Ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik.

- Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu | (satu)
sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut
diuraikan sebagai berikut:

- Y Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daeral yang efektif, efisien, dan akuntabel *
Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!
- OTerlaksananya penerapan SOP pelayanan publik.

- Meningkatnya SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

3
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGI/WAUJIB :
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPIS
Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK:

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Jambi Nomor :
100.3.7.1/25/PKS/SETDA/V/KS/2023 dan Nomor : PER/07/032023 tentang Pelaksanaan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaa Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil
Negara.

Para pihak:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- BPIS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

Maksud dan tujuan;

- Sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi yang
didasarkan saling membantu dan saling mendukung dalam hal pembangunan maupun
kesejahteraan masyarakat.

- Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non
Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Objek:
- Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Jangka waktu;
- 2{(dua) Tahun (02 Januari 2023 — 31 Desember 2024).

Apakah keglatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

Mohon diisi!

- Mendukung Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Mecwujudkan kondisi sosial yang tentram,
tertib, dan demokratis

Apakah hasil/output yang dicapal darl Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara

singkat!

- Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil
Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesalan permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi keglatan Kerja sama per semester (dilampirkan jika ada):
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NIP. 19731116 200003 1 002




LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)/

2.

3.

4.

5.

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGI/'WAUIIB :
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPIS
Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK;:

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Jambi Nomor :
100.3.7.1/25/PKS/SETDA/V/KS/2023 dan Nomor : PER/07/032023 tentang Pelaksanaan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaa Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil
Negara.

Para pihak:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- BPIS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

Maksud dan tujuan;

- Sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi yang
didasarkan saling membantu dan saling mendukung dalam hal pembangunan maupun
kesejahteraan masyarakat.

- Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non
Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Objek:
- Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

0. Jangka waktu;

7.

9.

- 2 (dua) Tahun (02 Januari 2023 — 31 Desember 2024).

Apakah keglatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

Mohon diisi!

- Mendukung Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Mcwujudkan kondisi sosial yang tentram,
tertib, dan demokratis

Apakah hasilVoutput yang dicapal darl Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara

singkat!

- Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil
Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesalan permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi keglatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada):
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Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAFPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGIU/WAUIIB :
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK:

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Jambi Nomor 2 100.3.7.1/58. 1/PKS/SETDA/VIIVKS/2023 dan Nomor
24/UN21.11/HK.07.00/2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Para pihak;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

Maksud dan tujuan;

- Menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Penyusunan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD sebagai pedoman dalam penyusunan
perencanaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Objek:
- Penyusunan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Jangka waktu;
- 2 (dua) Tahun (03 Agustus 2023 — 03 Agustus 2025).

Apakah Keglatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?
Mohon diisi!
- Untuk mendukung terwujudnya dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD DAN RPJPD) sebagai

pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Apakah hasil/output yang dicapal dari Kerja Sama Ini? Mohon dideskripsikan secara

singkat!
- Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD. RPJMD dan RPJPD)

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesalan permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasl Keglatan Kerja sama per semester (dilampirkan jika ada):
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

I. KSDPK/SINERGUWAUIB :
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal.

2. Bentuk Naskah KSDPK:
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan KPPN

Kuala Tungkal Nomor - PRJ-1/KPN/.06.05/2023 dan Nomor :
100.3.7.1/4/RENJA SETDA/I/KS2023. 100.3.7.1/5/RENJA.SETDA/I’/KS2023,
100.3.7.1/6/RENJA.SETDA/I/KS2023. 100.3.7.1/7/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/8/RENJA.SETDA/T/KS2023, 100.3.7.1/9/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/10/RENJA . SETDA/IVKS2023, 100.3.7.1/1I/RENJA.SETDA/I'/KS2023,
100.3.7.1/12/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/13/RENJA.SETDA/I/KS2023,

100.3.7.1/14/RENJA.SETDA/I/KS2023. Tentang Sinergi pemanfaatan bersama data dan
informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik
dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

3. Para pihak:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KPPN Kuala Tungkal.

4. Maksud dan tujuan;

- Koordinasi terkait laporan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan realisasi APBN/APBD.

- Koordinasi terkait data dan informasi lainya terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah
termasuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional

- Koordinasi terkait data dan informasi calon debitur potensial dan/atau debitur KUR, UM,
KUMK dan skema pembiayaan lainya yang ada didaerah.

- Koordinasi terkait data dan informasi keuangan publik lainya yang dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama.

- Koordinasi terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

5. Objek:
- Data dan laporan keuangan publik.

6. Jangka waktu;
- 3 (tiga) Tahun (02 Januari 2023 — 31 Desember 2025).

7. Apakah Keglatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?
Mohon diisi!

- Kegiatan dimaksud sebagai dukungan untuk mewujudkan arah kebijakan Pemerintah Daerah
yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD.

8. Apakah hasil/output yang dicapal darl Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!
- Kajian/Laporan/Press Conference

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
11. Dokumentasl Keglatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada):

Kuala Tungkal, September 2024
Pit.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)/

9.

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK/SINERGI/WAUIIB :
- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor
100.3.7.1/100/PKS/SETDA/XIIVKS/2023 dan Nomor : 0017KS.01.01-06XIL'2023 tentang
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Para pihak:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Jambi.

Maksud dan tujuan:

- Kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik.

- Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

- Pengawasan atas dugaan maladministrasi pelayanan publik

Objek:
- Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik
- SDM dan Fasilitas kelengkapan pelayanan publik.

Jangka waktu;
- 2(dua) Tahun (1| Desember 2023 — 11 Desember 2025).

Apakah Kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

Mohon diisi!

- Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut
untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian Misl Ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yvang Balk.

- Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut
diuraikan scbagai berikut:

- “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah vang efektif, efisien, dan akuntabel *

Apakah hasilVoutput yang dicapal darl Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!

- Terlaksananya penerapan SOP pelayanan publik.

- Meningkatnya SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesalan permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasl keglatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada):
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)

9.

DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2023

KSDPK ;

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas |1B Kuala Tungkal
dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. W5.PAS.7-4.HH.04.05
Tahun 2023 dan No. 100.3.7.1/32/PKS.SETDA/VI/KS/2023.

Para pihak;

- Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

Maksud dan tujuan;

- Untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan
penyelengaraan kegiatan Kemandirian Warga binaan Pemasyarakatan (WBP) di
bidang budidaya perikanan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Kuala
Tungkal dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Dengan tujuan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pemberian dukungan
pelaksanaan program kegiatan kemandirian Warga Binaan Lembaga
Permasyarakatan Kelas 11B Kuala Tungkal.

Objek;
- Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengikuti Program Kegiatan
Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang perikanan.

Jangka waktu;
- Tiga Tahun Tahun (2023 — 2025).

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIJMD dan
RKPD? Mohon diisi!
- Ya, dalam upaya meningkatkan produktifitas usaha budidaya ikan skala kecil.

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan

secara singkat!

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat
melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
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11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2020-2022

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;
- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Politeknik Transportasi Darat Indonesia — Sekolah Tinggi Transportasi darat
(PTDI-STTD) Bekasi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan
No. 050/250/V/IBAPPEDA/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian
kepada Masyarakat, tanggal 18 Mei 2017.

- Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan
No. 050/1754/DISHUB/2017.

- Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia — Sekolah
Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat No. HK.201/16/10/PDTI-STTD-2022 dan No.
050/100/05/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022 tentang Peningkatan Pembangunan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tridharma Perguruan tinggi Politeknik
Transportasi Darat Indonesia STTD tanggal 25 Mei 2022.

- Adendum Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi darat
Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia di Bidang Perhubungan Darat No. HK.201/16/11/PDTI-STTD_2022 dan
No. 050/100/06/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022, tanggal 23 Mei 2022.

3. Para pihak;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia — Sekolah Tinggi Transportasi Darat
(PDTI-STTD) Bekasi.

4. Maksud dan tujuan;
- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat
di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka optimilisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

5. Objek;
- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat
dengan Pola pembibitan Daerah sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan
kebutuhan samapi dengan pengusulan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Jangka waktu;
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- Lima Tahun (4 Agustus 2017 — 4 Agustus 2022) dan diperpanjang hingga 2024

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan
RKPD? Mohon diisi!

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat!
- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat
melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2020-2022

1. KSDD;
- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan
Kepegwaian Daerah Provinsi Riau.

2. Bentuk Naskah KSDPK;
- Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

4. Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar penyelenggaraan penilaian
kompetensi manajerial dan sosial kultural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabuaten Tanjung Jabung Barat.

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi standar kompetensi
manajerial dan sosial kultural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabuaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;
- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIJMD dan
RKPD? Mohon diisi!

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat!

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat
melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG

JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

1. KSDD;
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- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Pemerintah Kabupaten Tebo.

. Bentuk Naskah KSDPK;
- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Para pihak;
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

Maksud dan tujuan;

1). Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menggalang Kerja Sama dalam
Lingkup Penanggulangan Kebakaran.

2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
penanggulangan kebakaran secara terencana, cepat, terorganisir dan terpadu.

. Objek;
- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanggulangan Kebakaran di Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Wilayah Kabupaten Tebo.

. Jangka waktu;
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 27 Juli 2021
s.d 27 Juli 2024

. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIJMD dan
RKPD? Mohon diisi!

Ya, adanya Sub Kegiatan untuk Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar
Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan

secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Terjalinnya Jaringan Informasi dan Komunikasi yang efektif serta data bencana
kebakaran pemukiman dan penyelamatan.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Masih kurangnya Personil Pemadam Kebakaran kabupaten Tanjung Jabung Barat
dan kabupaten tebo yang handal serta belum memiliki sertifikat sesuai dengan
standar kualifikasi.

- Masih kurangnya sarana dan prasarana.




10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ;
- Terpenuhinya jumlah personil Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan
- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai.

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TANJUNG JABUNG
BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

1. KSDD;
- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Bentuk Naskah KSDPK;
- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.

4. Maksud dan tujuan;

1). Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah Mensinergikan sumber daya yang dimiliki
dan memnuhi tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi
masyarakat di wilayah perbatasan kabupaten tanjung Jabung Barat serta
Kabupaten tebo.

2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mempermudah akses masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan tertib Administrasi. Kependudukan dan Pencatatan
sipil pada masyarakat di Daerah Perbatasan.

5. Objek;
- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Masyarakat yang tinggal di Wilayah
perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Wilayah Kabupaten Tebo.

6. Jangka waktu;
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 22 Juni 2022
s.d 22 Juni 2025.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIJMD dan
RKPD? Mohon diisi!
- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat!
Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI),
Surat Pindah WNI, Pelayanan data Kependudukan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Sinyal atau Jaringan, dikarenakan pada saat ini sudah memakai SIAK terpusat.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ;
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- Dapat dilakukan dengan media telpon atau whatsapp
11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

- Yaitu dengan rekapan berkas — berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke
Tanjung jabung Barat.
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERIODE TAHUN 2020-2022

12. KSDPK;

Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan 20 Perusahaan dalam Kabupaten tanjung Jabung Barat (Nama
Perusahaan terlampir).

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan 18 Perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Nama Perusahaan Terlampir)

13. Bentuk Naskah KSDPK;

Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan
No. 050/250/V/IBAPPEDA/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian
kepada Masyarakat, tanggal 18 Mei 2017.

Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan
No. 050/1754/DISHUB/2017.

Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia — Sekolah
Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat No. HK.201/16/10/PDTI-STTD-2022 dan No.
050/100/05/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022 tentang Peningkatan Pembangunan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tridharma Perguruan tinggi Politeknik
Transportasi Darat Indonesia STTD tanggal 25 Mei 2022.

Adendum Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi darat
Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia di Bidang Perhubungan Darat No. HK.201/16/11/PDTI-STTD_2022 dan
No. 050/100/06/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022, tanggal 23 Mei 2022.

14. Para pihak;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Politeknik Transportasi Darat Indonesia — Sekolah Tinggi Transportasi Darat
(PDTI-STTD) Bekasi.

15. Maksud dan tujuan;

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat
di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka optimilisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

16. Objek;
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Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat
dengan Pola pembibitan Daerah sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan
kebutuhan samapi dengan pengusulan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
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17. Jangka waktu;
- Lima Tahun (4 Agustus 2017 — 4 Agustus 2022) dan diperpanjang hingga 2024

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan
RKPD? Mohon diisi!

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat!
- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat
melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);




LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TANUNG JABUNG BARAT DENGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 11B KUALA TUNGKAL

12. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;
- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 11B Kuala Tungkal.

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama anatara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor:
100.3.7.1/26/KESBER.SETDA/VI/KS/2023 dan Nomor : W.5-HH.04.02-3
Tanggal 15 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum
Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum , Fasilitas Pembentukan
Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan
Keimigrasiandan Layanan Pemasyarakatan;

- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1B Kuala Tungkal
dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : W5.PAS.PAS.7-2.HH.04.05 Tahun
2023 dan Nomor : 100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VI/KS/2023 tanggal 15 Juni 2023
tentang Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan..

14. Para pihak;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Kuala Tungkal.

15. Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam
pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan
anatara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1B Kuala Tungkal dengan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat .

- Tujuan Kegiatan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pelaksanaan pembinaan
kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

16. Objek;
- Untuk meningkatkan kualitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Kuala Tungkal menjadi lebih produktif.

17. Jangka waktu;
- Tiga (3) Tahun mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai 15 Juni 2026.

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan

RKPD? Mohon diisi!
- Ya
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19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat!

- 20 (dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1IB Kuala
Tungkal mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan
bahan makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembuatan kerupuk,
pempek, kletek, tekwan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah
terindgrasi Kembali kemasyarakat.

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Belum teralokasinya anggaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang
bersumber dari APBD terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan
Pemasyarakatan.

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Memenuhi permintaan tenaga pengajar/instruktur yang diajukan oleh pihak
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Kuala Tungkal dengan menggunakan mata
anggaran (DIPA) LAPAS Kelas 1B Kuala Tungkal.

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

~N - B Y -
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T A CCTUATAN DACAR AN DAN UDAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS 118 KUALA TUNGKAL TAHUN 2024
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
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(KSDD)/ KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHNUN 2024

RSDPK ;

< Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan Perusahaan Jasa Asuransi Indonesia (PT. Jasindo).

Bentuk Naskah KSDPK;

- Kescpakatan Bersama antars Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo) dengan
Pemenntah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor:
100.3.7.1/75/KERBER. SETDA/X/KS/2023 dan Nomor: 01/Mow308-1/X/2023 tanggal
03 Oktober 2023 tentang Premi Asuransi.

- Pegangan Kergja Sama  antara Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo)
dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor:
10037 VOVPKS SETDA/V/KS2024 dan Nomor. 002/PKS-AUTP/308-1/V/2024
tanggal 27 Mei 2024 tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Para pihak;
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo)

Maksud dan tujuan;
- untuk mengatur PARA PTHAK dalam pembayaran Bantuan Premi APBD untuk areal

tanam padi yeng terletak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Objek:

- landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
yang bersumber dari pembayaran Bantuan Premi APBD di wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Jangka waktu;

(1) Perjanjian Kerja Sama tahun 2024 Berlaku sejak 27 Mei 2024 (tanggal dua pulub tujuh
bulan Mei tahun dua nibu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
(tanggal tiga pulub satu bulan Desember tahun dua ribu dua pulubh empat).

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIMD dan

RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kena Pembangunan Daerah (RKPD)

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara

singkat!

«  Tersclenggaranya Kegistan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertamian

- Meningkatnya Fasilitasi Pembsayaan dan Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko
Gagal Panco Melalui Asuransi Pertanian.

- Mengurangi Kerugian Petami Jika Tergadi Eksplosif Hama dan Bencana Alam

Meningkatnya Jumlah Peserta Premi Asurans: Usaha Tam Padi (AUTP)




9. Permasalahan/kendula? Jika ada Mohon dideskripsikan secarn singhat!

= Adanya recolussing dan Kementoan Pertanian schingga mengurang alokass atau jatah
luasan premi asuransi

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singhat!
- llqum)u bethoordinasi dengan bagian kevanga OPD agar meningkathan integritas dan
Kincjanya tahun depan agar hejadian tidah terulang kembali
= Terus berhoordinasi dengan Kementrian Pertanian untuk menambah alokasi premi
asuransi tahun iy mamupun tahun depan

1. Dokumentasi kegintan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

Kuala Tungkal, Oktober 2024
. DINAS
TAR PANGAN DAN HORTIKULTURA

e
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHHIAK KETIGA SAMPAT DENGAN TAHUN 2024

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURTA

Bantuan Premi Asuransi
Usaha Tam Pad

Sebagai landasan bagi pihak
Perusahann Asuransi Penanggung dan
OPD dalam melaksanakan
Pembayaran Premi Asuransi Usaha
Tani Padi (AUTP) yang bersumber
dari pembayaran Bantuan Premi
APBD di wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Terlindunginya
1000 Ha Lahan
Pertanian Padi
Sawah dan

ancaman
[kerugian gagal
panen,

tdak dapat
terserap 100% dan
yang telah tertuang
di PKS.

besar-besaran dan
Kementan RI dengan
kuota luasan premi
lahan padi sawah yang
selaly menyusut
schungea hanya dapet
diskomodir seluas 1000
Ha.

"

Catatan : Tabel agar diisi sesuai dengan berapa banyak OPD telah melakukan PKS

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
Jalan Beringin No. Telp/Fax ( 0742 ) 22532
E_Mail polpp tungkal@yahoo.com
LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024

1. KSDD:
- Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragin Hilir.

2. Bentuk Naskah KSDD :
- Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Para pihak:
= Satuan Polist Pamong Praja Kabupaten T anjung Jabung Barat
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragin Hilir,

4. Maksud dan tujuan :

- Maksud dan perjanjian kerjasama ini adalah agar terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan
penegakun perds dan perkudu serla ketentrmmun dan heteriiban wnum diwilsysh perbalasan stsu
adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masing
yang scbelumnya belum ada terlasksana mengingat dacrah kedua kabupaten merupakan
perbatasan antara dua Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Riau

- Tujuan dari perjanjian kersama ini adalah mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat seirama dengon funtutan cra globalisosi dan otomomi daerab, meningkatkan
pelayanan masyarakat, serta mewwjudkan ketentraman dan ketertiban umum dacrah yang
kondusif agar masyarakat dapat meningkatkan mutu kehidupannya.

5. Objek:
= Penegakan Peraturan Daerah dan Peratiran Kepala Dacrah
- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di wilayah

perbatasan.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN)

6. Jangka waktu :
- Peganpan Kerasama 1 berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulal dan mula: ¥ Februan 2023
sampai dengan 8 Februan 2025.

7 Aplhll kegiatan kerjasama terscbut melengkapi dan mendukung RPIMD dan RKPD :
Dalam pclaksammnya ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk
wenduhung seimus Aegisien yung berkaiian Gengun  pembanyusan decrsh seria unluk
menjalankan tugas pokok dan fungsinya

- Mengingat kerjasama ini adalah antara kabupaten antara provinsi yang berbeda maka secara
langsung dapat dilihat sebagai langkah awal dalam menjalin kerjasama pertukaran wawasan,
informasi dan pengetahuan terkait rencana pembangunan khususnya dalam bidang ketentraman
dan ketertiban waum

8. Apakah hasilloutput yang dicapai dari Kerjn Sama ini :

- Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan pertukaran informasi, data serta
koordinasi untuk membangun hubungan/sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tanjung Jahung Rarat Provinei Iambi denpan Satan Polisi Pamong Praia Kahimaten Indmgiri
Hilir Provinsi Riau. Pada saat pelaksanaan koordinasi tersebut juga didampingi olch Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

9. l’emaullhnllcndala
Karena merupakan masih dalam tahap awal koordinasi yang telah dilaksanakan, maka kendala
yang dihadap: saat i adalah rencana/tindak lanyut dan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Provinsi Jambi dengan Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mengingat
waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh.
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10, Upaya penyelesaian permasalahan?
Akan ditingkatkan lagr sinergr dan koordinast terkant ketentraman dan ketertiban umum antara
kedua belah pihak

11. Dokumentasi kegiatankerjasama per semester (dilampirkan jika ada);
- Foto dokementasi telampir dalam bentuk kunjungan kerjasama rombongan anggota DPRD
Rabupaien indragin Hilie serta Saipol 77 Kubupaien indragini Hilin ke Sutpoi PP Kabupaicn
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
Jalan Beringin No. Telp /Fax ( 0742 ) 22532
E Mail polpp tunghal@dyahoo.com
KUALA TUNGKAL

W
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)/
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PHIAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024

1. KSDD:
- Kena sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Harat dengan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo,

2. Bentuk Naskah KSDD :
- Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Para pihak :
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jubung Barat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo,

4. Maksud dan tujuan :

- Makswd dan pernanjian kegasama i adaloh agar terciplanya sinergl dalam penyelengparaan
pencgakan perda dan perkada serta ketentraman dan ketertiban umum diwilayah perbatasan atau
adanya inchikoss gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masing.

- Tujuan dari pegjanjian kersama ini adaloh scbagai bentuk realisasi dengan adanya tindakan
dilapangan yang selanjuinya menjadi bahan pelaporan dan evaluasi bagi kedua pihak

5. Objek:
- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyelenggarnan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN)

6. Jangkawaktu :
- Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari mulai 27 Juli 2021 sampai
dengan 27 Juli 2024,

7. Apakah kegiatan kerjasama tersebut melengkapi dan mendukung RPIMD dan RKPD :

- Dalam pelaksanaannya Ketentraman dan keteriban umum merupakan urusan wanb untuk
mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dacrah serta untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum,

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini :
= Out put atau hasil yang dicapin dan adanya peganjtan kerjasama tm belum terealisasi karena
belum adanya tindaklanjut dan kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung barat
dengan Satpol PP Kabupaten Tebo

9. Permasalaban/kendala :
- Beiu lerfasunsnyis hoordimest inngui ieoial i dan pegunjinn kegusumis kareonn jemk icnpun,
waktu dan penyesuaian kegiatan antara kedua belah pihak.

10, Upaya penyelesaian permasalahan?
- Kedepannya bila perjanjian  kegasama ini  diperpanjang  dan  ditindaklanjuti  terkait
penyclenggnraan kotostiban umum dan ketentraman akan disinergikan antara kedua pihok

11, Dokumentasi kegintan kerjasama per semester (dilampirkan jika ada);
- Belum ada foto dokementasi kerena belum terlaksananya koordinasi antara kedua pihak.




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
Jalan Beringin No. Telp./Fax ( 0742 ) 22532
— E_Mail polpp tungkal@yahoo.com
KUALA TUNGKAL
LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)/
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024

1. KSDPK:
- Kena sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

2. Bentuk Naskah KSDPK :
- Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Para pihak:
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat,

4. Maksud dan tujuan :

- Maksud dan peganpan keasama i adalah agar terciplanya sinerg dalam penyclenggaraan
penegakan perda dan perkada serta ketentraman dan ketertiban umum diwilayah perbatasan atau
adanya indikasi gangguan [ainnya di masyarakat

- Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya koordinasi pelaksanaan operasional
pengawasan serta penmanganan perda dan perkada, ketertiban umum serta ketentraman
(s yaraksi,

5. jek :
- ,l:kmgahn Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyclenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pengembangan Sumbes Days Manausia (ASN dan Non ASN) dalam bentuk dukungan sebagai
pelatih, instruktur atau narasumber pada kegiatan sosialisasi terkait Trantibumlinmas
- Dukungan personil pada kegiatan pengawasan, patroli dan penanganan gangguan Trantibum,

6. Jangka waktu :
- Periannan Kergasama imt herlaku 3 (tiga) tabun terhitung munlai dan molai 04 September 2023

sampai dengan 04 September 2026.

7. Apakah kegiatan kerjasama tersebut melengkapi dan mendukung RPIMD dan RKPD :

- Dalam pelaksanaannya ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk
mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini :

- Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan rapat kerjasama yang didalam rapat
tersebut dilakukan pertukaran informass, data serta koordinas: lanjut yang scbelumnya telah
dilaksanakan scperti pengawasan, patroli, tindakan pemanganan gangguan Trantibum di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

9. Permasalahan/kendala :
- Tidak wrialu banyak kendaia yang dihadapt karena koordinasi yang sudah ada scbeiumnya dan
tinggal kedepannya lebih intens dalam menyikapi gangguan Trantibum.
10, Upaya penyelesaian permasalahan?
- Akan ditingkatkan lagi sinergi dan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum antara
kcdua belah pihak.

11, Dokumentasi kegiatan kerjasama per semester (dilampirkan jika ada);
- Foto dokementasi telampir dalam bentuk rapat pembahasan gangguan Trantibum
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No. Surat : 300/2129/SDM-SATPOL

/ PP/X/2024

| NOTULEN RAPAT | "M% o

Dasar : Perjanjian Kerjasama Satpol PP
Kab. Tanjab Barat dan Polres Tanjab
Barat

Nomor :
100.3.7.1/68/PKS.SETDA/IX/KS/2023
Nomor : PKS/264/1X/HUK.8.1.1/2023

AGENDA RAPAT : Hariftanggal: Raby, 16 Oktober 2024
Pembahasan kerjasama antara Satpol PP Kab. Tanjab | Waktu: 09,00 WIB s/d Selesai
Barat dengan Polres Tanjab Barat terkait Trantibum, | Tempat : Ruang pertemuan/Rapat Satuan Polisi

Penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan PamongPraja Kabupaten Tanjung Jabung
Perjanjian KerJasama. Barat.

PESERTA : NOTULEN :

Pimpinan Rapat : EAGER ERLANGGA EDEL, S.Pd

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

CHANDRA HADINATA, S.AP

Anggota : (terlampir didaftar hadir peserta rapat)

TR

1. CHANDRA HADINATA, S.AP (Plt. Sekretaris Satpol PP Kab. Tanjab Barat)
a) Tahun 2023 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Satpol PP dan Polres yang disetujui
oleh kedua belah pihak
b) Adapun maksud dari pelaksanaan rapat untuk meningktakan sinergitas antara instansi dalam
penyelenggaraan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada
¢} Untuk selanjutnya akan dibahas terkait teknis kegiatan dilapangan sesuai dengan point yang
telah tertuang dalam isl Perfanjian Kerjasama tersebut

2. MUHAMMAD FIRDAUS (Kabid Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Kab. Tanjab Barat)

a) Bidang penegakan perda dan perkada adz tiga kegiatan yaitu pengawasan, pembinaan dan
penindakan yang telah dilaksanakan seperti contoh melakukan pengawasan terkait warung
remang remang, kafe atau kos kos an yang terduga sebagal tempat prostitusi.

b) Pembinaan telzh dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau tempat
tempat terduga tersebut.

c] Diminta kesediaan dari pihak kepolisan mendukung kegiatan operasi yustisi karena sudah banyak
laporan dari masyarakat dan meresahkan

3. EKO WAHYU UTOMO (Kabid Trantibumlinmas Satpol PP Kab. Tanjab Barat)
2) Menitik beratkan kepada kegiatan seperti apa saja seperti contoh untuk patroll, razia atau
kegiatan penyelenggaraan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada secara bersama agar lebih
fokus kepada permasalahan yang ada.

4. BUDI ARYANTO S. SE (Kabid SDM Satpol PP Kab. Tenjab Barat)
a) Mekanisme untuk minta perbantuan personil dalam keadaan mendesak/urgen dan apakah perlu
dilaksanakan sesual dengan tatacara administrasi yang sebagaimana mustinya?

5. AKP AGUS A. PURBA, SH, MH (Kasat SABHARA Polres Tanjung Jabung Barat)
a) Untuk perbantuan personil dapat langsung dihubungi kontak telepon dengan surat permintaan
menyusul kemudian,
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b) Terkait operasi yustisi sudah banyak adanya indikasi pekat yang diperlukan tindakan atau aksi




dari pthak keamanan Satpol pp dan Polres karena sudah banyaknya laporan darl masyarakat
serta meresahkan,

c) Giat patroli bersama dapat dilaksanakan aksl langsung serta koordinasi teknis lanjut dilapangan
dengan Kabid trantibum, sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat.

d) Pelaksanaan operasi yustisi agar ditetapkan dulu tindakan/aksi terkait tindaklanjutnya agar dapat
dikoordinasikan juga dengan pihak Panitra (kejaksaan)

6. YURIA JAYA (PS. Kanit SAMAPTA Polres Tanjung Jabung Barat)
a) Komunikasi yang diminta agar lebih menitik beratkan kepada bagian SAMAPTA Polres agar dapat
ditindaklanjuti secara cepat, penyusunan pasukan serta percepatan penanganan tindakan karena
mengingat prosedur dari administrasi surat menyurat yang terkadang membutuhkan waktu.

7. YOSE RIZAL, S.Pi (Kasubag Perencanaan Satpol PP Kab. Tanjab Barat)

a) Dari perencanaan akan membuat perencanaan kegiatan kedepannya untuk kegiatan
trantibumlinmas dan Penegakan Perda dan Perkada seperti contoh yang sudah berjalan seperti
kegiatan Pilkada, Pilkades dan kegiatan lainnya yang terkait kerjasama antara Satpol PP dan
Polres Tanjab Barat.

8. SRINURBAITI, SE [Kasubag Umum dan Keuangan Satpol PP Kab. Tanjab Barat)

a) Himbauan darl inspektorat untuk SPT keglatan patroli di Bidang Trantibum dan keglatan
pengawasan Bidang Penegakan Perda dan Perkada agar dibuatkan Surat Keputusan (SK) bersama
yang ditandatangani oleh Bupati agar leblh baiknya administrasi dan pertanggung jawaban
keuangan.

9. M. SALAHUDDIN, S.AP (Kasi Penyelidikan Satpol PP Xab. Tanjab Barat)

a) Terkalt dari isi perjanjian kerjasama untuk penegakan peraturan daerah sudah dilaksanakan
seperti pengawasan dan penanganan untuk tindakan yustisi belum dapat dilaksanakan karena
terkendala anggaran.

b) Diminta kepada pihak Kepolisian agar dapat membackup kegiatan penegakan perda seperti
penindakan. Untuk kegiatan pengawasan yang sudah dilaksanakan berbentuk pembinaan kepada
masyarakat.

HASIL RAPAT

1. Akan dikoordinasikan lebih lanjul antara Salpol PP dan Polres untuk tindakan pencegahan dan
penanganan terkait penyelenggaraan penanganan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada melihat
urgensi dan kondisi dilapangan.

2. Untuk pelaksanaan patroli di bidang Trantibum tindaklanjut kedepannya sepertl adanya laporan dari
masyarakat serta melihat dari jadwal pengamanan lalnnya yang akan disusun selanjutnya dan terjadwal,

3, Kegiatan lain lainnya seperti sosialisasi, pembinaan dan kegiatan teknis lainnya di bidang penegakan
perda dan perkada akan dibahas dan dibicarakan dengan pimpinan serta koordinasi lanjut dengan pilhak
Polres.

4. Proses percepatan aksi dalam tata cara administrasi agar tertuju langsung kepada bagian yang
membidangi di Polres dengan maksud dalam penanganannya lebih cepat dan tertata dengan baik yang
intinya pihak Polres siap membantu dan memback-up Satpol PP Kab, Tanjab Barat.

5. Diminta sinergl dan koordinasi lebih lanjut untuk tindakan kedepannya sebagai bahan evaluasi bersama
Satpol PP dan Polres,

Demikian berita acara ini dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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" pisepakatl Bersama hasil rapat,

— e e - — —

__Nama lﬁ Jabatan  TandaT
1. | CHANDRA HADINATA, 5.AP | Pit. Sekretaris Satpol PP Kab. o =
S e S TaJabearat
2. | M. FIRDAUS, SE " Xabid Penegakan Perda Satpol PP &
IS P e Kab. Tanjab Barat |
3. | EKO WAHYU UTOMO, S.AP Kabid Tarntibumbinmas Satpol PP |
| ‘ ==Ss St e | Kab.TanjabBarat _
| 4. | BUDIARYANTO S, SE Kabid SDM Satpol PP Kab. Tanbb
N Barat R}
5. ‘ AKP. AGUS A. PURBA, SH. MH Kasat SABHMA Polres Tanjung
i - Jabung Barat
6. | YURIA JAYA PS. Kanit SAMAPTA Polfes Tanl
b R e R SR Jabung Barat
7. | YOSE RiZAL, 5.PI Kasubag Perencanaan Satpol PP
—— Kab. Tanjung Jabung Barat
- 8. | SRINURBAIT), S€ Kasubag Umum dan Keuangan
R Satpal PP Xab, Tanjab Barat
9. | DESI DIAN SARI, SH Kasi Kerjasama, sarana dan
prasarana Satpol PP Kzb. Tanjab
| Paags_tco- s = o
| 10, | M. SALAHUDDIN, S.AP Kasi Penyelidikan dan penyidlkm/
; 1 PPNS
PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT,
Plt. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG 8A§A'l’ NOTULE!
CHANDRA HADINATA, S.AP A S.Pd
NIP. 19831225 200801 1 002 NIP, 19880416 201502 1 001
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Arsip
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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
Jalan Beringin No. Telp/Fax ( 0742 ) 22532
S g E_Mail polpp tungkal@yahoo.com

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSPD)/
KERJA SAMA DAERAI DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024

1. KSDD: '
= Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten lanjung Jabung Barat dengan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Han,

2. Bentuk Naskah KSDD :
- Peganjian Kerjasama (PKS)

3. Parapihak: '
-~ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Har,

4. Maksud dan tujuan :

- Maksud dan penanpan kenasama i adalah agar terciptanya sinergt dalam penyelenggaraan
pencgakan perda dan perkada serta ketentraman dan ketertiban umum diwilayah perbalasaq atau
adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masapg

- Tujuan dari perjanjian kersama ini adalah mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, meningkatkan
pelsyunian masyaraisi, sciin mowujudiun heleolamun Gan keterliben wmum  decrah yang
kondusif agar masyarakat dapat meningkatkan mutu kehidupannya.

5. Objek:
- Pencgakan Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah
Penyelenggarcan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pertindungan masyarakat di wilayzh

6. Jangka waktu :

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai dan mulai 28 Oktober 2021
sampai dengan 2R Oktober 2004

7. Apakah kegiatan kerjasama tersebut melengkapi dan mendukung RPIJMD dan RKPD :
- Dalam pelaksansannya ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk

mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini :
- Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan pertukaran informasi, data serta
koordinasi untuk membangun hubungan/sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari

9. Permasalahan/kendala :

- Permasalahan yang dihadapi adalah tindaklanjut yang harusnya perlu koordinasi dan sinergi
mengingat waktu dan kegiatan antara kedua belah pihak.

10. Upaya penyelesaian permasalahan?

- Akan ditingkatkan lag sinergy dan koordinast terkait ketentraman dan ketertiban umum an
kedua belah pihak. —

11, Dokumentasi kegm_an lmjx_lsaua per semester (dilampirkan jika ada);
- Foto dokementasi telampir dalam bentuk kunjungan kerjasama ke Kabupaten Batang Hari,
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LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Kasat Pol Pp Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari : Pelaksana perjalanan dinas
1  Dasar Perjalanan Dinas :  SPT Nomor ¢ 80011 |.lI"’J ISPT2024 1gl 21-10-2024
. SPPD Nomor ©000,1.2.3/511 ISPPDI2024 tpl 21-10-2024
2  Maksud Perjalanan Dinas - Melaksanakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang,

Hari dalam rangka konsultasi terkait pembinaan Sumber Daya Manusia
Satpol PP di Doerah dan kerjasama trantibum terkait di doerah perbatasan

Kabupaten tahun 2024,
3 Tujuzn Pegjalanan Dinas ; Kobupaten Batang Hani
Lamanya Perjalanan Dinas ¢ 2 (dwa) hari, tanggal 21 Oktober s/d 22 Oktober 2024

5 Hasil Perjalanan Dinas

a Dalam melaksanakan perjalanan dings kunjungan ke Satwan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Har
dalam rangka komsultasi terkait pembinaan Sumber Daya Manusia Satpol PP di Dacrah don kerjasama
trantibum terkait di daerah perbatasan Kabupaten tabun 2024 yang langsung diterima oleh Sekretaris Satpol
PP Kab. Batang Hari Bapak Budimansyah, SE. MM dirvang keganya.

b. Dalam kunjungan perjalanan dinas terschut ditanyakan dan dibahas terkait rencana, bentuk kegintan dan
teknis pelaksanaan pembinaan SDM dani satpol pp Kabupaten Batang Hari. Pada pembahasan tessebut Satpol
PP Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaannya telsh memberikan pembinaan kepada anggota Satlinmas
desa/kelurahan yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh bupati batang hari dan juga memberikan pelatihan
PBB kepada anggota Satpol PP kabupaten Batang Hari yang begjumlah 110 (seratus sepuluh) orang contoh
kegiatan yang sifatmya pembmaan agar dilakukan dalam bentuk teon dan praktek, seperti contoh dalam tata
cara pengawalan tamwpejabat serta ketangkasan dalam larihan banis berbaris, Selain pembahasan dimaksud
juga dijadikan sarapa tukar pikiran dan masukan tentang program kegiatan sarama dan prasarana . Dalam
kunjungan itu juga melihat dari metric renja yang terdapat di Satpol PP Kabupaten batang Hani yang bila
nanti bisa dijadikan sebagai contoh atau acuan dalam penyusunan kegiatan peningkatan SDM.

c. Sclesai kegiatan terscbut dinkhin dengam foto bersama scbagai dokementasi kunjungan dan rombongan
Satpol PP Kab. Tanjab Barat kembali ke Kuala Tungkal dengan kegiatan berjalan dengan aman dan kendusif,

Demikan Laporan Hasil Pegalanan Dinss i disampaikan, arahan dan petunjuk dari Bapak kami pedomani dan

laksanakan, terima kasih

Kuala Tungkal, Oktober 2024
Pelaksana Perjalanan Dinas

BUDI ARYANTO S, SE
NIP. 19780528 200604 1016

H
NIP. 19811225 200604 2010

EAGER ERLANGGA EDEL, S.pd
NIP. 19880416 201502 1 001
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LAPORAN MONTTORING DAN EVALUASEFELARSANAAN KERIA SAMA BERDASARKAM AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINEAR KABUPATEN TANJUNG JABIUNG IAIAT DENCGAN
DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAT DENGAN TANE « M2

ol REALISASLAZAS MANFAA'L Y
NO orp PRS TENTANG Tr Voi Tasl it __M NDALA N
i 3 3 4 S 3 ST g
2 |SATPOL-FPKA3 Penegaha s Ponturan Dacrah |- Toghoya Ponuen Dacrah dan - masih benalan dalas bennk Angyatan dan bdak anpul  [Fealisast Pelaksansan PKS
TANJAB BARAT DAN dan Perat iran Kepala Dacrah, | Poratinan Kepala dacraly kegiatan koordinass dam pe rtibaenn [ miensing ssising peluk ini akan digadikan schaga
SATPOL - FP KAS Penyolorg Eirzan tersclengsirany Ke cstraman dan nformass terkgit pemyedenggraan  {hasci bertigal ki seperts [evalsasl dan penilaian apalah
BATANG HARL Kotewtraesan dan Ketertiban  [ketemiban Ui seiia Pestindungan knteseraman dan ketoribar wewum. fprak tcmpoh, wakes dan Bal kal yanyg pesting
Ut Scrma Porlindangan i Masyamba di Wikss ah Perbatasan kegiuan nusisg masiey yxng (kodepaneys schaga bt kan
Masy skt & Wilinah delaksanalin di nap uap wasukan untuk pening katan
Perbtasa s peineclongparnain
kieptraman dan ketertsban
amum
|
3 |SATPOL -PPKAS3 Pemcgaka s Pemtumn Dacrah |- Tegakmn Peraturan Doesah dan - Out a1 atau hustl yang dicapai |- Bedun ter' asananya - Kedepanaya bila peranjian
TANJAB BARAT DAN dam Perat swan Kepala Dacrah, | Perataran Kepala daceah, dan adamya pegjanjian kerjisama  [koordinas Ianjut terkan ist [kerjasama ini diperpagang
SATPOL - PP KAS TEBO |Penyclenygarsan wrscleogparaaya Ke'ontraman don i belum terealisoss karoe: belum |dard penan) an kerjasama dan dilindaklanjuts terkait
Roscatrar an dan Kewortiban | ketertiban Usnum sata Perlindusgan adasyys tindakkugut duri kerjasama |karesa el tompuh, waktn  |peayclenggarmn ketertiban
Umum Scris Perlindusgan [ Masvarakal di Wilayah Perhatasan antur: Satpol PP Kabupalea dan penyesuaian kegiatan winum dan ketestraman akan
Masyarakot & Wiliah - adanya indikasd groggaan innag Tanjuog Iung baest dengan astara kodus belad palak disinergdan antara kedus
Perbatasan di masynrakm vang daang ke . Supe’ PP Kabopaten Tebo rp«ht.
wilayah kegja masing-easing.
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4 |SATPOL - PP KAS
TANJAB BARAT DAN
SATPOL - PPKA3.
INDRAGIRI HILIR

terciplanm a socrp dalam ‘= Tegaknya Peratemn Dacrab dan
penycleny garaan penegakan ]Rsmunn Kepala dacrah
perda dan perkada senia |terselenggaranya Ke entniman dan

ketcatran an das keteruban | ketertiban Umun s¢1ta Perlandungan
amum divilayah pertatasan | Masyaraknt di Wilay ah Perbotasan

| atau ndania inddasi I, kerjasama ind adal.ih antara
pangewan bunma di | kabepaten antara pecvins yang
manarak ot yang datang ke | berbodi maka secarn langsung dapat
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

(KSDPK)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023

1.

3.

KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK;

Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Batanghari Jambi. Momor : 050.100/ JMOUSETDA.PKS/XII/KS/2023 dan Momor :
JUBR/G/XIIf2023 Tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama, tanggal 23 November 2023.

Para pihak;

Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat {(LPPM) Universitas Batanghari Jambi.

Maksud dan tujuan;

Perjamjian Kerja Sama ini dimaksudkan guna mengembangkan serta memperkuat hubungan
kelembagaan antar PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Anggota
DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjamjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka MNegara Kesatuan Republik

Indonesia.

5. Objek;

Peserta Bimbingan Teknis adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanjung labung Barat berjumlah
33 (Tiga Puluh Tiga) orang.

6. Jangka walktu;

1 {satu) Tahun {23 November 2023 — 23 November 2024) dan diperpanjang hingga 2024.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIJMD dan RKPD?
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Memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan RPIMD
{Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah).




Keterkaitan ini sangat penting karena anggota DPRD memiliki peran strategis dalam proses
perencanaan, pengawasan, dan penganggaran yang berkaitan langsung dengan RPIMD dan
RKPD Kerja sama orientasi bimtek bagi anggota DPRD berperan penting dalam mendukung
penyusunan dan implementasi RPJMD dan RKPD dengan cara meningkatkan kapasitas
legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Melalui bimtek, anggota DPRD menjadi lebih paham
tentang pentingnya menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan daerah. Ini memastikan bahwa

pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8. Apakah hasilfoutput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!

Anggota DPRD lebih memahami proses pembuatan undang-undang, peraturan daerah (Perda),
serta peran mereka dalam pengawasan dan legislasi. Dengan bimtek, mereka diharapkan lebih
cakap dalam menyusun dan menganalisis peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peningkatan Keterampilan Pengawasan, Efektivitas dalam Penyusunan Anggaran, Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas dan Etika, dan Pengembangan Kapasitas

Kepemimpinan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Keterbatasan Sumber Daya (Dana dan Waktu),

Kualitas Marasumber yang Tidak Memadai

Ketidaksesuaian Materi dengan Kebutuhan Myata : Mater bimtek sering kali bersifat teoretis
dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal di daerah masing-masing.
Misalnya, bimtek lebih fokus pada regulasi umum daripada kasus-kasus praktis yang dihadapi
oleh DPRD

Minimnya Partisipasi Aktif dari Anggota DPRD

Kurangnya Tindak Lanjut Pasca-Bimtek

10.Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
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Penyusunan Materi yang Lebih Praktis dan Kontekstual: Materi bimtek harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan konteks lokal untuk meningkatkan relevansi dan penerapannya di
lapangan.

Peningkatan Kualitas Narasumber: Memilih narasumber yang berpengalaman dalam masalah-
masalah legislatif dan pemerintahan daerah.

Monitoring dan Evaluasi: Membuat sistem tindak lanjut dan evaluasi pasca-bimtek untuk
memastikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diterapkan secara efektif.
Dukungan Eksekutif: Mendorong sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam
penyelenggaraan bimtek.




11.Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester;

Kuala Tungkal, Oktober 2024

L '_ ;..: i l
Pefaliffia Utama Muda

NLEoF9560710 199403 1 013
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LAPORAN EVALUAS! KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERIA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAX KETIGA(KSOPK)
KANTOR CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

1. KSOPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Kantor Camat Tebing Tinggl Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambl.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tamjung Jabung Barat Nomor : 1003.7.1/
[PKS.SETDA/VI/XS/2023 dan Nomor ; 0013/KS.01.01-06/V1/2023.

- Bahwa Pihak Kesatu adalah  Organisasi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintzhan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan.

- Bahwa Pihak Kedua adalah merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Jambi,
yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.

- Bahwa Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik
Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 68/ORI-MOU/X11/2022 dan Nomor:
050/100/42.MoU.SETDA.PKS /XII/KS/2022 tanggal 09 Desember Tahun 2022 tentang Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Parapihak;
- Kantor Camat Tebing Tinggl Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
«  Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

4, Maksud dan tujuan;
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggl
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

6. Jangka waktu;
- Kerja sama ini berlaku selama satu (5) tahun (09 Desember 2022 s/d 09 Desember 2027) dan dilakukan
perpanjangan apabila diperiukan,

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon dilsil

8. Apakah hasil/output yang dicapal darl Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Xantor Kecamatan Tebing Tinggi.

9, Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Anggaran belum memadai

Setelah penandatangan kesepakatan para pihak, belum dilakukan pertemuan kembali untuk
mengetahul hasil Kerjasama.

10. Upaya penyelesalan permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Melakukan koordinasi melalul Ponsel
- Sudah diupayakan untuk membuat janji bertemu para pihak, tapl belum ada titik temu

11. Dokumentasl keglatan kerja sama per semester (dilampirkan Jika ada);
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Kesepakatan Bersama
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Di Lingkungan Kantor
(Camat Tebing Tinggi
Kabupaten Tanjung Jabung
Barm

TEBING TINGGI

tentang |Maksud Perjanjian Kerja Sama ini

adalah sebagal landasan kerja sama
dan koordinasi dalam rangka
peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik

Tingg

[Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini
adalah sebagai landasan
mewujudkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik
dilingkungan Kantor Camat Tebing
Tinggi

dilinglkungan Kantor Camat Tebingi

Meningkatnya Anggaran belum |Realisasi Pelaksanaan PKS
Kualitas memadai belum dapat dilakukan secara
Penyelenggaraan maksimal dikarenakan
Pelayanan Publik Di terkendala dengan anggaran,
Lingkungan Kantor sampai {?:m ini buru sebatas
Camat Tebing Tinggi komunikasi melalui Ponsel
Kabupaten Tanjung terkait informasi Sy
Penyelenggaraan
Jabung Barat X Di Li
|Camat Tebing Tinggi
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LAPORAN EVALUASI KINERIA KERJIA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERIA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA({KSDPK)
KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Kantor Camat Tungkal Ilir Xabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi,

2. Bentuk Naskah KSDPK;

Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pefayanan Publik Di Lingkungan
Kantor Camat Tungkal llir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor ; 100.3.7.1/ /PKS.SETDA/XII/KS/2023
dan Nomor : 0020/KS.01.01-06/X1/2023

- Bahwa Pihak Kesatu adalah  Organisasi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau
Kelurahan.

- Bahwa Pihak Kedua adalah merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia & Provinsi Jambi,
yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.

- Bahwa Pard Pihak sepakat untuk menindakianjuti Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik
Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 68/ORI-NOU/XII/2022 dan
Nomor: D50/100/42.MoU.SETDA.PKS /XII/KS/2022 tanggal 05 Desember Tahun 2022 tentang
Peningkatan Kuaiitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

3. Para pihak;
- Kantor Camat Tungkal llir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

4. Maksud dan tujuan;
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Tungkal |lir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Ungkungan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

6. Jangka waktu;
- Kerja sama ini berlaku selama satu (5) tabun (09 Desember 2022 </d 09 Desember 2027) dan dilakukan
perpanjangan apabila diperukan.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

8. Apakah hasil/output yang dicapal darl Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Xantor Kecamatan Tungkal llir

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Anggaran belum memadai
- Setelah penandatangan kesepakatan para pihak, belum dilakukan pertermuan kemball untuk
mengetahul hasil Kerjasama.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Melakukan koordinasi mefalui Ponsel
- Sudah diupayakan untuk membuat janji bertemu para pihak, tapi belum ada titik temu
- Sudah melakukan Penggadaan untuk pendukukung Pelayanan di sabilitas

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
- Foto Terlampir A pom

41801 1 N2
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

1 KANTOR CAMAT
TUNGKAL ILIR

Kescpakatan Bersama tentang
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Di Lingkungan Kantor
Camat Tungkal Ihir
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

| 33

— Uruan Volume Hasit___ |
SFRF 4 3 [ Tl i .
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini . Meningkatnya Anggaran belum |[Realisasi Pelaksanaan PKS
adalah scbagai landasan kerja Kualitas memadai belum dapat dilakukan secarn
sama dan koordinasi dalam rangkal Penyelenggaraan maksimal dikarenakan
peningkatan kualitas Pelayanan Publik Di terkendala dengan anggaran,
penyelenggaraan pelayanan publik Lingkungan Kantor sampai scjaub ini baru schatas
dilingkungan Kantor Camat Camat Tungkal [lir perbaikan pemenuhan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung dibeberapa bagian untuk
Jabung Barat menunjang Peloyanon seperti,

Tangga masuk kantor untuk di

sabilitas dan pegangan di dalam
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini WC untuk disabilitas dan
adalah sebagai landasan Mcja Pelayanan yang masih
mewujudkan kualitas dalam pengerjaan dikarcnakan
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengangearannya di APBD
dilingkungan Kantor Camat Perubahan Tahun 2024
Tungkal llir

ILIR, 1 Oktober 2024
/ NGKAL ILIR
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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PUSKESMAS KUALA TUNGKAL IKAB. TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2022-2023

KSDD ;
- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
OMBUDSMAN

Bentuk Naskah KSDPK;
- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Para pihak;
- Puskesmas Kuala Tungkal I
- Ombudsman

Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan
koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan public
di lingkungan Puskesmas KualaTungkal |

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan mewujudkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan public di Lingkungan Puskesmas Kuala Tungkal |

Objek;
- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Puskesmas Kuala Tungkal I dan
Ombusdman

Jangka waktu;
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun yaitu Tahun 2023
s/d 2025

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan

RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

- Landasan Kerjasama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Memperoleh pendampingan secara berkala dalam percepatan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan public dan pencegahan Maladministrasi

- Memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan pelayan public

- Menjalankan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur
(SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan public

- Memperoleh data dan atau informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik




20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Kurangnya bimbingan dan masukan untuk meningkatkan pelayanan publik di
puskesmas kuala tungkal 1.

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ;
- Telah di tindak lanjuti secara musyawarah dan mufakat untuk melengkapi fasilitas
kebutuhan Masyarakat di Puskesmas Kuala Tungkal I.

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;
- Yaitu dengan rekapan berkas — berkas / Formulir yang telah di persiapkan
- Telah di lengkapi dokumentasi serta sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu
pelayanan di Puskesmas Kuala Tungkal |
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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LAPORAN EVALUASI KINERJA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)
PUSKESMAS KUALA TUNGKAL II
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023

KSDPK/SINERGI/WAIJIB ;
- Kerja Sama antara Puskesmas Kuala Tungkal Il Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Perjanjian Kerja Sama antara Puskesmas Kuala Tungkal Il Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi tentang
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Kuala
Tungkal Il Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 100.3.7.1/97/PKS.SETDA/XII/KS/2023
dan No. 0021/KS.01.01-06/X11/2023.

Para pihak;

- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

- Puskesmas Kuala Tungkal Il Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi
dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan
PIHAK KESATU

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan public dilingkungan PIHAK KESATU

Objek;

- Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/ pengaduan Masyarakat di
lingkungan PIHAK KESATU

- Pencegahan maladministrasi di lingkungan PIHAK KESATU

- Pertukaran data dan /atau informasi

- Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan

- Pemanfaatan sarana dn prasarana

Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK
yaitu pada tanggal 11 Desember 2023 — 11 Desember 2025.

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?
- Ya, kerja sama ini termasuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah / RKPD dan
RPJMD

Apakah hasil / output yang dicapai dari Kerja Sama ini?

- Meningkatnya kualitas mutu pelayanan di puskesmas Kuala Tungkal Il bagi masyarakat
dengan SDM bidang Kesehatan yang berkompeten, melalui percepatan penanganan dan
penyelesaian laporan/ pengaduan Masyarakat di lingkungan puskesmas, pencegahan
Maladministrasi serta pemanfaatan sarana prasarana dengan optimal




31. Permasalahan / kendala?
- Tidak ada permasalahan yang berarti dengan ombudsman, hanya kami kurang
koordinasi dalam pelaksanaan perbaikkan layanan kesehatan di puskesmas.

32. Upaya penyelesaian permasalahan?
- Lebih mengoptimalkan Koordinasi dengan narahubung untuk mendapatkan saran
perbaikan layanan ke Masyarakat agar lebih baik lagi.

33. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;
Dokumentasi kegiatan berupa perbaikan perbaikan yang telah di lakukan puskesmas sesuai
instruksi ombusman. Berikut hasil dokumentasi smester 1 tahun 2024
- Laporan hasil kotak saran persemester( januari s.d juli 2024 ) untuk mengunpulkan
saranan dan masukkan dari masyarakat pengguna layanan puskesmas, hasil kotak saran
terdokumentasi oleh tim khusus kepuasan pelanggan puskesmas
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- Laporan hasil pengaduan :

Laporan Keluhan Pelanggan melalui WA
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Laporan Keluhan Pelanggan melalui FACEBOOK

@ Venni Budi dan 6 lainnya >

Paling relevan ~

é Dwi Yuniarsih

7mgg Suka Balas

.‘ﬁ Radellaa
Selain tgl 23 kmren, dimana Igi bisa dapat tts

poliony

7mgg Suka Balas

Radellaa di puskesmas buka hari ini ibu

6mgg Suka Balas

® Devi Ghazali Adam
@@  @sorotan

6mgg Suka Balas

Tulis komentar

@ Anda, Venni Budi, dan 14 lainnya > 1)

Paling relevan ~

.@ Venni Budi
Terima kasih aunty anggun n team. Hanna
udah dapat vaksin%®

6mgg Suka Balas

;ﬁ Radellaa
Sampai tanggal berapa bisa tets polio

6mag Suka Balas

&  Devi Ghazali Adam
Radellaa besok kita buka lagi ibuk
silahkan datang ke puskesmas ya dan
jangan lupa bawa fotocopy KK

6mgg Suka Balas

% Sartika
Kapan ada lagi untuk tetes polio nya

6mgg Suka Balas

Devi Ghazali Adam

Sartika besok kita buka lagi ibuk
silahkan datang ke puskesmas ya dan
jangan lupa bawa fotocopy KK

6mgg Suka Balas

Tulis komentar

11

Laporan Hasil IKM :

Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat bulan Februari Tahun 2024 dengan 379
responden menghasilkan IKM sebesar 79,53. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Puskesmas Kuala Tungkal Il mendapatkan
kategori B yaitu kinerja unit pelayanan Baik.

@ Anda, Astri Windya Sari, dan 22 lainnya > e

Paling relevan ~

~ Dwi Yuniarsih

7 mag Balas 1 &
cila Lala
Yokk besok kita bawa anak kita pin polio
7 mgg Suka Balas
Ani Jajuli
Hari apa diadakan dipuskesmas Bu?
7 mgg Suka Balas
&£ Devi Ghazali Adam

Ani Jajuli kamis bu besok silahkan ke
puskesmas bawa anaknya dan jangan
lupa untuk membawa Fotocopy KK

7 mgg Suka Balas

Ani Jajuli

Devi Ghazali Adam Ok mksih
bu

7mgg Suka Balas

Tulis komentar

1841 med
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U Syakira
.

Kk masih kosong ya vaksin

lya kk, Ig di ambil. Nnti kalau ada km
kabari

Oke siap kk kksh

Kak boleh nnya

Teman saya berenti KB 3bulan tapi
setelah itu dia haid setiap hari
keluar darah sperti haid gtu bisa
dbing udh ampir 1bulan gejalanya
gak berentiitu kenapa ya kak?

Iya kak

Untuk informasi lebih lanjut, bisa ke
Bagian POLI KIA kak. Biar bisa
berkonsultasi langsung sama dokter
dan bidannya kak @ terima kasih
kakak




- Laporan media layanan puskesmas

Pengisian kuisioner
menggunakan google form

ﬁ

- Contoh foto papan retribusi BLUD dengan perda terbaru :
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- Contoh foto papan retribusi BLUD dengan perda lama :

- Kipas angin

Permintaan Kipas Angin dari Pasien melalui koesioner IKM
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Pertemuan Tim Kepuasan pelanggan dengan manajemen puskesmas, membahas kinerja tim per
smester.
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TAMIUNG JABUNG BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA

LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Pemasyarakatan

menjadil lebih produktif
melalui Pelatinan Pembinaan
Kemandirian Di Bidang Tata
Boga Sebagal bekal keahlian
pada saat kembali ke
miasyarakat [SELESAI
MEMIALANI MASA PIDAMA)

DISKOPPERINDAG) Dan
20 Orang Warga Binaan
Pemasyarakatan [WBP)
LAPAS KELAS || B KUALA
TUMNGKAL

Pemasyarakatan
Kelas [IB  Kualal
Tungkal
mendapatkan
pelatihan terkait
kegiatan kemandirian
berupa  pengelolaan
bahan makanan
berbahan dasar ikan
dan udang berupal
Pembuatan  kerupuk,
pempek, kletek,
tekwan  yang dapat|
dijadikan sebapai
mals pencaharian
setelah  terintegrasi
Kembali
kemasyarakat.

REALISASI AZAS MANFAAT
NO OPD PES TENTANG Urslan . Fash KENDALA KETERANGAN
1 2 3 5 [ 7 9 10
1| DISKOPPERINDAG Pembinaan Kegiatlan Meningkatkan kualitas Warga |2 Nara Sumber (IKM 20 {dua puluh) orang| Karena Para Peserta
| Bidang Perindustrian) |Kermandirian Warga Binaan Binaan Pemasyarakatan BINAAN Narapidana Lembaga| belum selesai

menjalankan masa
tahanan maka ilmu
yang didapatkan
belum bisa
dimanfaatkan dengan
baik
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Perjanjian Kerja Sama (PKS) |Kerja sama meliputi 3 Orang Tenaga Maskah Akademik|Belum di Sah Kan nya [Sudah Terealisasi
antars Dinas Koperasi Usaha  |penyusunan Naskah Perancang Peraturan  |dan Raperds RencanafRaperda RPIK arena
Kecil Menengah Perindustrian [2kademik Rancangan perundang-undangan  |Pembangunan Pergantiam Anggota
Dian Perdagangan Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten |untuk membantu Industri Kabupaten |[2PRD
'Fa.njl.mg _]am Barat Tanjung labung Barat tentang |penyusunan naskah
Dengan Kantor Wilayah Rencana Pembangunan Akademik Rancangan
Kemenirian Hukum Dan Hak |Industri Ksbupsten Peraturan daerah
Asasi Manusia Jambi Tentang Kabupaten Tanjung
Penyusunan Naskah Jzbung Barat Tentang
Akademik Rancangan Rencana Pembangunan
Peraturan Dacrah Kabupaten Industri “:'”“‘:“
Tanjung Jabung Barat anjung Jabung Barat
Tentang Rencana
Pembangunan Industri
Kabupaten
DISKOPPERINDAG |Perjanjian Kerja Sama (PKS) [Objek Perjanjian - Anggaran TIDAE
Eecil Menengah Perindustrian | Pelayenan [nformasi Dan
Dan Perdagengan Kebupaten | Distribuszi Produk
Tanjung Jabung Barat dengan |Unggulan dasmhb untuk
Diinas Perdagangan dan peningkatan produktifitas
Perindustrian Kabupaten Dan infestasi
Indragiri Hilir, Tentang
Informasi dan Distribusi
Produk Unggulan Daerah,
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Perjanjian Kerja Sama (PKS)
antara Dinas Koperasi Usaha

Objek Peganjian Kerja
sama ini adalah Pelayanan

Kecil Menengah Perindustrian [tera dan tera ulang yang

Dan Perdagangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan
Penyelenggaraan Pelayanan
Tera, Tera Ulang Alat-alat
Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) dan
Pengawasan Mctrologi Legal.

merupakan pemilik atau
pengguna alat-alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP)
dan pengawasan metrologi
legal

lerlaksananya

kerjasama vang baik

tidak ada

Terealisasi

Catatan : Tabel agar diisi sesuai dengan berapa banyak

OPD telah melakukan PKS
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Kuala Tungkal,  September 2024
WEPALA DINAS
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LAPORAN EVALUASI KINFRJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAFRAH LAIN
(KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA{KSDPK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

11, KSDPK/SINERGLI'WAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabunpg Barat dengan Kantor Wilavah Kementrian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- P::jarljia_u'l Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Maunuasia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
an  Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 500.9/88.1/
DISKOPPERINDAG/2024 Tahun 2024 dan Momor : W.5-PP.04.02-183 Tahun 2024
tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

14. Para pihak;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
= Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi,

15, Maksud dan tujuan;

- Maksod kegistan untuk membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
Perindustrian dan Perdaganpgan Kabupaten Tanjung Jabung Baral dalam menyusun
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupsten Tanjung Jabung Haral
Tentang Rencana Pembangunan Induseri Kabupaten Tahun Anggaran 2024

- Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkon peraturan daerah yang harmonis baik dari
segi Teknik penulisan dan substansi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, dan memenuhi aspirasi Masyarakat,

16. Objek;
- Naskah Akademik Rancangon Pernturan Dueruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

17. Jangka wakiu; . )
- Tiga (3) Bulan dari tanggal 20 Februari 2024 sampai 20 Mei 2024

18, Apakah kegiatan kerja ssma tersebut mebengkapi dan mendukong RPEJMD dan
RKPD? Mohon diisil
- Ya

19. Apakah hasilloutput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singhat! _
- Output yang dicapai dari Kerjasama ini berupa Dokumen ‘Hus_k.uh Akademik
Rancangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ‘lentang Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jubung Barat

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Belum disahkannya Ranperda RPIK karena Pergantian Anggota DPRD
21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singhkat!

- Pengusulan Kembali ke legislatif untuk pembahasan Ranperda RPIK menjadi
Raperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat




22. Dokumentasi kegiatan Kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
(KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

12. KSDPK/SINERGL/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas !(opensi. Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Wilayah Kementrian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- Peganjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manuasia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 500.9/88.1/
DISKOPPERINDAG/2024 Tahun 2024 dan Nomor : W.5-PP.04.02-183 Tahun 2024
tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

14, Para pihak;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat,
- Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi.

15. Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mencngah,
Petindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun
Naskuh Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun Anggaran 2024

- Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan daerah yang harmonis baik dari
segi Teknik penulisan dan substansi, tidak bertentangan dengan peraturan perundung-
undangan yang lebih tinggi, dan memenuhi aspirasi Masyarakat.

16. Objek;
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Rarat
Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

17. Jangka waktu; )
- Tiga (3) Bulan dari tanggal 20 Februari 2024 sampai 20 Mei 2024

18. Apakah Kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan
RKPD? Mohon diisi!
- Ya

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat! g
- Output yang dicapai dari Kerjasama ini berupa Dokumen Naskah Akademik
Rancangan dan Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat

20. Permasalahan/kendala? Jika ads Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Belum disahkannya Ranperda RPIK karena Pergantian Anggota DPRD
21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Pengusulan Kembali ke legislatif untuk pembahasan Ranperda RPIK menjadi
Raperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat




22, Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
(KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
{BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2004

1. KSDPK/SINERGLIWAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I1B Kuala Tungkal.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan
Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM  Jambi  MNomor:
100.3.7.1/26/KESBER SETDA/VLKS/2023 dan Nomor : W.5-HH.04.02-3 Tanggal
15 hmi 2023 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan
Kekayaan Intelekiual, Pembinsan Hukum , Fasilitas Pembentukan Produk Hukum
Dagcrah. Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasian dan
Layanan Pemasyarakatan;

- Peranjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Kuala Tungkal
dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenpah, Perindustrian dan Perdapangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : W5.PAS.PAS,7-2.HH.04.05 Tahun 2023
dan Nomor :© 100.3.7.1/30/PES.SETDA/VIKS2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang
Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan..

3. Para pihak;
- Dinas Koperasi, [saha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1B Kuala Tungkal.

4., Maksod dan tujusn;

- Maksud kegiatan untuk meningkathan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan
pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan anatara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [IB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menenpah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

= Tujunn Kegiatan sehngni dosar dan sinergisitas dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan
kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan,

5. Objek;
- Untuk meningkatkan kualitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B
Kuala Tungkal menjadi lebih produlktif.

6. Jangka waktu;
- Tiga{3) Tahun mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai 15 Juni 2026,

7. Apuakah kegintan kerjn sama terscbut melengkapi dan mendulkmng RPJMD dan

RKPD? Mohon diisi!

= Ya

8. Apskah hasillowtput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan
secara singkat!

- 20 {dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Kuala Tungkal
mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan bahan
makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembualan kerupuk, pempek, kletck,
tekwan vang dapat dijadikan sebapai mata pencaharian setelah terindgrasi Kembali
kemasyarakal.

9, Permasalahan/kendala? Jika ada Moehon dideskripsikan secara singkat!

- Belum teralokasinya anggaran penyelenggarnan kegiatan pelatihan yang bersumber
dari APBD terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
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10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
Memenuhi permintaan tenaga pengajar/instruktur yang disjukan oleh pihak Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B Kuala Tungkal dengan menggunakan mata anggaran
(DIPA) LAPAS Kelas 1B Kuala Tungkal,

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

- -_—.
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA{KSDPK)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABRUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2023-2024

1. KSDPK ;

- Perjunjian Kega Sama (PKS) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Indragiri Hilir, Tentang Informasi dan Distribusi Produk Unggulan Dacrah.

2. Bentuk Naskah KSDPK:

- Berdasarkan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kab. Indragiri Hilir dan Pemerintah Kab,
Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah Nomor ; 260K B/ XIKSP2021 » nomor : 050, 100/74MoU. SETDA.
PK:S.-"){HKS-"ZUEI, Nomor ; 27 MoU/HKM-2021, perlu di tindak lanjuti dengan perjanjian
kerjasama tentang kerjasama perdagangan dan perindustrian mengenai informasi dan distribusi
produk J.Enggulm daerah antara Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab. Indragiri Hilir, Dinas
E:ipeml Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung

il

- Kescpakatan bersama antara Pemerintsh Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Koperasi Usaha
Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timwr, Nomor : 26/KB/XIKSP/2021, nomor
050.100/74Moll.  SETDA. PKS/XIKS2021, Nomor ; 27 /MoUHKEM-2021, Tentang
Kerjasama Antar Daerah,

3. Para pihak;
Bidung Perdagangan dan Bidang Perindustrian

4. Maksud dan tujuan;
Pembangunun Antar Dacrah dan Informasi dan Distribusi Produk Unggulan Daerah
5. Objek:
- Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelayanan informasi dan distribusi produk unggulan
ducrah untuk peningkatan produkiifitas dan infestasi

6. Jungka wakiu;
= Dua Tahun dari 08-02-2023 hingga 08-02-20:24

7. Apakah kegistan kerje sama terschut melenghapi dan mendukung RPIMD dan RKPD?
Mohon diisi!
- Tidak

8. Apakah hasil'output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!
- Tidak Terlaksana.

9. Permasalahan/kendala® Jika ada Mohon dideskripsikan secara singlat!
- Sulit Informasi dan Komunikasi

10. Upaya penyelesaian permasalahan® Mohon dideskripsikan secara singhat!
- Informasi, Komunikazsi dan Tambahan Angaran

11. Dokumentasi kegintun kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

s

?i

10.
11.
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KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2021-2023

KSDPK ;

- Penanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrinn Dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Darat dengan Penyelengguraun Pelayanan Tera, Tera

Elanql; Alat-alat Takar, Timbang dan Perlengkapannyva (UTTP) dan Pengawasan Metrologi
egal.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Penyclenpgarasn Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Takar, Timbang dan Perlengkapamnya

{UTTP} dan Pengawasan Metrologi Legal Nomor @ 02/PKS/VIKIS/2021 dan Nomor :
050, 100/ T Mol SETDAPKS/VIKS202]

Para pihak;
- Bidang Perdagangan

Maksud dan tujuan;
a. Terselenggaranya pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrology
b. Untuk mengatasi kekosongan kegiatan pelayanan tera dan tera ulangserta pengawasan metrologi
e, Menjamin kepastian hokum dalam hal kebenaran hasil pengulouran untuk melindungi
kepentingan umum.
Ohjek;
=+ Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah Pelayanan tera dan tera ulang yang merapakan pemilik

atau pengguna alat-alat ukur, takar, timbang dun perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan
metralog legal

Jangka wakiu;
Duw Tuhun durd 31-12-2021 hingpa 31-12-2023

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIMD dan RKPD?
Mohon diisi!

-l

Apaksah hasil'output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikun secara
singkat!

- sangat Terlaksana,

Permasalaban/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singhat!

- lidak ada kendala

Upaya penyelessian permasalahan? Mohon dideskripsikan sccara singkat!
Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (Lampirana);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

(KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA SDPK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYTMANI}ISH

(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

1. KSDPK/SINERGLWAJIE ;

- Kerja Sama antara Din::is Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
1B Kuala Tungkal.

2. Bentuk Naskah KSDFPK;
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- Kesepakatan Bersama anatara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat den
Kantor ~ Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM  Jambj Nnn'}gi;‘:
100.3. 7126/ K ESBER.SETDA/VIKS/2023 dan Nomeor = W.5-HH.04.02-3 Tunggal
15 Juni 2023 wentng  Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukwn Umum dan
Kekayaan Intelekmal, Pembinaan Hukum , Fasilitas Pembeniukan Produk Hukum
Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasiandan
Layanan Pemasyarakatan,

- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyaraketan Kelas 11B Kuala Tungkal
dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : W3.PAS PAS. 7-2 HH.04.05 Tahun 2023
dan Nomer : 100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VIKS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang
Pembinann Kegiatan Kemandirian Warga Binsan Pemasyarakatan,,

. [ara pihalk;

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian den Perdugangan Kabupaten
Tanjung Jabung Baral.

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Kuala Tungkal.

Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanann
pembinaan kegiatan kemandirian Warga Dinsan Pemasyarakatan apatara Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 118 Kuala Tungkal dengan [inas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

= Tujuan Kegiatan sebapai dasar dan sinergisitas dalam pelaksanasn pembinaan kegiatan
kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan,

Objek;
- Untuk meningkatkan kualitas Narapidana di Lembaga Pemasyvarakatan Kelas 1B
Kuala Tunghknl menjadi lebih produkf.

. Jangka walkiu;
- Tiga (3) Tahun mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai 15 Juni 2026.

. Apakah kegiatan kerjn sama tersebut melenghapi dan mendukung RPIJMD dan

RKPD? Mohon diisi!

- Ya

Apakah hasilioutput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan

secara singhat!

- 20 (dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Kuala Tungkal
mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan bahan
makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembuatan kerupuk, pempek, kletek,
tekwan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setclah terindgrasi Kembali
kemasyarakat,

. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singhkat!
- Belum teralokasinya anggaran penyelenggaraan kegiatan pelatthan yang bersumber
dari APBD terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan,




10, Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
= Memenuhi permintaan tenaga pengajar/instruktur yang diajukan olch pihak Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [IB Kuala Tungkal dengan menggunakan mata anggaran
(DIPA) LAPAS Kelas IIB Kuala Tungkal,

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

./ ﬂ._.v
"\‘B
] i ¢

«\Ll
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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Julan Jenderal Sudirman No. 172 Telp.& Fax -
Wehsite , Email :

KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, )2 September 2024

Nomor ¢ B00.1.3.1 /1 ¢4 /Dikbud 4.1/2024 Kepada Yth :
Sifat - Biasa Bapak Sekretaris Daerah
Lampiran : 1 (satu) Berkas Cq. Bagian Kerja Sama
Perihal Penyampaian Laporan Cvaluasi

Kab.Tanjung Jabung Barat
Kerjasama Dinas Pendidikan dan di -

Kebudayaan dengan Fakultas
Tarbiyah Jambi.

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kab.Tanjung Jabung
Barat Nomor : 000.7.2.10/1527/VI11/Eva-KS/2024 tanggal 2 Agustus
2024 perihal undangan, maka hasil rapat Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat kami menyampaikan kepada
Kepala Bagian Kerfa Sama Sekretariat Daerah Kab.Tanjung Jabung
Barat laporan hasil kena sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.Tanjung Jabung Barat dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam pelaksanaan Pendidikan
Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PPG PAl) Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023 beserta laporan dari Fakultas
Tarblyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
sebagaimana terlampir,

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya

diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Pembina Utama Muda
NIP. 19670108 195102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
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LAPORAN EVALUAS] KINERJA KERJA SAMA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN FAKULTAS TARBIYAH UIN SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI TAHUN 2023

1. Judul KSDD :

- Keria )
2. Bentuk Naskah KSDD :
- MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
3. Para Pihak :
- Dinas Pendidi
Fakulas Tarbiyeh UIN Surae siblecrl oo oo
4. Maksud dan Tujuan :

- r:lks:edkk;);a Ds:ma igi adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PPG
o sar dan Menengah Pertama di Lingkup Pemerintah K,
Tanjung Jabung Barat, o o

-Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan
jumiah guru vya
mendapatkan ;ertiﬁkat PPG PAI Sekolah Dasar dan Menengah Pertama ng
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Objek
Ob)ek Perjanjian Kerja Sama ini adalah para Tenaga Pendidik PAI yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Rarat.
6. Jangka Waktu
-Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 6 November 2023 sampai
selesainya masa Pendidikan.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIMD dan
RKPD?
- lya
8. Apakah hasil / Qutput yang dicapal dari kerfa sama ini ? Mohon dideskripsikan
secara singkat ?
- Hasil yang dicapai sampai Desember 2023 adalah :
a. Menambah Kualitas Tenaga Pendidik PAI dalam pembelajaran disekolah,
b. Mewujudkan guru PAI menjadi Tenaga Pendidik Profesional.
c. Meningkatnya Tenaga Pendidik PAI yang memiliki Sertifikat Pendidik.

9. Permasalahan /kendala? Jika ada mohon di diskripsikan secara singkat.

- Permasalahan dan kendala dalam kerja sama ini adalah :
a. Kurangnya informasi dari Kemenang menganai calon peserta PPG PAL

10. Upaya Penyelesaian ? mohon di diskripsikan secara singkat.
Upaya penyelesaian permasalahan dan kendala yaitu Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan berupaya berkomunikasi dengan perwakilan Kemenang menaenai
calon peserta PPG PAL

11. Hasil Monitoring Kerja Sama selama 1 (satu) Tahun ini 2023.

- Hasil Monitoring adalah para guru masih aktif dalam melaksanakan pendidikan
sesuai SKS yang ditargetkan.

- Adapun kendala yang dialami para peserta dalam menyelesaikan pendidikan
seperti dalam pembelajaran secara Online ada beberapa daerah yang kesulitan
mencari jaringan Internet namun tetap mereka menyekesaikan pembelajaran.

- Saat ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
telah mengeluarkan Sertifikat Pendidik sebanyak :

a. Jenjang Sekolah Dasar sejumlah : 17 Orang
b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama : 11 Orang

Jumiah tersebut sesual dengan jumiah guru yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat untuk melaksanaka Pendidikan Profesi

Guru Pendidikan Agama Islam (PPG PAI) Tahun Anggaran 2023.
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LAPORAN AKADEMIK

Penyelenggaraan Program
Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan
Bagi Guru PAT Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kementerian Agama RI

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan
HidayahNya, penulisan laporan akademik penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan
Kementerian Agama tahun 2023 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini dapat
disclesaikan,

Ucapan terima kasih kami sampai kepada semus pihak vang telah terlibat dalam
pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2023 di UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi im dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar berkat dukungan
berbagai pihak. Karcna PPG Dalam Jabutan Kementerian Agama ini merupukan  kerja
kolaboratit dan sinergi dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan 3 Dircktorat tekmis di
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yaitu Direktorat PTKI, Dircktorat PAI dan Dircktorat
GTK.

Kegiatan PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama Tahun 2023 ini merupakan
rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan scjumlab pengetahuan dan
keterampilan tentang kependidikan, baik yang bersifat pedagogi. profesional, dan metodologi
penclitian, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru,

Demikian kegiatan PPG Dalam Jabatan ini telah dilaksanakan semaksimal mungkin,
namun scgenap pengelola dengan kerendahan hati tetap mengakui masih ada kelemahan
kelemahan dalam pelaksanaannys. Akhirnya, kami hanya bhisa berharap dan berdo’a semoga

apa yang telah dilakukan ini dapat memberi manfaat bagi semua. Amin

Dekan LPTK

Fakultas Tarbiyvih dan Keguruan

Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd
NIP. 19670711 199203 2 004
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
pasal | dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik
minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetens: (pedagogik,
profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuanpendidikan nasional.

Sejalan dengan Pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai
tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan formul yang diangkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangun, dun Pengakuan Kkedudukan guru sebugai tenagys profesional
sebagamimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertilikat pendidik. Selanjutnya
disebutkan pula bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan
kepada guru vang telah memenuhi persyaratan, dan sertifikasi pendidik
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memibiki program pengadaan tenaga
kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

Pada tahun 2022 LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Ihaha
Saifuddin Jambi mulai melaksanukan program Dircktorat Pendidikan Agama Islam
Kementerian Agama RI yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru
PAl dengan format daring dan tatap muka (Blanded Learning Model). | aporan akademik
penyelenggaraan program PPG Dalam Jabatan ini dibuat sebagai dasar dan evaluasi
pelaksanaan PPG  Dalam Jabatan bagi Guru PAl Batch II Tahun 2023 vyang
dilaksanakan oleh LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifoddin Jamhi

B. Landasan/Dasar Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan program PPG Dalam

Jabatan bagi Guru PAI Baich 11 Tahun 2023 ini adalah scbagai berikut:

1. UL no 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
2. UL No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Perpres No. 12 Tahun 2008 Tentang KKNI
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4. PP No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. PP No, 19 tahuun 2017 tentang Gury

6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standur Nasional Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020
l'entang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

¥. KMA RI No. 745 Tahun 2020 Tentang Pendoman Penyclenggarsan Pendidikan
Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/P/2011 Tahun 2011 lentang
Perubahan  atas Kepmendiknas Nomor 126/P/2011 Tentang Penetapan |LPIK
Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.

10. Surut Keputusan Dircktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013
Tentang Penctapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan
Profesi Guru Prajabatan.

11. Keputusan Kemenristekdikti No. 101/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi
Penyelenggara  Sertifikasi bagi Guru Agama dalam Jabatan melalui  Program
Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru;

12. Keputusan Sekreteris Jendral Tentang Petunjuk Teknis Pelaksansan  Pendidikan
Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.

13. Program Kerja Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaba Saifuddin Jambi

. Maksud
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Maksud diadakannya Pendidikan Profesi Gury (PPG) Dalam Jubitan PAL Batch 11
Tahun 2023 pada LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Sailuddin
Jambi adalah untuk membekali guru memiliki keempat kompetensi yaitu kompetensi
pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional schingga menghasilkan pendidikan yang

bermutu

. Tujuan

Tujuan umum PPG Prajabatan adalah menghasilkan calon guru yang memiliki
kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarn

yang demokratis serta bertanggung jawab,
Sementara tujuan khususnya sebagaimuna tercantum dalam Permendikbud No. 87

I'ahun 2013 adalah menghasilkan calon guru yang:




I Memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan. dan menilai pembelajaran;

o

Mampu menindaklanjuti hasil penilaian,
3. Mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik; serta
4. Mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan

penelitian.

E. Sasaran
Sasaran utama Program PPG Dalam Jabatan adalah mewujudkan guru-guru PAJ
yang profesional, yakni guru-guru PAI yang berkompeten baik secara keilmuan maupun

keternmpilan mengajar.

F. Manfaat
Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh guru setelah mengikuti program
Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan dinyatakan lulus oleh pihak penyelenggara.
. Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar.
2. Menambah pengalaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah
3. Mendapatkan  gelar sebagai guru profesional yang ditunjukan  dalam  Sertifikat
Pendidik

4. Mendapatkan runjangan sertifikasi untuk meningkatkan Kesejuhtersan hidup
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A. Waktu Pelaksanaan

BAB Il
PELAKSANAAN

Pelaksanaan PPG Dalam Jubatan bagi guru Madarasah di LPTK Fakultas l'arbiyah

dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2023 dimulai dari bulan Mei

sampai September 2023, Secara rinci, tahapan kegiatan dapat dilihat pada Jadwal berikut

Jadwal Peluksanaan Batch Il PPG Daljab Tahun 2023 Kementrian Apama Rl

Guru Kategori | Guru Kategori 11
No. m‘ . T WEL Tt S T,
o Ke Durasi = Menjadi Durasi | Menjadi
. 5sks, 30 | 24 Ags - 26 Sept | 6 sks, 36 24 Ags- 04
il B taiall BN 2023 hari Okt 2023
Pengembangan
. | Perangkat 2sks, 12 | 27Sept- 100Kkt | 4sks,24 | 05Okt-01 |
- Pembelajaran dan hari 2023 hari Nov 2023
PTK .
Review Perangkat Al ”
: | sks, 8 11 - 190kt .| 02-10Noy
3 I;embelaljgmn & ;’m:i 2073 | sks, 8 hari 2023
eerteaching
| Batas Akhir S 1 19 Okt 2k L1 - 20 Nov
4 smk:)o:xsnsn Data hari 2023 2023
D Dikt
- 23 Ok 21-23N
3K chensif 3 hari )=S0 3 hani l Rpart o
5 | Uji Komprehensif 2023 2023
2sks,6 | 24-300kt | 2sks, 12 24 Nov - 07 |
PPL L REE] hari 2023 | han Des 2023 |
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No. Kcgiatan Guru Kategori | Guru Kategori 11 I

kst can Try Ot | g L Mesjod Durasi | Menjadi

uksi dan Try Out ; 15-13 Des ; 31 Jan - 06 !

Lu_l_;P 5 hari 2023 - 7 hari | 31 JGI:(“S:() Feb
Pendampingan ‘ !

5 Instalasi dan ) e .
Simulasi Aplikasi 1 han ’ 15 Des 2023 1 hari 07 Feb 2024

Ujian

16 - 17 Des

2023

16 | Uji Pengetahuan 2 hari

B. Kurikulum

2 han 09 Feb 2024

Struktur Kurikulum Daring Pendalaman Materi Profesional Mapel Agama dan
B.Arab, Di MI, MTS. dan MAK

No M‘m Mutx Kegintan Belajar
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama

Pendidikan llmu Agama

Tafsir Hadis (Syariah)

Syariah Islamivah

Syariah wal Qonun

Sejurah Kebudayaan Islam
Sejarah Peradaban Islam «Akhwalus Syakhsiyah
Peradilan Agama

0. perbandingan Madzhab

|

2

. Jinayah Siyasah

, Pidana Islam

. Mu'amalah

14. Timu Falak

15. Perbandingan Madzhab dan Hukum
16, Agidah Filsafat

17. Aqidah Filsafat Islam

18. Akhlak Tasuwuf

19. Hmu Tasawuafl

20. Tasawuf dan Psikoterapi
21, Dirasah Islamiyah

22, Perbandingan Agama

23. Aqidah Filsalat

24, Tafsir Hadis

25, llmu Al-Qur'an dan Tafsir
26. limu Hadis

27, Tafsir Ulumul Qur'an

28. Hadis Ulumul Hadis

TSP P NN e -

Pendidikan
I Agama Islam

1. Struktur Kurikulum Lokakarya
Kurikulum Lokakurys PPG Dalam Jabatan dibogi ke dalam Pengembangan
Perangkat Pembcelajaran dan PTK, Review Perangkat dan PTK, Preeteaching, Uji

Komprehensif, PPL | RPP 1 = Review, PPL | RPP 2+ Review, PPL 2 RPP 3 + Review.
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C. Data Mahasiswa

Berikut merupakan data mahasiswa dari kabupaten yang terikat PKS bersama UIN
Jambi

Bensiswa APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No ama Lengkap PEL| Kategori EASISWA APBD

1 Budi Hartono PAI 1 Tanjab Barat

2 Desi Triana PAl 1 Tanjab Barat

3| Elfiatus Yulianti PAL | Tanjab Barat

4 Evaludin PAL 1 Tanjab Barat

5 Kasimin PAl 1 l'anjab Barat

6 Linta Fitna PAl 1 Tl'anjab Barat

7 Lora Vauzia PAl 1 Tanjab Barat

8 M. Abdul Wahid PAl | Tanjab Barat

9 Mastura PAI | Tanjab Barat

10 Mohamad Masjkur PAI | Tunjub Barat

1 Muflichan Rochayati PAI 1 Tanjab Barat

12 Muhammad Yusuf PAl 1 Tanjab Barat

13 Nurjannah PAl 1 Tanjab Barat

14 Nurlian PAI | l'anjab Barat

15 Rahman Sayuti PAI 1 l'anjub Barat

16 Rismawira Atmatja PAl I Tanjub Barat 5
17 | Robiyah Ningsih PAl 1 Tanjab Barat i
18 Rosid Budiyono PAI I Tanjob Barat

19 Sahlan PAI l Tanjab Barat
20 Siti Rofi'zh PAI 1 Tanjab Barat

21 Sulino Aranto PAI 1 I'anjab Barat

22 Umi Hartina Wati Rapiah PAI 1 I'anjab Barat

23 Yelni Syafnah PAl 1 Tanjab Barat

24 Y usrin PAI l Tanjab Barat

25 Nur Asiah PAL 2 Tanjab Barat

26 Rosmawati PAl 2 Tanjab Barat

27 Sumsul Maarif PAl 2 l'anjab Barat

28 Syahroni PAl 2 Tanjub Barat

D. Pembelajaran
Pembelajaran yang digunakan pada program PPG Daljub 2023 menerapkan pola
pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online dan luar jaringan (luring) stau tatap

muka dengan model blended learning.
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1. Pelaksanaan Pembelajaran Daring
Pembelajaran daring PPG Dalam Jabatan Mudarasah Barch 11 Tahun 2023
dilaksanakan melalui aplikasi Learning Management System (LMS) yang beralamat:
hiips:/ppe siagapendis.comportal . Adapun pelsksanaan pembelajaran daring PPG
Dalam Jabatan bagi guru Madarasah dibagi ke dalam 2 tahap pembelajaran, yaitu: 1)
pembelajaran daring pendalaman materi pedagogik; dan 2) pembelajaran daring

pendalaman materi profesional. Berikut daftar mahasiswa berdasarkan kelas daring.

2. Pelaksannan Lokakarya

Kegiatan selanjutnya setelah pembelajaran daring, mahasiswa PPG Dalam
Jabatan Tahun 2023 dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan lokakarya yang
dilaksanakan secara luring (tatap muka) di LPTK Fakultas larbiyah dan Keguruan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selama kegiatan lokakarya, mahasiswa dituntut
uniuk  menghasilkan  produk-produk  perangkar pembelajaran  serta mampu
mempresentasikan hasil produknya dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga dituntut
mampu mengaplikasikan produk perangkat pembelajaran mereka dalam pengajaran
peerteaching. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk mampu menyusun proposal
penelitian tindakan Kelas (P1K) berdasarkan masalah yang mercka alami selama
bertugas menjadi guru,

Mahasiswa yang mengikuti lokakarya PPG Dalam Jabatan PAT Batch 11 Tahun
2073 merupakan mahasiswn yang lelah dinyatakan lulus dalam pembelajaran daring
sebanyak 120 orang. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa PPG Daljab PAT dibagi ke
dalam 2 kelompok Mata Pelajaran, Kegiatan |okakurya ini dilaksanakan dalam 3
tahap, yuitu Lokakarya 1 (LOK1) yang berisi kegiatan review pendalaman materi
daring, penguatan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan dan moderasi beragama,
serta pengembangan profesi guru. Kemudian Lokakarya 2 (LOK2) dengan mata
kegiatan pengembangan perangkat pembelujurun dan peer teaching. Dan yang terakhir
Lokakarya 3 (LOK3) dengan mata kegiatan penyusunan proposal penelitian tindakan
kelas (PTK) dan penyusunan instrumen pengumpulan dawnya. Lokakarya
dilakasanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 sampai | November 2023 hertempat di

sekoluh mahasiswa terkait

3. Pelaksanuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Setelah melaksanakan kegiatan lokakarya, kegiatan PPG Dalam Jabatan

dilanjutkan dengan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sckolah masing-

masing tempat mengajar, PPL dalam program PPG Dalam Jabatan pada hakikatnya
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adalah untuk penguatan dan pemantuapan kemampuan mengajar para mahasiswa
dengan menerapkan perangkat pembelsjaran yang telsh dihasilkan dari kegiatan

Lokakarya untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi guru secara utuh,

Untuk dapat mewujudkan hakikat tersebut, terdapat dua kegiatan pokok dalam
implementasi PPL PPG  Dalam Jabatan, yailu  praktik mengajar, pengelolaan
persekolahan dun penelitian tindakan kelas, Mahasiswa PPG Dalam Jabatan PAI yung
mengikuti PPL berjumlah 119 orang di sekolah masing-masing tempat mengajar
berikut sebaran mahasiswa PPL PPG Dalam Jabatan di sckolah masing-masing tempat
mengajar, Daftar mahasiswa PPL. PPG Daljab Madarasah Batch 1l Tohun 2023 UIN
Sulthan Thaha Ssifuddin Jambi Rerdusarkan Pembagian Kelas, Berikut Daftar

Mahasiswa Yang Mengikuti Perkuliahan,

E. Sarana dan Prasarana
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Penyclenggaraan PPG Dalam Jabatan Batch Il Tahun 2023 seluruh sarana dan
prasana memanlaatkan fasilitas yang ada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, baik kelas
maupun ruang publik. Dan agar pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tidak mengganggu kelas
perkuliahan reguler, maka pihak rektorat mengalihfungsikan gedung eks pascasarjana
menjadi gedung PPG.

Ruang kelas yang digunakan dalam pembelajaran selain dilengkapi dengan rasilims
pembelajuran konvesional seperti kursi kuliah dan papan tuliy juga difengkupi dengan
pendingin ruangan dan LCD proyektor. Sedangkan prasarana penunjang, telah tersedia
wifi publik yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa untuk mencari informasi dan
sumber-sumber belajar, Selain itu, untuk kelancaran informasi tentang program PPG
Daljab, disediakan website khusus untuk mahasiswa PPG - Daljab  di alemat:
wiwvw.ppe.fik uinjambrac.d

Selain itu. mahasiswa juga mudah dalam mencari bahan bacaan, karena bisa
memanfaatkan perpustakaan pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang
gedungnya berdampingan dengan gedung PPG dan lokasi gedung PPG yang sangat dekat
dengan Gedung Perpustakaan Daerah Wilayah Provinsi Jambi,

Begitu juga dengan fasilitas ibadah, telah tersedia mesjid kampus dan mushalla
yang berada di lantai | gedung PPG. Fasilitas keschatan juga jaraknya tidak terlalu jauh
dari gedung PPG, kurang lebih 80 meter tersedia Puskesmas yang dapat digunakan scbagai

layanan kesehatan umum,




Fasilitas untuk melaksanakan Uji Kompetensi (UP UKMPPG) di laboratorium
komputer juga sangat memadai, dimana ruang laboratorium sangat presentatif sert

komputer yang cukup untuk pelaksanaan ujian,

a jumlah

F. Penjaminan Mutu
Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan PPG Daljab Batch T Tahun 2023 di LPTK

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dilakukan oleh

Divisi Penjaminan Mutu PPG dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) dan

audit internal terhadap penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Barch I/ Tahun 2023 di

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta monev pada PAT  mitra tempat penyelenggaraan

PPL PPG.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi (Monev) dan audit internal:

I. Program studi Pendidikan Guru PAl yang menyelenggarakan program PPG Dalam
Jabatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
memiliki dokumen standar kompetensi Julusan prodi, vang dijadikan sebagai pilar
penyangga pencapain tujuan dari masing-masing prodi, disikapi dalam  konteks
kebermaknaan program studi dalam arti luas, yaitu visi, dan tujuan program studi,
schingga upaya dalam mempersiapkan para lulusan PPG dalom Jabatan dapat bekerja
yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu mengimplementasikan ilmu dan
keahliannya scsusi dengan wntutan dan  perkembungan  zaman, serta mampu
mengembangkan diri (hardskill & sofiskill) dan beradaptasi terhadap situasi yang
berubah serta menjawab tantangan baru dalam dan selama kehidupannya. Standar
Kompetisi Lulusan, digunakan sebagai penilaian  dalam  penentuan kelulusan
mahasiswa program PPG Dalam Jabatan, Kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau

kelompok mata kuliah, dan mencakup sikap, pengetahuan serti keterampilan,

I

Program studi Pendidikan Guru PAl scbagai penyclenggara program PPG Dalam
Jabatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
memiliki Standar Isi yang terkait dengan Kerangka Kurikulum meliputi; ketersediaan
dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum PPG Dalam
Jabatan setiap mapel, memiliki kejelasan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan
pengembangan kurikulum PPG Dalam Jabatan, serta cakupan kerangka penyusunan isi
kurikulum PPG dalam Jabatan. Penyusunan kurikulum telah mengacu dengan KKNI
dan masih perlu direvisi, memiliki cakupan PPL dalam kurikulum PPG Dalam Jabatan
dan pelaksanaan PPL telah dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum Standar

proses pada dasarnya adalah bagaimana memberi perlakuan atau praktik yang baik
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untuk membelajarkan mahasiswa program PPG Dalam Jabatan mencapai  tujuan
perkuliahan. Beberaps metode atau teknik pembelajaran yang diterapkan pada
mahasiswa program PPG Dalam Jabatan untuk menjadikan proses perkuliahan yang
berpusat pada mahasiswa seperti; perkuliahan daring pendalaman materi pedagogik,
daring pendalaman materi profesional, daring pengembangan perangkat pembelajaran,
orientasi lokakarya, lokakarya, presentasi dan revisi perangkat, penguatan materi
danfatau pedagogi, peer teaching, PPL, belajar kelompok (kooperatif atau kolaboratif),
simulasi, dan luin sebagainya, Sccara umum pelaksanaan standar proses pada kegiatan
PPG Dalam Jabatan di Prodi Pendidikan PAT di Takultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Sulthun Thuha Saifuddin Jambi telah erlaksana sesuai dengan panduan yang ada.
Pelaksansan Orientasi awal sangat baik, baik kualitas pelaksanaan orientasi dan juga
atsmosfir yang terkondisi saat orientasi. Semua program PPG Dalam Jabatan di
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terlaksana
dengan baik. seperti kegiataan pengembangan perangkat pembelajaran, jumlah dan
kompetensi dosen pembimbing, Kondisi setting kelas, lamanya kegiatan lokakarya dan
kesempatan untuk self-evaluation seria kegiatan peer assessment, Terkait dengan
presentagi dan revisi perangkat pembelajaran, kualitas bimbingan dalam presentasi
oleh dosen, serta perbaikan revisi perangkat pembelajaran terlaksana dengan baik.
Penguatan materi dan pedagogi baik sccara annlisia kehutuhan, variasi metode
perkuliahan terlaksana dengan sangat baik, sedangkan kualitas isi penguatan materi
perlu ditingkatkan, Pelaksanaan peer reaching terkondisi secars utuh baik jumlah
kelompok peer teaching, dan jumlah dosen pembimbing scrta guru pamong.
Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan dengan baik. Sekolab mitra yang dilibatkan
adalah sekolah yang memiliki akreditasi A dan B, dengan adanyn penandatanganan
bentuk kerjasama antara Fakultns dengon PAI  mitra. Proses pembelajaan dalam
kegiatan PPL, baik perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran, serta
tindak lanjut atas hasil penilaian pembelajaran terlaksana secara baik. Bimbingan yang
diberikan oleh dosen dan guru pamong selama pelaksanaan PPL serta keterlibatan
dosen dalam proses bimbingan di sekolah mitra terlaksana secara baik, kegiatan non
mengajar, prasyarat untuk ujian PPL terpenuhi dengan baik, dun bagi mahasiswa yang
belum memiliki kompetensi untuk diluluskan, maka diberikan kesempatan untuk ujian
ulang.

3. Keadaan standar sumber daya manusia terkondisi sangat baik dan baik. Dosen yang
diberikan kepercayaan sebagai instruktur dan sebagai dosen pembimbing sangat

memenuhi persyaratan vang ditentukan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
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Dosen yang dilibatkan memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan/atau S3, salah satu
strata 2 atau S3 setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan
bidang keahlian yang diajarkannya, dan bagi dosen hidang kejuruan diutamakan yang
memiliki sertifikat keahlian, memiliki sertifikat pendidik. dan jabatan fungsional
Lektor Kepala. Dosen pembimbing memiliki kualifikasi vang dipersyaratkan dan
sangat mampu memberikan pembimbingan dan penilaian selama PPI.. Gury pamong
juga sangat memenuhi kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan baik secara
kuantitas dan kualitas. Guru pamong vang dilibatkan telah memiliki sertifikasi
pendidik dengan pendidikan minimal S1. Guru pamong selalu diawasi dan dikontrol
oleh kepala sekolah mitra. Pada Kegiatan Uji Kinerja mahasiswa, dosen penguji dun
guru penguji juga telah memiliki nomor register penguji (NRP). Penanggung jawab
kegiatan semuanya terkondisi secara baik, mereka semua memiliki pengetahuan dan
keterampilan scbagai penanggung jawab kegiatan, mamiliki dedikasi, kejujuran
disiplin dan betanggung jawab terhadap kegiatan untuk medampingi, membimbing dan
memfasilitasi kegiatan mahasiswa.

Standar Pengelolaan PPG Dalam Jabatan secara umum terlaksana dengan baik,
walaupun beberapa hal perlu ditingkatkan terutama terkait dengan koordinasi dan
dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun ekstermal terkait. Pengelolaan di
LPIK telah memiliki berbagai dokumen pendukung untuk terselenggaranya program
PPG yang bermutu, struktur organisasi dan tata kerja yang tekait dengan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi PPG, serta penggunaan TIK dalam pengolahan data dan
informasi, memberikan  layanan  administrasi dan informasi  akademik  dan
kemahasiswaan. Belum semus dosen sebagai instruktur dan dosen pembimbing
mengikuti pelatihan terkait dengan penyelenggaraan PPG

Secary winum stundar sarana dan prasarana yang dipakai untuk menunjung kegiatan
PPG Dalam Jabatan mencakup suditorium, ruang ibadah. ruang Kkonsultasi,
laboratorium microteaching, perpustakaan, layanan keschatan, laboratorium komputer,
kantin, dan lain sebagainys. Untuk kegiatan di cuangan lokakarya dilengkapi dengan
LCD, pendingin ruangan, dan perangkat pembelajaran yang relevan dan ketersediaan
kapasitas Internet yang memadai sesuai kebutuhan mahasiswa

Standar Penilaian: Penilaian kegiatan lokakarya dilakukun secara berkelanjutan dan
dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilsian Acuan Patokan (PAP). Hasil
PAP menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai mahasiswa,
penilaian meliputi penilaian proses dan produk, penilatan proses mencakup aktivims

mahasiswa dalam diskusi kelompok, kerja kelompok/individual, dan peer teaching
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Penilaian  produk/hasil berupa portofolio yang berisi RPP, hahan ajar, media
pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, dan PTK. Hasil evaluasi dinyarakan dalam
huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi, dan Kriteria minimal
kelulusan adalah 75%. Hasil evaluasi di bawah kriteria minimal diberi kesempatan
untuk memperbaiki dengan pembimbingan. Penilaian PPL dilakukan selama PPL,
terdiri atas penilaian proses dau produk. Penilaian proses mencakup praktik mengajar,
kegiatan non mengajar dan aspek sosial kepribadian. Penilaian produk mencakup
perangkat pembelajaran, laporan PPL dan laporan PTK. penilaian proses dun produk
PPL. dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong, sedangkan untuk penilan
Uji Kinerja di sekolah, mahasiswa dinilai oleh dosen penguji dan guru penguji vang
telah memiliki NRP dan penilaian dilakukan secara online. Selurub mahasiswa PPG
juga mengikuti Uji Pengetshuan secara online yang dilaksanakan di laboratorium
komputer, jika mendapatkan nilai sesuai yang ditentukan, maka mahasiswa dianggap
lulus dan akan mendapat sertifikat Pendidik Guru Profesional. Dan penyelenggaruan
Uji Kinerja dan Uji Pengetahuan dikoordinasi oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa PPG (UKMPPG) yang dilaksanakan i sekolah-sekolah mitres  dan
laboratorium komputer T,PTK. Fasilitas ujian dan Kepanitian sesuai dengan pedoman
yang ada.

Kesimpulan

Mengacu pada standar mutu yang telah dikemukakan, dapat dikemukakan bahwa
secara umum pelaksanaan PPG Dalam Jabutan LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas 1slam Negeri Sulthan Thahi Saifuddin Jambi  terlaksana dengan baik,
walaupun beberapa hal perlu ditingkatkan, antara lain; koordinasi pengelola di LPTK,

komitmen dosen/instruktur, koordinasi dengan sckolah mitrn, sarana dan prasarana.




BAB 1N
HASIL DAN REFLEKSI

A. Capaian Pembelajaran

Kegiatan PPG Dalam Jsbatan Batch 1l Tahun 2023 di LPTK Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara umum telah terlaksana dengan
baik. Di mana pelaksanaannya dilaksanakan dalam heberapa tahap dan saling
berkesinambungan. Schingga mahasiswa yang akan mengikuti thap selanjutnya harus
lulus dahulu dari tahap sebelumnya.

Hasil ketercapaian pembelajaran daring dilihat dari berbagai aspek pada setiap
tahapan pembelajaran daring, seperti durasi interaksi dengan aplikasi, jumlah kunjungan,
keaktifan berdiskusi, kemampuan dalam menjawab soal-soal pretes, formatif dan tes akhir
modul, serta ketepatan waktu pengiriman tugas akhir modul.

Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) dilaksanakan
dalam 2 bentuk, yaitu: Uji Kinegja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP). Sedangkan syarat
untuk dapat mengikuti UKMPPG adalah mahasiswa PPG dan/atau telah lulus pada
kegiatan pembelajaran daring, lokakarya, dan PPI..

Uji Kinerja (UKin) merupakan uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta
uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajuran  (copaian
pembelajaran). Pelaksanaan Uji Kinerju untuk LPTK Fakultas Tarbiyuh dan Keguruan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan pada wnggal 31 Agustus 2023 -~ 05
September 2023 bertempat di sekolah/PAl tempat mahasiswa melaksanakan PI'L.

Sedangkan ji Pengetahuan (UP) adalsh uji kompetensi yang disclenggarakan
secara serentak dalam jaringan (online) untuk mengukur pemahaman Konsep/materi
capaian pembelajaran. Pelaksanaan Uji Pengetahuan (UP) di LPTK Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada

tanggal 16 s.d 17 Desember 2023 bertempat di domisili peserta masing-masing.

B. Refleksi
Selama peluksanaan PPG Dalam Jabatan Madarasah Batch 11 Tahun 2023, terdapat

beberapa kendula yung dialami baik pada pelaksanaan pembelajaran daring, lokakarya,
maupun PPL

1. Kendala pada Pembelajaran Daring
Selama pembelajaran dengan sistem daring, ada beberupy kendala yang dialami,

baik olch peserta, instruktur maupun admin. Antara lain:
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a. Sistem Aplikasi Daring
1

Aplikasi LMS SPACE KEMENAG  memiliki fitur yang sangat terbatas dan tidak

bisa melakukan edit fitur

2) Pada penilaian kelipatan puluhan yang sangat kaku dan Rentan penilaian bersifat
baku dengan range genap (50, 60, 70, 80 dst) untuk forum diskusi sertn pada
resume modul dan tes formatif,

3) Penilaian pada tugas resume terkesan disetting hurus meluluskan pesertn dengan
pilihan nilai yang terbatas (pola bintang).

4) Tidak bisa meng-costum fitur sehingpa akses terbatas

5) Rekapitulasi nilai di dashbor selalu yang dimunculkan pada kelas B

Peserta

1) Geografis daerah peserta yang masih memiliki keterbatasan jaringan, schingga
mercka harus berburu jaringan untuk bisa ondine.

2) Sering terjadi pemadaman aliran listrik di dacrah peserta

3) Kurangnya toleransi satuan pendidikan tempat peserta bertugas, yang masih
memberikan tugas tambahan kepada peserta.

4) Kendala pada poin 1. 2 dan 3 mengakibatkan peserta sering terlambat dalam
mengerjakan dan menginim tugas atau tidak bisa mengikuti diskusi tempat waktu,

Instruktur

1) Instruktur belum familiar dengan sistem ¢-learning

2)  Instruktue kesulitan untuk menyesuaikan waktu daring peserta yang tidak teratur,

sehingga forum diskusi menjadi tidak efekul.

3) Jadwal daring yang terlalu lama membuat instrukiur sering mengabaikan forum

diskusi dan penilaian yang lambat.

2. Kendala pada Kegiatan Lokakarya

Waktu yang bersamaan dengan perkulishan S1, schingga dosen pada akhimya

meninggalkan perkuliahan untuk S1

Sebagian instruktur masih mengandalkan ceramah sebagai metode pembelajaran.

Pada lokakarya satu berkaitan dengan pendalaman materi ditemukan materi yang tidak

ada modulnya sehingga dosen menggunakan sumber belajor yang diketuhuinya dan

akibatnya antara satu dosen dengan yang lainnya materi bisa berbeda terutama yang

berkaitan dengun tema penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan,

modernisasi agama serta penguatan profesi guru.
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Pada lokakarys dua, pada materi pengembangan  perangkat masih  ditemukan
mahasiswa yang belum memahami mengenai pemberangkat pembelajaran yang harus
disediakan pembelajaran dan pada pembelajaran peer teaching, kesulitan untuk
menghadirkan guru, dimana pada saat yang sama disibukkan dengan berbagai kegiatan
yang di sckolah.

Lokakarya tiga, pada maters ini ditemukan adanya kesulitan pada mahasiswa
memahami konsep dari PTK dan mahasiswa menyusun PTK ada yang tidak

berdasarkan data dilapangan.

3. Kendala pada Kegiatan PPL
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Singkatnya waktu pelaksansan  dengan  beban  tugas  mengajar,  pengelolaan
persekolahan, dan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK).

Menumpuknya pelaksanaan kegiatan lapangan padn satu sekolah yang kebetulan ada
mahasiswa S| yang melakukan Kegiatan yang sama.

Perlunya koordinasi dengan dinas terkait terutama pada Dinas Pendidikan Kota yang
menaungt tingkatan SD dan SMP serta Dinas Pendidikan Provinsi pada tingkatan

SMA/SMK.




BAB 1V
PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan PPG dalam jabatan ini kami buat sebagai bentuk
pertanggung jawaban kami selaku pengelola kegiatan PPG dalam jabatan Batch 11 Madarasah
tahun 2023. Ucapan terima kasih kami sampuikan kepada Kementerian Agama yang teluh
memberikan kesempatan kepada Kami untuk dapat menyclenggarakan kegiatan PPG i
schingga kami merasa memiliki kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari proses
membentuk guru yang profesional dalam bidangnya.

Kami juga tidak memungkiri bahwa dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan Bateh 11
PAl  tahun 2023 ini memiliki kekurangan-kekurangan disana sini, untuk itu kami akan
berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakan kegiatan PG ditahun berikutnya menjadi lebih

baik lagi.
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Dokumentasi Kegiatan PPG Batch || Daljub 2023
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

5
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KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

KSDPK ;
- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Keschatan Cabang jambi

Bentuk Maskah KSDPK;
-  Rencana Kena
Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- DBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi

Maksud dan tujuan;

1). Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam
melaksanakan kerja saima terkail penyelenggaraan Jaminan Keschatan Nasional Bagi Penduduk
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka Universal Health Coverage,

2). Tujusn Rencana Kerja ini adalah terwujudnya  Universal Health Coverage pada
penyelenggaraan Jaminan Kesehalan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Ohbjek;
- Objck Rencana Kerja ini adalah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Jangka wakitu;
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka wakiu 5 bulan yaitu 28 Apustus 2024 s.d 31

Desember 2024,

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD  dan RKPD?
Mohon diisi!
lermasuk kedolam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMIY) dan Rencana
Kerja Pembangunan Dacrah (RKPD)

Apakah hasilloutput vang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singhat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Jaminan Keschatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singhkat!
Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Belum

Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala vaitu ;
- Dapat dilakukan koordinasi dengan media telpon atau whatsapp

» Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

Rekonsiliasi Data PBPLU dan BF Pemda
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2012

1. KSDPK ;

- Kena Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanj Jabung Barat d .
Ombudsman Republik Indonesia Provins Jambi ougen. Ceraaitilss

2. Beniuk Naskah KSDPK;
- Perjunjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabu j
i paten Tanjung Jab Barat dengan
Perwakilan Ombudsman Bepublik Indonesia Provinsi Jambi Tentang Pe::':fgknlan Kual:igtas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1i Lingkunagn Dinas Keschatan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor : 100.3.7.1/43/PKS. DINKES/VIVKS/ i
06/VIL2023 2023 dan Nomaor : MKS.01.01-

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi

4. Maksud dan tujuan;

- E‘Ieningkatknn dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas
eschatan

5. Objek;
- Objek kerjasama ini adalah 16 Puskesmas vang ada i Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6, Jangka waktu;
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka wakm 2 (dua) Tahun sejak di tanda tangani para

pihik da dapat di perpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak,

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RFIMD dap RKPD?
Mohon diisi!
- Tenmasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) dan Rencana
Kerja Pembangunan Dacrah (RKPDY)
8. Apakah hasilfoutput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!
Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan pihak kesatu
- Pencegahan maladministrasi di lingkungan pihak kesatu
- Pertukaran data danfatau informasi
- Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia
- Pemanfastan sarana dan prasarana

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!
- Tidak ada

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singhat!
- Tidak ada

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;
Pelaksanaan penilaian kualitas pelayanan public di Puskesmas Pelabuhan Dagang dan

Puskeamas Parwodadi
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

KSDI ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten
Tebs,

Bentuk Naskah KSDD;

= Kescpakatan Bersama/™OU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Para pihak;

= Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Parat,
- Dinas Kesehutan Kabupaten Tebao,

Mzksud dan lujuan;

). Para Pihak scpakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Bidang/ Urusan Kesehatan

2}, Tujusn Perjanjian Kerja Sama guna percepatan pembangunan dacrsh, peninghkatan
perckonomian daersh dan kescjahtoraan masyarakat ena meningkatkan pelayanan public
kepada masyarakat,

Objek;

= Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di wilayah

Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka wakto 3 tahun yaitu 27 Juli 2021 s.d 27 Juli
2024

Apakah kegiatan kerja sama terscbut melengkapi dan mendukung RPIMD dan REKPD?
Mohon diisi!

= Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Samu ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan
haknya.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mobon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Untuk pelayanan Keschatan diwilayah perbatasan tidak mengalami kendala

1. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singhkat!
11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;
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- Yaitu dengan rekapan berkas — berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung
jobung Barmt.
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

1.

2.

3

9.

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

KSDD ;

gaja S;Ima antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten
atang Hari.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Para pihak;

- Dinas Keschatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Kesehatan Kabupatcn Batang Hari.

Maksud dan tujuan;

1). Maksud PKS ini adalah Mensinergikan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam
memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan
Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mempermudak akses masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat di
dacrah perbatasan.

Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Keschatan Daar bagi masyarakat di wilaysh
perbatasan,

Jangka wakiu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 28 Oktober 2021 s.d 28
Oktober 2024,

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?
Mohon diisi!
- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Dacrah (RKPD)

Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan sccara
singkat!
Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan
haknya.
Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini vaitu |
- Untuk pelayanan Keschatan diwilayah perbatasan tidak mengalami kendala,

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!
11, Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;
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- Yaitu dengan rekapan berkas — berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung
jabung Barat,




LA.H}RAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAFRAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

k8

5.

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

K5DI ;

= Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tenjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten
Indra Ciiri Hilir,

Bentuk Naskah KSDPK;

= Kesepakatan Bersama™OU! dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
- Ilinas Kesehatan Kabupaten Indra Gir Hilir,

Maksud dan tujuan;

1). Maksud PES ini adalah Mensinergikan Sumber Days yang dimiliki PARA PIHAK dalam
memenuhi kebutuhan skan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan
Kabupaten Datang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , sesuni dengan peraturan
perundang-undangan,

2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mempermudak akses masyarakat dalam mendapotkan
pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakal di
dacrah perbatasan,

Objek;

- Objeck Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehotan Doar bagi masvarakat di wilayah
prermatisan,

Janpka waktu;
= Peganjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka wakiu 3 tahun yaitu 01 September 2022 s.d 01
Seplember 1074,

Apakah kegiatan kerjs sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJIMD dan RKPD?
Muohon diisi!
- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Dacrah (REPD)
Apakah hasilioutput yang dicapai dari Kerjn Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singkat!
Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ind yaim ;
Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan
haknya.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secura singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kegja Sama ini yaitu ;
- Untuk pelayanan Keschatan diwilayah perbatasan tidak mengalami kendala.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secars singhat!
1. Dokumentasi kegistan kerja sama per semester ;
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- Yaitu dengan rekapan berkas - berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung
jahung Barat,
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3

5.

T

] KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERTODE TAHUN 2020-2022

KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Baral.

Bentuk Naskah KSDPK;

- Kescpakatan Bersama/MO1 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Para pihak;

- Dinas Keschatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Tinwar.

Maksud dan tujuan;

1). Maksud PKS ini adalah Mensinergikan Sumber Duya yang dimiliki PARA PIHAK dalam
memenuhi kebutuhan akan pelayaman keschotan bagi masyarakat di wilayah perbatasan
Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barst , sesuai dengan peraluran
perundang-undangan,

2). Twjuan Perjanjian Kerja Sama adalah mempermudak akses masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan schagai upaya untuk meningkatkan derajot keschatan pada masyarakat di
dlaerah perhatasan.

Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Keschatan Daar bagi masyarakat di wilayah
perhalasan.

Jangka wakiu;

- ;;;j:njim Kerja Sama ini berlaku untuk jangks waktu 3 twhun yoitu 28 Juli 2022 s.d 28 Juli

Apakah kegiotan kerjs sama tersehut melenghapi dan mendukung RPJMD dan RKPFD?
Mohon diisi!
- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Dacrah (RKPD)

Apakah hasil'vutput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara
singhkat!
Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
Masyarakat vang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan
haknya.
Permasalahan/kendala? Jika ada Mobon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
= Untuk pelayanan Keschatan diwilaysh perbatasan tidak mengalami kendala.

1. Upaya penyelesaian permasalaban? Mohon dideskripsikan secara singhat!
11, Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;
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= Yaitu dengan rekapan berkas — berkas / Formulir yung masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung
jabung Barat,
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_LAPDHAN EVALUAST KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA{KSDPK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2025

9,

KSDPK :

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi,

Bentuk Naskah KSDPK:
+  Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Para pihak;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Baral.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),

Maksud dan tujuan;

- Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya fisik dan manusia untuk mengoptimalkan layanan
kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat
melalui peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan baik sarana dan prasarana maupun
kapasitas sumberdaya manusia kesehatan.

Ohjek:
- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Tenaga Kesehatandan sarana prasarana kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Jangha wakiu;
- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua ) 1ahun hari kalender, (15.06-2023 sampaj 15-
06-2025)

Apakah kegiatan kerja sama tersebul melengkapi dan mendukung RPIMD  dan RKPD?
Mohon diksi!

Apakah hasiloutput yang dicapai dari Kerja Szma ini? Mohon dideskripsikan secara

singkat!

- meningkatkan kapasitas layanan kesehatan berkunlitns dan terpercaya bagi masyarakat melalui
peningkaten ketersedinan sumberdaya kesehatan baik sarana dan prasaronn maupun kapasitas
sumberdaya manusia kesehatan,

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2022-2024

1.

2‘

9.

KSDPK ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Fakulias Kedokieran
dan llmu Kesechatan Universitas Jambi

Bentuk Naskah KSDPK;
- Kesepakatan Bersama™ou dan Perjanjian Kerja Sama (PEKS)

Para pihak;

- Dinas Keschatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

- IDiinas Pemberdayaan Perermpuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AAPZKB).

- Fakultas Kedokteran dan limu Kesehatan Universitas Jambi,

Maksud dan tujuan;

- Sebagai dasar dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian
kepadn masyarakat dibidang kesehatan.

+  Untuk mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan,
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan,

Objek;
- Objek perjanjian kerjasama ini adalah Penyelenggara Pendidikan, Penclitian, Pengabdian
kepada Masyarakat di bidang kesehatan.

Jangka wakiu;
- Perjanjian kerjasama ini berlako selama 2 (dua ) tahun hard kalender, (11-10-2022 sampai 11-
10-2024)

Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapl dan mendukung RPJMID dan RKPD?
Mohon diisi?

Apakah hasilloutput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara

singhkat!

- Untuk mengembangkan dan meninghkatkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan,
penelitian serta pengabdian kepada masvarakat di Wdang kesehatan.

Permasalahan/kendula? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singiar!

10. Upaya penyelesaian permasalaban? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PTHAK KETIGA(KSDFPK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2026

9.

KSDPK ;

= Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Sckolah Tinggi Hmu
Kesehatan Baiturrahim Jambi.

Bentuk Naskah KSDPK:
- Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PES)

Para pihak;
- [dinps Kesehnian Kabupslen Tanjung Jabung Barat,
- Sekolah Tinggi Hmu Keschatan Baiturrahim Jambi.

Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk pelaksanaan
kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan,

- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber
dava manusia melalwi kegiatan pendidikan, serta pengabdian kepada masvarakat di bidang
keschatan,

Objek:
- Objck perjanjian kerjasama ini adalah Penyclenggara Pendidikan, Denclitian, Pengabdian
kepada Masyarakat di bidang kesehatan.

Janghka wakta;
- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga ) tahun hari kalender, (05-01-2023 sampai 05-
01-2026)

Apakah kegiztan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPIMD dan RKPD?
Mohon diisi!

Apakah hasiloutput yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara

singkat!

- Untuk mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan,
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.

Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);
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LAPORAN EVALUAS! KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

(KSDD)/KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA [KSDPK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE 2023-2024

. KSDPK (Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga)

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat d
Tanjung Jabung Timur s ? enaan BNNK

Bentuk Naskah KSDPK
Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

. Para Pihak
- Badan KESBANGPOL Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- BHNNK Tanjung Jabung Timur

Maksud dan Tujuan

a) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Pencegahan Penanggulangan
Penyalahgunaan Markotika, Pisikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta
mendapatkan perlukaran data dan/atau informasi, menjaga kerahasiaan,
validasi dan tidak memberikan informasi kepada pihak manapun tanpa
persetujuan para pihak

b} Tujuan Perjanjian Kena Sama ini adalah Peningkatan pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Institusi penerima wajib lapor dalam terwujudnya Kabupaten
Tanjung Jabung Barat bersih dari Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan
Zat Adiktif lainnya

. Objek
- Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah masyarakat di daerah yang rawan
Penyalahgunaan Markolika, Pisikotropika dan Zat Adiktif lainnya

. Jangka Wakitu

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 {Dua) Tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 04 September 2023 sampai dengan
04 September Tahun 2025

. Apakah Kegiatan Kerjasama Tersebut Melengkapi dan Mendukung RPJMD
dan RKPD
Termmasuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah

. Apakah hasilloutput yang dicapai dari kerjasama ini. Mohon di Deskripsikan

Secara Singkat

- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi  Pencegehan, Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Diperoleh Data atau Informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan
Markotika, Pisikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

. Permasalahan/Kendala jika ada mohon di Deskripsikan secara singkat
- Tidak Ada

10. Upaya Penyelesaian Permasalahan. Mohon di Daskripsikan secara singkat
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11.Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Tahun 2023

Telah dilaksanakan Deklarasi Kabupaten Bersinar pada Tanggal 17 Oktober
2023, Bertempat di Alun-alun Kuala Tungkal oleh Bupati Tanjung Jabung Barat
bersama dengan Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur

12.Polaksanaan Kegiatan Kerjasama Tahun 2024

Telah dilaksanakan Deklarasi Anti Narkoba Masyarakat Pesisir dan Perbatasan
Negara Indonesia di Bukit Taman Gelanggang, Dumai, Riau secara Virtual
Pada Tanggal 24 Juni 2024 Bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati
Tanjung Jabung Barat bersama BNN Provinsi dan BNNK Tanjung Jabung Timur

Telah dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Tanggal 24 Juni 2024, Bertempat
di Hotel Aryadh Kuala Tungkal dengan Narasumbemya dari BNNK Tanjung
Jabung Timur

13.Dokumentasi Kegiatan Perjanjian Kerja Sama (terlampir)

Kuala Tungkal, 24 September 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Mewakili

.Penala Tkl
NIP. 19760101 199303 1 004




Foto-foto Kegiatan Deklarasi Anti Narkoba, Pada Tanggal 24 Juni 2024 di Balai
Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat
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Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Ketua BNNK Provinsi Jambi

Barat
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Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Kodim 0419/Tanjung
Jabung

A =
N PESISIR KAB'

ASY ARAKAT
VEJ«:AN PENYALAHGUNAAN DAI

Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Ketua Granat Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Pl B KAT PESISI“

P—— MELAWAN pENYALAHGU"”
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LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DE
NGAN DAERAH LAIN
(KSDD)/KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE 2023-2024

1. KSDPK (Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga)

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tan|
jung Jabung Barat dengan K
Resort Tanjung Jabung Barat. < ’ i

2. Bentuk Naskah KSDPK
Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Para Pihak
Badan KESBANGPOL Kab. Tanjab Barat
Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat

4. Maksud dan Tujuan
a) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memaksimalkan Pencegahan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
dengan Pembentukan Kampung Bebas Narkoba

b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Terwujudnya Daerah Bersih Narkoba
di Seluruh Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Upaya
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
melalui kegiatan Diseminasi, Rehabilitasi dan Edukasi demi terwujudnya
kesejahteraan masyarakat

5. Objek
- Objek dari PKS ini adalah Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal llir

6. Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 04 September 2023 sampai dengan
04 September Tahun 2025

7. Apakah Kegiatan Kerjasama Tersebut Melengkapi dan Mendukung RPJMD
dan RKPD
Termasuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah

8. Apakah hasilloutput yang dicapai dari kerjasama ini. Mohon di Deskripsikan

Secara Singkat A s

Kampung Nelayan menjadi Kampung yang bersih dan Narkoba dan bisa menjadi
percontohan bagi Kampung yang lain dalam Kab. Tanjab Barat

9. Permasalahan/Kendala jika ada mohon di Deskripsikan secara singkat
- Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Nelayan hanya dalam bentuk
Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh Badan KESBANGPOL satu kali dalam
setahun dan tidak ada kegiatan lanjutan seperti bantuan atau modal kerja serta
pelatihan pemberdayaan bagi masyarakat Kampung Nelayan karena
keterbatasan Anggaran

10. Upaya Penyelesaian Permasalahan. Mohon di Deskripsikan secara singkat ,
Diharapkan adanya penambahan Anggaran untuk program kegiatan lanjutan d!
Kampung Nelayan berupa modal kerja serta pelatihan pemberdayaan bagi
masyarakat Kampung Nelayan
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11. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Tahun 2023

- Telah dilaksanakan Kegiatan Pencanangan Kelurahan Kampung Nelayan
menjadi Kampung Bebas Narkoba, pada tanggal 04 September 2023, di
Kelurahan Kampung Nelayan
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Kapolres Tanjung Jabung
Barat, Camat Tungkal llir. Lurah Kampung Nelayan dan Masyarakat Kampung
Nelayan sebanyak 100 orang

12. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Tahun 2024

- Telah dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pada Tanggal 24 Juni 2024, Bertempat
di Hotel Aryadh Kuala Tungkal
Turut menjadi Narasumber pada kegiatan Sosialisasi P4GN tersebut yaitu dari
Polres Tanjung Jabung Barat

12. Dokumentasi Kegiatan Perjanjian Kerja Sama (terlampir)
Kuala Tungkal, 24 September 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

& wakli
SAdminigtrator Sekretaris
Q \Z |

' Pepata
NIP. 19760101 199903 1 004




KEGIATAN SOSIALISAS|I PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN), TANGGAL 24 JUNI 2024
BERTEMPAT DI HOTEL ARYADH KUALA TUNGKAL

= 9

MASYARAKAT BERGERAN BERIANVA'W
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' MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB |
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang

Mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam dan komunitas tumbuhan yang
dimanfaatkan hampir di seluruh dunia. Luas hutan mangrove dunia 0,4% dari luas hutan
dunia, akan tetapi hutan mangrove memiliki peran besar sebagai penyerap dan
penyimpan karbon yakni sekitar lebih dari 4 gigaton C/tahun sampai 112 gigaton C/tahun

Indonesia yang memiliki 75% dari total hutan mangrove di Asia Tenggara yang
tersebar di seluruh wilayah pesisir dan pantai di Indonesia. Luasan dan potensi yang
dimiliki mengalami degradasi secara sistemnatis akibat kepentingan manusia. Terjadi alih
fungsi hutan mangrove sehingga berdampak pada penurunan kemampuan penyerapan
karbon di atmosfer dan lerurainya karhon tersimpan melalui proses dekomposisl ke
atmosfer. Wilayah pesisir didominasi oleh hamparan hutan Mangrove yang membentuk
ekosistem tersendiri dan penting (Suparmoko, et, all, 2012).

Mangrove sebagai salah satu kumunitas tumbuhan yang memiliki banyak manfaat,
terutama memberikan manfaat bagi ekosistem sekitarnya dan abrasi, dan memberikan
manfaat ekonomis bagi biota perairan melakukan hibriding Potensi hutan mangrove
Indonesia mencapai 8,0 juta hektar pada tahun 1999 dan terus mengalami kerusakan.
Tercatat pada Tahun 2009, kerusakan hutan mangrove di Indonesia mencapai 5,30 juta
hektar dan terus akan mengalami peningkatan apabila tidak dilakukan pengelolaan
dengan baik. Perubahan tata guna hutan mangrove menjadi area pertambangan,
pemukiman dan industri terus meningkat (Edi ef al, 2009). Hutan mangrove memiliki
fungsi strategis sebagai penyokong ekosistem pantai yang layak untuk organism akuatik.
Mangrove yang berfungsi sebagail biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi akan
menjaga keseimbangan ekosistem perairan pantai, selain itu Magrove merupakan tempat
hidup bagi berbagai jenis gastropoda, kepiting pemakan detritus dan bivalvia pemakan

plankton
Tanjung Jabung Barat merupakan lokasi pantai Timur Provinsi Jambi yang memiliki

kawasan mangrove yang cukup luas. Luasan ini mengalami degradasi akibat
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' MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

penebangan dan tergerus oleh kondisi abrasi pantai. Sebaran luasan dari Mangrove yang

terdapat di Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada peta berikut:

AN

W ceconenama
B oo nnee s
B w5 s A B TARS
B o s v

I v oA uw

Gambar 1.1: Peta Kawasan Mangrove Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Luas mangrove di Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar 382 Ha,
Kondisi ini akan memberikan dampak negative bagi lingkungan sekitar. Beberapa dampak
negatif yang disebabkan oleh hilangnya Kawasan hutan Mangrove adalah hilangnya
tempat tinggal bagi burung air, tempat udang-udangan berkembangbiak, ikan-ikanan dan
makhluk hidup lain yang memanfaatkan hutan mangrove sebagal tempat tinggal, selain itu
kehilangan mangrove akan berdampak pada polensi abrasi pantai yang tinggi.

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »)




' MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dan luasan yang tersisa, terdapat lokasi hutan mangrove yang dikelola secara
baik. Lokasi tersebut berada di lokasi Wisata Pangkal Babu. Pangkal Babu adalah wilayah
yang sebelumnya oleh masyarakat tidak dikunjungi karena ada MITOS berhantu dan
berbahaya. Namun saat ini lokasi Pangkal Babu menjadi tempat yang dikunjungi oleh
wisatawan, yang menarik bag wisatawan dalam negen maupun luar, dan menjadi ajang
terbaik bagi para peneliti. Sekarang dilebih dikenal sebagai tempat Ekowisata.

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa potensi hutan mangrove
sangat besar untuk dijadikan ekowisata, penelifian Ini menginformasikan bahwa
pengembangan ekowisata mangrove dapat memanfaatkan masyarakat pesisir sebagai
pengelola (Lovita & Windryanto, 2015). Selain itu, pengembangan wisata mangrove juga
dapat dilakukan dengan melihat pola dari tipe substrat yang terdapat pada wilayah
tersebut, penelitian ini berhasil dilakukan di Kawasan mangrove perairan Negeri lhamahu,
Pulau Saparua(Lewerissa & Latumahina, 2018), pengembangan ekowisata mangrove
Jjuga dapat dilihat di wilayah wisata Pulau Pasumpahan, Sumatera Barat (Tanto et al.,
2017),

Lokasi Mangrove Pangkal Babu mulai diresmikan oleh Bupati Tanjung Jabung
Barat Pada Tanggal 31 Desember 2019. Sejak diresmikan menjadi "Objek Wisata
Pangkal Babu masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai mengunjung! lokasi
Mangrove Pangkal Babu dan nilai jual dari wisata alam mulai menguak Kemudian
diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan kelestarian ekosistem hutan
mangrove. Meskipun demikian, potensi Mangrove Pangkal Babu, belum dihitung serapan
carbonya, dan bekum diteliti bagaimana strategi pengembangan yang dapat dilakukan di
lokasi Mangrove Pangkal Babu. Pada Abad 21- perkembangan Mangrove berkelanjutan
menjadi ajang politik ekologi, untuk memberikan rewards bagi pemerhati lingkungan untuk
membantu pedindungan terhadap ekosistem Mangrove dan sekaligus pada masyarakat
sekitar ekosistem Mangrove. Oleh sebab peneliian tentang perhitungan nilai serapan
carbon menjadi penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah.

Potensi dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang dapat dibuktikan dengan bukti fisik, bahwa Mangrove yang terdapat di Pangkal Babu
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. MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

terkelola dengan baik dengan luasan sebesar kawasan Mangrove Pangkal Babu yang
dapat dihitung pada polygon pertama seluas £25,92 heklar yang menjorok ke darat dan
yang dipisahkan oleh sungai pada polygon kedua seluas 494,83 hektar. Belum ada kajian
perhitungan tegakannya dan perhitungan karbon yang diserap di dalamnya. Pengelolaan
yang dilakukan oleh kelompok kelompok yang peduli lingkungan, mendapatkan tantangan
untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi terhadap pertumbuhan dan perlindungan
hutan mangrove. Terbentur dengan pendanaan dan tekanan alam. Hal ini menjadi
kendala dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu dengan menghitung potensi carbon yang
telah terserap oleh Mangrove dapat memberikan jawaban bagi pemerhati lingkungan
untuk memberikan kepeduliannya terhadap Mangrove Pangkal Babu

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan sebaran Mangrove di Pangkal Babu

2. Mengukur potensi tangkapan karbon pada kawasan hutan Mangrove Pangkal
Babu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

3. Menganalisis Peluang Perfindungan dan Perkembangan Kawasan Mangrove
Pangkal Babu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kelestarian ekosistem Pangkal Babu,
Peningkatan perlindungan mangrove

3. Mencegah abras: pantai, dan peningkatan ekonomi masyarakat lewat pakan
hewani
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BAB 2
KERANGKA TEORI

2.1Karakteristik Ekositem Mangrove

Mangrove selalu identik dengan wilayah pesisir dan pantai merupakan daerah yang
dipisahkan oleh suatu wilayah yang merupakan batas antara pasang air laut tertinggi dan
surut terendah yang disebut dengan pantai/shore (Nybakken, 1993).

Pesisir/coast diartikan sebagai wilayah daratan yang masih mendapatkan pengaruh
dari laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Pada wilayah pesisir ini
terdapat sempadan pantal yang merupakan kawasan tertentu yang bermanfaat untuk
memperlahankan kelestarian fungsi pantai. Adapun kriteria dari sempadan pantai adalah
daratan sepanjang tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai,
minimal 100 m dari batas pasang tertinggi ke arah daratan (Triatmodjo, 2011).

Wilayah pesisir memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai tempat pemeliharaan
biodiversitas, pengedar nutrien dan penyaring bahan pencemar dan daratan
(Mukhopadhyay et al, 2012). Wilayah pesisir juga sangat intensif dimanfatkan untuk
kegialan manusia seperti scbagal kawasan pusat pemerintahan, pemukiman, industri,
pertambakan, pertanian serta area rekreasi dan pariwisata (Triatmodjo, 1899) Tingginya
potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir ini menjadi daya tarik bagl manusia untuk tinggal
pada wilayah ini. Seperti yang disebutkan oleh Small dan Nicholls (2003) bahwa sekitar
23% populasi manusia di dunia tinggal di wilayah pesisir pada jarak 100 km dari pantai.

Permasalahan dipantai atau pesisir adalah erosi (Pilarczyx, 2003) Terjadinya erosi
di suatu pantai dapat ditandai dengan mundumya garis pantai di wilayah tersebut. Secara
alami, erosi terjadi akibat hantaman gelombang yang sampai ke daratan, namun ada
faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya erosi yakni keglatan manusia seperti
penebangan mangrove, pengambilan terumbu karang, perluasan area tambak ke arah
laut tanpa memperhatikan wilayah sempadan pantal dan lain-lain (Triatmodjo, 1999)
Hilangnya mangrove, terumbu karang serta wilayah sempadan pantai tersebut
menyebabkan pantai kehilangan sistem pelindungnya terhadap gelombang yang datang,
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sehingga pantal semakin rentan mengalami erosi. Dampak yang ditimbulkan dan peristiwa
erosl ini dapat sangat merugikan, seperti kerusakan infrastruktur dan bangunan di sekitar
pantai, lerganggunya kehidupan masyarakat sekitar pantal serta timbulnya konfiik
kepemilikan lahan pesisir (Ilham dkk, 201 1).

Tantangan paling pada wilayah pantai adalah kehilangan mangrove atau semakin
menipisnya mangrove. Karena untuk memulihkan mangrove sangat sulit. Ombak,
gelombang pada saat dilakukan penanaman sangat berpengaruh

2.2Gelombang Laut

Gelombang yang terbentuk di laut dapat bermacam-macam bergantungpada gaya
pembangkitnya. Gaya pembangkit tersebut antara lain hupan angina yang membentuk
gelombang angin, gaya tarik menarik benda langit terutama matahari dan bulan terhadap
bumi yang membentuk gelombang pasang surut, letusan gunung api dan gempa di laut
yang membentuk gelombang tsunami serta gaya pembangkt dari gerakan kapal
(Triatmodjo, 1998). Dari beberapa gaya pembangkit gelombang tersebut, tiupan angin
diatas permukaan laut adalah pembangkit gelombang yang utama Gelombang Inl selalu
bergerak menimbulkan ayunan air pada lapisan permukaan laul yang jarang dijumpai
dalam keadaan diam sama sekali. Pada cuaca yang tenang dengan hembusan angin
sepoi-sepoi akan terbentuk riak gelombang, sedangkan pada hembusan angin yang lebih
kencang seperti ketika badai akan terbentuk gelombang besar yang dapat menimbulkan
kerusakan hebat pada kapal-kapal atau daerah-daerah pantal. Besar kecilnya gelombang
yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin, waktu dimana angin sedang
bertiup dan jarak tanpa rintangan dimana angina sedang bertiup/fetch. Ketiga faktor
tersebut berbanding lurus dengan besamya gelombang yang terbentuk, dimana makin
kecang anginnya, makin meningkat waktu serta makin besar fetch-nya, maka makin besar
pula gelombang yang akan terbentuk (Hutabarat dan Evans, 2012)

2.3 Struktur Polindung Pantal
Kondisi pesisir yang memberikan keunikan tersendiri pada ekosistem mangrove,

dan memberikan keleluasaan bagi biola perairan untuk berkembang biak. Namun
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Kerusakan pantai yang terjadi, akan memberikan konsekuesi yang besar dan
menimbulkan dampak merugikan yang berkepanjangan. Triatmodjo (2011) menyebutkan
beberapa alternatif penanganan untuk mengurangi kerusakan pantai. Alternatif
penanganan lersebut dillustrasikan seperti pada Gambar 2 1
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Gambar 2.1 Skema Penanganan Pantai (Sumber: Triatmodjo, 2011)

Gambar 2.1a menunjukkan kondisi pantal yang kritis akibat serangan gelombang
yang dapat membahayakan infrastruktur di sekitar pantai. Jika kondisi tersebut tidak
segera ditangani dengan baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan infrastruktur di
daerah pantai seperti Gambar 2.1b. Sedangkan Gambar 2.1 ¢ d e menunjukkan alternatif
penanganan yang dapat dilakukan agar kerusakan pantai tidak berkepanjangan. Alternatif
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pertama adalah memasang bangunan pelindung pantai, sehingga infrastruktur dapat
terlmcfung dari serangan gelombang (Gambar 2 1c). Pemasangan bangunan pelindung
pantai ini disebut juga perlindungan menggunakan hard structure (Efendi, 2014)

yang ada adalah pemindahan infrastruktur ke lokasl yang aman (Gambar 2.1e)
(Triatmodijo, 2011). Barrier utama adalah pondasi yang di atas jika kerusakannya dalam,
namun jika kerusakan masih tipis, masih dapat perlindungan terhadap Mangrove, karena
Mangrove dengan kondisi rusak rusak besar sangat sulit untuk dipulinkan

2.4Hutan Mangrove dan Ekosistemnya

Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan
Suatu varietas komunitas pantai ropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-
pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam
perairan asin (Pursetyo et al., 2013) Berbagai macam produk dan jasa lingkungan yang
dapat dihasilkan dari ekosistem hutan mangrove Salah satu Jasa lingkungan yang
berpeluang dikembangkan dan tdak merusak ekosistem hutan mangrove adalah
ekowisata. Kegiatan ekowisata bisa termanfaatkan bila telah dilakukan pembenahan oleh
manusia. Ekowisata merupakan paket perjalanan menikmati keindahan lingkungan tanpa

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »)




a MANGROVE PANGHAL BABU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

merusak eksosistem hutan yang ada. Vegetasi hutan yang lerletak melintang dari arah
arus laut merupakan keindahan dan keanekaragaman vegetasi yang berbeda dari formasi
hutan lainnya. Terlihat dari keunikan penampakan vegetasi mangrove berupa perakaran
yang mencuat keluar dari lempat tumbuhnya (Lumbessy ef al 2015). Disamping
keindahan vegetasi penyusunnya, terdapat pula satwa liar dari kelas Aves, Mamalia, dan
Reptilia. Satwa liar yang dijumpai mempunyal keunikan dengan penyesuaian kondisi
habitatnya.

Komunitas fauna mangrove terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok fauna daratan
Merestial yang umumnya menempati bagian atas pohon mangrove, terdiri atas: insekta,
ular, primata dan burung. Kelompok ini tidak Mmempunyai sifat adaptasi khusus untuk
hidup di dalam hutan mangrove, karena mereka melewatkan sebagian besar hidupnya di
luar jangkauan air laut pada pohon yang tinggi, meskipun mereka dapal mengumpulkan
makanannya berupa hewan layt pada saal air surut dan kelompok fauna akuatik/perairan.
terdin atas dua tipe, yaitu: (1) yang hidup di kolom air, terutama Jenis ikan dan udang (2)
yang menempati substrat baik keras (akar dan batang mangrove) maupun lunak (lumpur)
terutama kepiting, kerang dan berbagai jenis invertebrata lainnya (Losa ef al 2015;
Syahrial af al, 2020),

Ekosistem mangrove dapat tumbuh dengan baik pada zona pasangsurut di sepanjang
gans pantai daerah tropis seperti laguna, rawa, delta, dan muara sungai. Ekosistemn
mangrove bersifat kompleks dan dinamis tetapi labil. Kompleks, karena di dalam
ekosistem mangrove dan perairan Mmaupun tanah di bawahnya merupakan habitat
berbagai jenis satwa daratan dan biota perairan. Dinamis, karena ekosistemn mangrove
dapat terus tumbuh dan berkembang serta mengalami suksesi serta perubahan zonasi
sesual dengan tempat tumbuh. Labil, karena mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih
kembali (Wardhani, 2011). Pertumbuhan mangrove akan menurun jika suplai air tawar
dan sedimen rendah (Piranto of al., 2019). pembagian zonasi dapat dilakukan
berdasarkan jenis vegetasi yang mendominasi seperti Zona Avicennia, terletak pada
lapisan paling luar dari hutan mangrove. Fada zona ini, tanah berlumpur lembek dan
berkadar garam tinggi. Jenis Avicennia banyak ditemui berasosiasi dengan Sonneratia
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Spp. Jenis ini memiliki perakaran yang sangat kuat yang dapat bertahan dari hempasan
ombak laut. Zona ini juga merupakan zona penntis atau pioner, karena terjadinya
penimbunan sedimen tanah akibat cengkeraman perakaran tumbuhan jenis-jenis ini. Zona
Rhizophora, terletak dibelakang zona Avicennia dan Sonneratia. Pada zona ini, tanah
berlumpur lembek dengan kadar garam lebih rendah. Perakaran tanaman tetap terendam
selama air laut pasang. Zona Bruguiera, terletak dibelakang zona Rhizophora. Pada zona
ini tanah berlumpur agak keras. Perakaran tanaman lebih peka serta hanya terendam
pasang naik dua kali sebulan. Zona Nypah, yaitu zona pembatas antara daratan dan
lautan, namun zona ini sebenamya tidak harus ada, kecuali jika terdapat air tawar yang
mengalir (sungai) ke laut (Alongi et af . 2005).

Ciri khusus habitat vegetasi mangrove adalah keadaan tanah yang berlumpur atau
berpasir, salinitas, penggenangan, pasang surut, dan kandungan oksigen tanah. Vegetasi
mangrove akan beradaptasi melalui perubahan dan ciri khusus fisiclogi, morfologis,
fenologi, fisiognomi, dan komposisi struktur vegetasinya. Fkosistem hutan mangrove
dengan sifatnya yang khas dan kompleks menyebabkan hanya organisme tertenty saja
yang mampu bertahan dan berkembang (Simanjuntak et al., 2015). Ekosistemn mangrove
merupakan habitat bagi berbagai biota, baik biota khas mangrove maupun yang
berasosiasi dengan mangrove. Kemampuan mangrove sebagal biofilter, agen pengikat
dan perangkap polusi yang mampu mencipatakan keseimbangan ekologi baik bagi
lingkungan perairan Maupun yang berasosiasi (Gautier ef a/.. 2001 ). Kemudian pengertian
biota mangrove adalah kelompok biota menghuni dan memanfaatkan habitat mangrove,
Zona pesisir intertidal, estuari, muara sungal yang mengalir ke laut untuk memenuhi
kebutuhan bertahan hidup dan bereproduksi. Biota yang dijumpal mempunyai keunikan
dan kekhasan, Hal ini yang dapat menjadi potensi daya tarik ekowisata mangrove, maka
perlu dikelola dengan balk guna menjaga kelestariannya,

Burung berperan sebagai salah satu komponen ekosislem, burung mempunyali
hubungan timbal balik dan saling tergantung dengan lingkungannya. Oleh karena peran
dan manfaatnya maka kehadiran burung dalam suatu ekosistem perlu dipertahankan.
Pengamatan burung diperlukan karena burung memegang peranan penting sebagai
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dapat menjadi sampel perubahan habital karena sifat burung yang sensitif, hal ini yang
menjadikan burung bermanfaat sebagai indikator lingkungan. Fauna perairan (laut) terdin
dari kelompok lkan dan hewan avertebrata yang meliputi krustasea dan moluska
Kelompok ikan diwakilkan dengan adanya kehadiran ikan gelodok (mud skipper),
bandeng, belanak dan ikan laut lainnya. Kelompok krustasea diwakili oleh famili kepiting
(Brachyura), famili udang (Penaidac) dan famili kepiting-udang (Macrura). Kelompok
moluska diwakili oleh famili siput (gastropoda) dan kerang (bivalvia) (Wahyudewantoro,
2015)

2.5 Keunikan Mangrove Pangkal Babu

Mangrove Pangkal Babu, sudah ditetapkan sebagal kawasan Wisata dengan
tujuan untuk meberikan edukasi bagi masyarakat tentang kepentingan Mangrove. Oleh
sebab itu tujuan dari penetapan ini harus menjadi pilihan perfindungan dan bukan semakin
memperparah kerusakan Mangrove Pangkal Babu,

Keunikan Kawasan hutan mangrove Pangkal Babu, karena keberadaan ekosistem
ini berada pada muara sungai atau estuaria. Mangrove hanya tumbuh dan menyebar
pada daerah tropis dan subtropis dengan kekhasan organisme baik tumbuhan yang hidup
dan yang berasosiasi. Ekosistem mangrove merupakan habitat bagi berbagai fauna, baik
fauna khas mangrove maupun fauna yang berasosiasi dengan mangrove. Berbagal fauna
tersebut menjadikan mangrove sebagai tempat tinggal, mencari makan, bermain atau
tempat berkembang biak. Komunitas fauna mangrove terdiri darl dua kelompok yaitu:

1. Kelompok fauna daratan fterestial yang umumnya menempati bagian atas pohon
mangrove, terdiri atas: insekta, ular, primata dan burung. Kelompok ini tidak
mempunyai sifat adaptasi khusus untuk hidup di dalam hutan mangrove, karena
mereka melewatkan sebagian besar hidupnya di luar jangkauan air laut pada
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pohon yang tinggi, meskipun mereka dapat mengumpulkan makanannya berupa
hewan laut pada saat air surut.

2. Kelompok fauna akuatik/perairan, terdiri atas dua lipe, yaitu' (1) yang hidup di
kolom air, terutama jenis ikan dan udang (2) yang menempat substrat baik keras
(akar dan batang mangrove) maupun lunak (lumpur) terutama kepiting, kerang dan
berbagai jenis invertebrala lainnya.

3. Mangrove Pangkal Babu, semula tidak ditoleh, dan semual merupakan tempat
yang tidak dibenarkan untuk dikunjungi, karena MITOS sangat berbahaya dan
berhanlu. Dimulai pada abad 21- Mitos tersebut mengalami tranformasi dalam
peralihan bagi perlindungan dan sebagai ajang Edukasi.

Mangrove Pangkal Babu tidak menakutkan, dapat dilakukan pembangunan jalan
berupa jembatan diantara tanaman pengisi hutan mangrove, merupakan atraksi yang
akan menank pengunjung. Juga restoran yang menyapkan masakan dari hasll laut, bisa
dibangun sarananya berupa panggung di atas pepohonan yang tidak terlalu tinggi, atau
rekreasi memancing serta berperahu (Alfira, 2014),

Berbagal tempat telah dilakukan pengembangan dalam mempromosikan Kawasan
wisata mangrove Pangkal Babu. Hutan Mangrove merupakan komunitas vegelasi pantai
tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh
dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan mangrove memiliki
berbagai fungsi dan manfaat yang berperan penting dalam kehidupan manusia, baik
secara ekologi, sosial, maupun ekonomi. (Saputra & Setiawan, 2014)

Secara ringkas ekosistem mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang
terdii dan organisme (tumbuhan dan hewan) yang berinteraksi dengan faktor
lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove. Mangrove mempunyai berbagai fungsi
Fungsi fisiknya yaitu untuk menjaga kondisi pantai agar tetap stabil, melindungi tebing
pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya abrasi dan intrusi air laut. serta sebagai
perangkap zat pencemar. Fungsi biologis mangrove adalah sebagai habitat benih ikan
udang, dan kepiting untuk hidup dan mencari makan, sebagai sumber keanekaragaman
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biota akuatik dan nonakuatik seperti burung, ular, kera, kelelawar, dan tanaman angagrek,
serta sumber plasma nutfah. Fungsi ekonomis mangrove yaitu sebagal sumber bahan
bakar (kayu, arang), bahan bangunan (balok, papan), serta bahan tekstil, makanan, dan
obat-obatan (Lumbessy et al., 2015).

Pengembangan penelitian ekowisata mengrove menjadi salah satu fokus riset di
Indonesia. Kawasan mangrove selain berfungsi secara fisik, Juga memiliki berbagai fungsi
secara ekologi (biofisik) dan sosial ekonomi. Salah satu fungsi ekologi mangrove yaitu
fisk kawasan untuk menjaga dan menstabilkan garis pantai dan tepian sungal dan
pelindung dari hempasan gelombang dan arus Fungsi biologi adalah sebagai tempat
asuhan, tempal mencari makanan dan tempat berkembangbiak antara lain berbagai jenis
ikan, burung, biawak dan jenis primata sedangkan fungsi ekonomi mangrove salah
satunya adalah kawasan wisata alam yang hasilnya dapat dikembangkan dalam bentuk
produk industr wisata sebagai penghasil devisa. Permanfaatan kawasan mangrove untuk
dikembangkan menjadi salah satu kawasan ckowisata merupakan altermnatif pemanfaatan
yang sangat rasional diterapkan di kawasan pesisir karena dapat memberi manfaat
ekonomis dan jasa lingkungan tanpa mengeksploitasi mangrove. Pemanfaatan jasa
lingkungan berupa ekowisata akan mendorong upaya konservasi ekosistem mangrove
sebagai daerah penyangga kawasan konservasi (Kariina, 2015).

2.6 Manfaat Ekowisata Mangrove

Mangrove merupakan contoh ekosistem yang banyak ditemui di sepanjang pantai
tropis dan estuari. Ekosistem ini memiliki fungsi sebagai penyaring bahan nutrisi dan
penghasil bahan organik, serta berfungsi sebagai daerah penyangga antara daratan dan
lautan. Bengen (2004) menyatakan bahwa hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat,
antara lain; sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan
lumpur dan perangkap sedimen; penghasil sejumliah besar detritus dari daun dan pohon
mangrove; daerah asuhan (nursery grounds), daerah mencari makan (feeding grounds)
dan daerah pemijahan (spawning grounds) berbagal jenis ikan, udang, dan biota laut
lainnya; penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan
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bahan baku kertas (pulp); pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya; dan sebagai
tempat pariwisata

Daya tarik utama ekosistem mangrove adalah potensi keragaman flora matpun
faunanya. Sehingga potensi panwisata dapat dikembangkan pada ekosistem mangrove
yang terjaga dengan baik. Kegiatan ekowisata mangrove sendiri memiliki manfaat
pelestarian alam dan lingkungan sekaligus juga dapat meningkatkan sosial ekonomi
masyarakat sekitarnya. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan misalnya adanya wisata air
karena biasanya mangrove ditanam disekitar kawasan pesisir pantai, wisata pendidikan
seperti pengenalan flora fauna yang ada di mangrove serta diadakannya atraksi budaya
disekitar area wisata agar selain berwisata pengunjung juga dapat belajar budaya sekitar,
Dengan adanya rekreasi hutan mangrove dapat tecipta lapangan pekerjaan baru dan
aktifitas  ekonomi masyarakat akan jkut meningkat Masyarakat sekitar dapat
menyediakan cinderamata (oleh-oleh khas) sepert] misalnya makanan khas setempat,
kaos maupun gantungan kunci sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah
selempat Mangrove berpotensi sebagal lokasi rekreasi, Setyawan (2015)

2.7 Kontribusi Ekowisata Mangrove terhadap Ekonomi Daersh

Kontribusi Pariwisata Terhadap FEkonomi Daerah Otonomi daerah sudah
berlangsung sejak 1 januari 2001, membuat pemernintah daerah sibuk mengatur
daerahnya masing-masing agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan atas dasar pnnsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan
potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah Oleh karena itu, pembangunan yang dilakkukan
oleh pemerintah harus menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi
yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing yang salah satunya adalah potensi dalam
sektor pariwisata Pengembangan sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila
masyarakat luas berperan atau ikut serta secara aktif,

Agar masyarakat luas lebih berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan,
masyarakat periu diberi pemahaman tentang apa yang di maksud dengan pariwisata serta
manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh Disamping itu,
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masyarakal juga harus mengetahui hal yang merugikan dengan adanya pariwisata
tersebut. Secara historis, tujuan pemerintah serta asosiasi industri dalam hal upayanya
mengembangkan potensi dalam seklor pariwisata tersebut sebagai sumber penghasil
devisa dan penerimaan Negara, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Saat ini
pemerintah menyadari bahwa potensi pada sektor 66 pariwisata adalah alat untuk
membangun perekonomian suatu daerah dimana sektor pariwisata berada.

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompieks, yang
menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting.
Aspek tersebut diantaranya aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek
ekologis, dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara aspek tersebut, aspek yang mendapat
perhatian yang paling besar dan hampir merupakan salu-satunnya aspek yang dianggap
sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

Peran Wisata Daerah Menurut Hutabarat (1992), peranan pariwisata saat ini
mencakup: pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua,
peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah
peranan kebudayaan yaitu memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga poin
diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

a. Peran Ekonomi Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan
blaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti
untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu,
mendorong peningkatan dan pertumbuhan pembangunan disektor lain. Salah satu ciri
khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang
pembangunan sektor lainnya. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada
perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena
adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan kesualu
daerah akan membuka peluang bagi masyarakal tersebutl untuk menyediakan hotel,
wisma, homestay, restoran, warung, angkutan, dan lain-lain. Peluang usaha tersebul
memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus 67
dapat menambah pendapatan yang dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.
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b. Peran Sosial Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran, dan perusahaan

perjalanan adalah usaha-usaha yang “padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha
tersebut dibutuhkan tenaga kerja dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung,
makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan lapangan
kerja yang bersifat langsung adalah dibidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu
wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memeriukan tenaga kerja dibidang
konstruksi dan jalan

. Peran Kebudayaan Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.
Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat. kesenian, peninggalan sejarah yang
selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk pengembangan
pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan wisata Mangrove Pangkal Babu harus
mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan
dikembangkan. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.

2.8 Perhitungan Serapan Karbon Pada Tanaman Mangrove

(1) Penelitian terdahulu, dengan lokasi berbeda dilakukan dengan metode non-
destructive sampling menggunakan persamaan alometrik. Pendekatan persamaan
alometrik yang digunakan yaitu model alometrik biomassa pohon untuk jenis atau
tipe ekosistem mangrove yang sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain.
Hasil pengukuran menunjukkan kerapatan tegakan mangrove di area tanam tahun
2004, 2007, dan 2010 adalah 1460 individuha, 1868 individuha, dan 2128
individu/ha. Biomassa pada area tanam tahun 2004 sebesar 206,77 ton/ha (103,39
ton C/ha, dan menyerap 379,09 ton CO;/ha). Area tanam tahun 2007 memiliki
biomassa 293,73 ton/ha (146,86 ton C/ha, dan menyerap 538,50 ton COy/ha), dan
area tanam tahun 2010 memiliki biomassa 260,02 ton/ha (130,01 ton C/ha, dan
menyerap 476,67 ton COz/ha). Berdasarkan hasil penelitian, kerapatan jenis dan
umur tegakan mangrove merupakan faktor yang mempengaruhi besamnya
biomassa. Hasil uji regresi-korelasi menunjukkan, perubahan kerapatan mangrove
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akan berpengaruh secara signifikan pada ekosistem mangrove dalam menyimpan
karbon dan menyerap CO; dari atmosfer (Prakoso, et, al, 2017)

(2) Penelitian yang mendekati dilakukan di Lahan Gambut, Penelitian dilakukan

sesudah 10 tahun terbakar tidak banyak diketahui bagaimana kehidupan flora dan
fauna di eks-LPG sejuta ha, banyak penelitian lebih menonjolkan kepada
kandungan karbon dari lahan gambut yang terbakar. Penelitian ini adalah
menggunakan cara destructive sampling untuk menghitung biomassanya serta
carbon yang akan dihitung adalah fixed carbonnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sesudah 10 tahun terbakar sudah terbentuk suksesi hutan sekunder. Pada
area penelitian telah terbentuk hutan sekunder dengan struktur dan komposisi
tegakan 17 spesies (pohon), 24 spesies (tiang), 33 spesies (pancang), 31 spesies
(semai) and 16 spesies (tumbuhan bawah). Vegetasi dominan pada areal gambut
setelah 10 tahun terbakar ditunjukkan oleh indeks nilai penting (INP) untuk tingkat
pohon yang dominan adalah combretocarpus rotundatus (miq) danser (25,65%),
sacrotheca rubrinervis hall.f (2565%) dan polagium rostratum (miq) burck
(25,65%): untuk tingkat tiang adalah combretocarpus rotundatus (miq) danser
(18,33%), untuk tingkat pancang adalah sacrothea rubrinervis hall f (14 48%) dan
untuk tingkat semai adalah garcinia nigrolineata (15,70%) dan untuk tumbuhan
bawah adalah bari-bari (27,17%). Kandungan biomassa pada areal tersebut
sebesar 4662 ton/ha, dan kandungan karbonnya (carbon absorption) adalah 2622

ton/ha.

(3) Penelitian dilakukan di Riau, menghitungan Carbon Stock Storage. Pada ekosistem
rawa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa jumiah total stok
karbon yang tersimpan pada ekosistem lahan basah Desa Sungai Tohor yakni
sebesar 51.499.10 ton C/ha. Total simpanan karbon terbesar berada pada wilayah
mangrove yakni sebesar 31.525,83 ton C/ha dan di wilayah gambut memiliki
kemampuan menyimpan karbon yang lebih rendah dengan nilai total 19.973,27 ton
C/ha. Besaran simpanan karbon tersebut didukung oleh tinggi nilai kerapatan
vegetasi dan daya serap gas CO2. Total simpanan karbon yang didapatkan

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »)




' MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

menunjukkan bahwa ekosistem lahan basah Desa Sungai Tohor memiliki potensi
dan kontribusi yang cukup besar dalam menyimpan karbon terutama pada wilayah
mangrove. Jumiah karbon yang tersimpan di dalamnya Daya Serap Gas CO2
Pada EkosistemLahan Basah Desa Sungai Tohor. Peningkatan serapan gas CO2
oleh tanaman pada ekosistem lahan basah Desa Sungai Tohor dapat dipengaruhi
oleh berbagal faktor seperti umur, ukuran diameter dan tinggi tanaman tersebut.
Besarnya jumlah karbon yang terikat dalam suatu tanaman dapat menggambarkan
seberapa besar kemampuan tanaman tersebut dalam mengikat gas CO2 dari
atmosfer. Adapun total gas CO2 yang terserap pada ekosistem lahan basah Desa
Sungai Tohor yakni 70.901,78 ton CO2/ha. Total serapan tertinggi berada pada
wilayah mangrove yakni sebesar 50.219.95 CO2/ha bila dibandingkan dengan
wilayah gambut yakni sebesar 20.681.83 CO2/Mha. Perbedaan nilai serapan gas
CO2 ini berkaitan dengan komposisi vegetasi dan kerapatannya pada masing-
masing wilayah tersebut, Pada wilayah mangrove, meskipun keanekaragamannya
rendah, namun memiliki nilai kerapatan vegetasi yang tinggi berpotensi dalam
peningkatan serapan gas CO2/ha di wilayah tersebut. Sebaliknya, berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa daya serap CO2/ha vegetasi gambut lebih rendah
dibandingkan pada vegetasi mangrove.
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BAB il
METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Bahagia, Desa Tungkal |, Kecamatan Tungkal |
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian dilakukan selama 3 bulan. Pendataan Data
Primer lapangan dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Sisanya dilakukan untuk
penyusunan Laporan Penelitian.

Lokasi penelitian adalah lokasi Kawasan Wisata Mangrove Pangkal Babu, Dusun.
Lokasi Pangkal Babu berapa garis pantai sebelah Timur Kecamatan Tungkal llir.
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Gambar 3.1 Lokasi Kawasan Mangrove Pangkal Babu Diantara Kawasan Mangrove
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
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Selanjutnya untuk lebih rinci, secara spasial kawasan Mangrove Pangkal Babu
dapat dilihat pada peta berikut:

FETARARASAN NASCRONT ] '
DESA TUNGKAL L
(PANGKAL Babe )
KLCAMATAN TUNGKAL ILIR
RANUPATEN TANJUNG TARE NG RARAT ‘

LEGENDA

Surgpe Kecd

| Warmasan Manjrove

Ia.m Deosa Pangus Batw
Snge Besw

PTT'\ lNSl T

Gambar 3.2 Peta Kawasan Mangrove Pangkal Babu

Dari toral luasan kawasan Mangrove Pangkal Babu 225, 92 dan 494,89 hektar.
Adalah total luasan yang terdapat di atas peta diatas. Berikut adalah sebaran petak plot
yang terdapat di peta. Masing masing plot diambil berdasarkan jalur yang terdapat di
lokasi lapangan. Sehingga semua petak dapat mewakili seluruhan kondisi Mangrove yang
terdapat di lokasi Pangkal Babu. Berikut adalah peta Jalur plot yang diambil di lokasi
penelitian Mangrove Pangkal Babu
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3.2 Tahapan Kegiatan Lapangan

Survey Awal, Survey dilakukan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Peneliti Universitas Jambi, Surveyor dan Masyarakat Lokal. Berikut adalah

Peta yang memperiihat lokasi lapangan Mangrove Pangkal Babu.

LEGENDA
Kawasan Waats
Mangove

0 Paxk Garmung
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Gambar 3.3 Kawasan Wisata Mangrove
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3.4: Gambar Tim Kerja Lapangan

1) Transek
a. Ditetapkan lokasi transek dibuat dengan sistem jalur ukuran 20x100m,
dimana didalamnya memuat 5 plot inventarisasi dengan ukuran 10x10 yang
ditempatkan secara zig-zag tersistematis, dengan jarak antar plot sejauh 10
m. Terlihat seperti gambar berikut.
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100 meter
1 S
T R =

Gambar 3.5. Model Jalur Plot

b Penetapan jalur dilakukan dengan sengaja, dengan survey awal dilakukan
untuk melihat struktur vegetasi tegakan

¢. Setiap jalur ditempatkan secara sistematis dengan jarak antar jalur 150 m
antar jalur plot

d. Tim surveyor menempatkan sebanyak 9 jalur secara sistematis dilapangan,
sehingga dapat mewakili atau memenuhi sampel pada kawasan, terlihat
pada gambar dibawah.
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Gambar 3.6; Titik Lokasi Jalur Plot

Gambar 3.7 : Tim Survey Bersama Masyarakat di Lokasi Mangrove Pangkal Babu

2) Tahapan Pengukuran dan Pengambilan data di lapangan
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Diameter pohon diukur setinggi dada (diameter at breast heigh/Dbh). Di

Indonesia atau negara-negara yang menggunakan pengukuran dengan system
metric, diameter pohon normal diukur setinggi dada yaitu diukur pada ketinggian
1,30 meter diatas permukaan tanah. Pengukuran diameter setinggi dada ini
memiliki beberapa alasan, yaitu:

a.
b.

C.
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Pengukuran diameter pohon mudah dilakukan
Pada umumnya pohon terbebas dari banir
Pada ketinggian setinggi dada rasio perubahan diameter relatif kecil:

Pohon dengan kondisi tidak normal diukur dengan ketentuan sebagai berikut

Pada pohon berbanir setinggi lebih dari 1,30 meter, diameter diukur pada
ketinggian 20 cm di atas banir.
Pada pohon dengan perakaran tinggl maka diameter diukur pada ketinggian
1,30 m di atas akar/pangkal batang
Pada pohon yang mempunyai batang utama lebih dan satu di bawah
ketinggian 1,3 m maka pohon tersebut tercatat mempunyai lebih dari satu
ukuran diameter, masing-masing dicatat sebagai data diameter
Pada pohon yang batang utamanya membengkak atau mengecil pada
ketinggian 1,30 meter, maka diameter diukur pada ketinggian 20 cm di atas
batang yang bengkak/mengecil tersebut,

Pohon yang tumbuhnya tidak tegak lurus atau miring maka pengukuran
diameter dilakukan tegak lurus batang pada bagian arah kemiringan pohon

setinggi 1,30 m, | .
Pada pohon yang tumbuh di tempat miring maka pengukuran diamete

dilakukan di sisi sebelah atas batang setinggi 1,3 m,
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Bambar 3.8. Kondisi Lapangan Mangrove Pangkal Babu

Tahapan Perhitunga Karbon dengan Biomassa beberapa jenis mangrove dan
dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Model allormetrik above ground
biomass. Seperti berikut ini;

3.3. Metode Analisis
a). Indek Nilai Penting Keragaman Species

Angka Indeks Nilal Penting diperoleh dari rumus :

Kerapatan (K) : Jumlah Individu Suatu jenis

Luas Arval Contoh

Kerapalan Relatif (KR) . Kerapatan Darl Suatu Jenis x 100%

Kerapatan Dari Selurub Jenis

Jumlah Plot Yang Ditempati Suatu Jenis 100%
Jumiah Semua Plot Pengamatan

Frekuensi (F) .

! . . Frekuensi Dari Suatu Jenis
Frekuensi Relatif (FR) " Frekuenst Dart Seluruh jenis x 100%

. Jumiah Basal Area Suatu Jenis

Dominasi (D) :

Luas Areal Contoh

Dominasi Relatif (DR) ; ——mnasi Dan SuatuJenis | 100%

Dominasi Dari Seluruh Jenis

Nilai Penting (NP) : FR + KR + DR (%)
b). Indeks Keragaman (H)

Untuk melihat keanekaragaman jenis digunakan rumus keanekaragaman jenis dari

Shannon-Wiener Diversity Index (Odum, 1971) yaitu :
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(m) (m)

Di mana

H : Indeks diversitas umum

ni : Nilai penting dari masing-masing jenis
N _ Nilai penting dari samua jenis

€). Volume Kayu
Untuk perkiraan volume kayu pada areal bervegetasi hutan digunakan rumus

V=BAxtbx07
d mana :

V = volume kayu

BA = Luas bidang dasar
Tb = tinggi bebas cabang
0,7 = factor angka bentuk

F. Metode Perhitungan Karbon

Penentuan kandungan blomassa vegetasi diatas permukaan tanah di kawasan
periindungan masyarakat Desa Baru Pangkal Jambu, dilakukan secara non destruktif
dengan menggunakan persamaan allometrik hasil kajian ketterings et al. (2001)
disempurnakan oleh Isotomo (2002) Isotomo (2002) telah menghitung kandungan
biomassa hutan adat di Riau dan membuat persamaan allometrik yang menghubungkan
antara kandungan biomassa dengan diameter setinggi dada. Pengadopsian persamaan
allometrik tersebut didasari oleh persamaan karakteristik lahan yang dijadikan objek
penelitian yaitu hutan adat. Persamaan allometrik yang maksud adalah :

B=0,19D2%¥
Dimana
B ' Biomassa vegetasi di atas permukaan tanah (kg)

D : Diameter setinggi dada (cm)
0,19 dan 2,37 . Konstansa, hasil penelitian Istomo (2014))
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Untuk mendapatkan jawaban pada tujuan 3 dilakukan dengan menggunakan
SWOT Analisis yaitu mengetahui strategi pengembangan dengan menggunakan “SWOT
ANALISIS" Proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis yaitu: (1)
Pengumpulan data, (2) Analisis data, dan (3) Pengambilan keputusan. Data yang
dibutuhkan adalah' Data Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang tersedia di
lokasi kajian penelitian, kemudian merumuskannya ke dalam bentuk tabel,

Tabel : 3,1 Matrik SWOT

Internal dan Ekstemal Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Treath) “
‘ Faktor
| Kekuatan (Strenghtness) | Keunggulan Komparatif | Mobilisasi S '
Kelemahan (Weakness) | Divestasi dan Invesiasi Kontrol keruntuhan |

Selanjutnya adalah memformula strategi Peluang = Strategi S-O dan WO dan strategi
untuk mengatasi ancaman adalah Strategi = Strategi ST dan WT
Analisis berikutnya adalah: Membangun Sumbu Vertikal dan Horizontal

Y

Konservatif Agresive -y
Defensive ' Competitif

Sumbu Y. adalah kekuatan stakeholder dan stabilitas ekosistem
Sumbu Y: Kekuatan potensi dan persaingan (Rangkuti, 2014).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Mangrove Pangkal Babu

Dalam perkembangan alur sejarah lokasi Pangkal Babu Desa Kecamatan Tungkal
I, merupakan yang jarang dikunjungl. Jarang dikunjungi, karena ada MITOS yang
berkembang, bahwa Pangkal Babu adalah tempal yang berbahaya dan dihuni oleh
banyak makhiuk halus. Disinyalir pada saat peneliian dan dikaitkan dengan
perkembangan Sains atau limu pengetahuan, kenyataan bahwa Pangkal Babu adalah
lokasi yang masih berhutan, jika perahu bertambat riak air laut agak besar dan putaran air
di sekitar lokasi agak deras Pada masa lalu banyak kapal kapal kecil yang bermuatan
penuh yang bertambat di lokasi Pangkal Babu tenggelam. Berdasarkan pengalaman
tersebut masyarakat takut untuk bertambat di lokasi Pangkal Babu,

Jenis Mangrove yang ada di Pangkal Babu dirinci berdasarkan plot penelitian plot
berisi paling lengkap jenis Mangrove adalah dijabarkan pada tabel berikut-

Pada pelaksanaan survey, dilakukan pengukuran dan perhitungan dengan total 45
plot, didapatkan hasil biomassa senilai 114379 3535 Karbon 63016.64425. Serapan Co:
231274,0949. Adapun jenis spesies pohon yang ditemukan di lapangan berjumiah 10,
dengan nama-namanya sebagai berikut :

1. Bakau minyak Rhizopora apiculata 1

2 Lenggadai Bruguiera parviflora 1

3 Api-api putih Avicennea alba 1

4 Api-api hitam Avicennea _man'na 1

5 Pidada putih Sonneratia alba 1

6 Bakau Totol/Merah Rhizophora stylosa 1
7 Nyirih Putih Xylocarpus granatum 1

8 Bakau Kurap Rhizophora mucronata 1

9 Tumu Bruguiera sexangula 1

10 Nyiri Batu Xylocarpus moluccensis 1
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Pengembangan penelitian ekowisata mengrove menjadi salah satu fokus riset di
Indonesia. Kawasan mangrove selain berfungsi secara fisik, juga memiliki berbagai fungsi
secara ekologi (biofisik) dan sosial ekonomi. Salah satu fungsi ekologi mangrove yaitu
fislkk kawasan untuk menjaga dan menstabilkan gans pantai dan tepian sungai dan
pelindung dari hempasan gelombang dan arus. Fungsi biologi adalah sebagai tempat
asuhan, tempat mencari makanan dan tempat berkembangbiak antara lain berbagai jenis
ikan, burung, blawak dan jenis primata sedangkan fungsi ekonomi mangrove salah
satunya adalah kawasan wisata alam yang hasilnya dapat dikembangkan dalam bentuk
produk industri wisata sebagai penghasil devisa. Permanfaatan kawasan mangrove untuk
dikembangkan menjadi salah satu kawasan ekowisata merupakan alternatif pemanfaatan
yang sangat rasional diterapkan di kawasan pesisir karena dapat memberi manfaat
ekonomis dan jasa lingkungan tanpa mengeksploitasi mangrove. Pemanfaatan jasa
lingkungan berupa ekowisata akan mendorong upaya konservasi ekosistem mangrove
sebagai daerah penyangga kawasan konservasi (Karlina, 2015).

4.2 Perhitungan Potensi Karbon dan Estimasi Carbon Fund Mangrove Pangkal Babu

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB bekerjasama
dengan Direkloral Jendral Rehabllitasl Lahan dan Perhutanan Sosial pada tahun 1999,
luas mangrove di Indonesia diperkirakan sekitar 9,2 juta ha yang terdiri atas 3,7 juta ha di
dalam kawasan hutan dan 55 juta ha di luar kawasan hutan. Selanjutnya dilaporkan
bahwa saat ini sekitar 43% (1,6 juta ha) mangrove di kawasan hutan dan 67% (3,7 juta
ha) mangrove di luar kawasan hutan sedang mengalami kerusakan akibat eksploitasi
yang kurang terkendali, konversi ke bentuk pemanfaatan lain, pencemaran, bencana
alam, dan lain-lain. Mengingat pentingnya hutan mangrove bagi keberlangsungan hidup
manusia serta mencegah meluasnya kerusakan hutan mangrove, sudah sewajarnya
diperiukan suatu perencanaan pengelolaan yang mempertimbangkan keberlanjutan atau
kelestariannya. Segala potensi yang ada, baik berupa produk dan jasa lingkungan, harus
digali seluas-luasnya secara bijaksana dan terencana untuk memberikan manfaat pada
manusia dan pembangunan. Dewasa ini, ekowisata merupakan salah satu pendekatan
untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
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Berikut adalah model yang digunakan untuk beberapa jenis Mangrove

Tabel 4.1. Model aloometrik above ground biomass Beberapa Jenis Ma

Model allomerrik

| Jenis spesies
’_T\'.l('r.'nhl‘/; (;/ba
I marina
Rhizophora apiculata
R.mucronata
Sonneratia alba
Brugiera gymnorrhiza
Ceriops tagal
Xvlocarpus granatum
Aegiceras corniculatum
Avicennia officinalis
Bruguiera cylindrica
Rhizophora apiculate
Rhizophora mucronata
Rhizophara stylosa
Sonneratia alba
Aviocrapus moluccensis

Persamaan umum

B=0,1848¢ D>
B =0,043*D*%

Ii 0.[466.02'”"'
B = 0,3481*D>10
| B = p*0,0754D*%%%
B 0251%p*D" %
B =0,1832*D**
B = O'betpnlﬂ
B = 0,168*p*D>*
B =0,251%p*D*%
B = 0.235*p™"

B = ('.lﬁﬂ‘p‘D‘“”
B = 0,105% 2ot

B =0,251*p*D*
| B=0,168*p* D4

| B = 0,168*p* D7

B - 0,0792]1 *D2A7w% |
| Dharmawan dan siregar, 2008

VSumber 7
Tue eral, 2014

Amira, 2008
Dharmawan, 2013
Kauffman dan Cole, 2010
Kauffman er al, 2012
Komiyama er al, 2005
Tarlan, 2008

Clough & Scoot (1989)
Clough & Scoot (1989)
Komiyama er al. (2003)
Ong et L (2005)
Clough & Scoot (1989)
Clough & Scoot (1989)
Komiyama et al (2005)
Clough & Scoot (1989)

(‘lpugh & Scoot (1989)

Keterangan : B = Biomassa (kg); D= Diameter at breast IEgh (cm); p=wood density (gr»"cm?
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Tabel 4.2: Hasll Perhitungan 45 Plot di 9 Jalur Kawasan Wisata Mangrove

MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

’:‘ Plot BM Karbon | Serapan Biomass | Karbon Serapan CO;
1 s87.92 “‘:‘7,6 12 COulle) | (tloha) | (tonha) | (tonhe)

[ 58792] 27632  1014.10 5879 27.63 101.41

2| 4519l 35024 128538] 7452 3502 12854

3| 16200 61 279554 16207 7617 27955,

4 | 195786l 920.19] 3a7n.i1] 19579 9202 337.71)

[_5 1843031 72527 266175 15431 7253 266.18|

6 241675] 113587 416866 241.68] 113,59 416 %7

L7 | 1a2122] 66798 245147 4212] 6680 21515

[ & | 224417 105476 _ 3870.98 N442 10548 387.10

21 192 100201 367739]  19322]  9081] 33329

lo‘T_ 57436 60477 221951 5744 2699 w07

1 S801.67|  2726.78] 10007.29]  s8017] 27268 10007 i

12 | 196486 92348 33m9.1% 196.49] 9235 138,92

I 13 860.86, 40460  1484.90 86.09  40.46 148 49/

14| 130949 61499 18700 13095 e1ss|  aask

| s _197767]  92951]  3411.28 197277 9295|313

=7 6044.39|  2840.86]  10425.97 60443 28409 1042 60)

= 4 2840. 43l .09 1042 60

L 17 | 2077576 976461 35836.11 207758 976.46 358361

I8 2708 208073 763627 44271 208.07 763,63

19 121770, 57232 210041 121.77] 5723 21004

| 20 | «nnl 20000 738037 42787 20110 738.04)

21 449237 201141 774888 49240 114l 7749

2 | 1231349 578734 2123954 123135 s/8.73 2123.95

23 | 243472 27672 838557 24347 11443] 41996

4 754587 3546.56] 1301587 754.59)  334.66]  1301.59)

25 1888.00]  141063]  5177.01 18880 8874 325 .66

26 27216]  1067.92] 391925 2722 106.19 391.93|

2l 51232 24079 88370 5123 2408 88.37

| 28 617336] 612951 2249532 617.34] 29015 1064.84

b 341325]  160423]  SBR7.SI 4132 16042 588 75

3 1350.%0 98195  3603.76 135.09; 6349 233.02

3l 1558.67| 73257 2688.55 15587 73.26|  268.85

[T 361.78]  170.04]  624.03] 6,180 17.00 6240

33 1358.85 999.24] 366720 13589  63.87 234.39

34 8868 13568 497.04 %87, 1357 4979

15 121737 1067.34__ 3917.15 12174  $1.22 209.98)

36 ¥92.42 985.00, 3614 94 RO24| 4194 153.93

37 821,94 96016/ 3523.79| 8219 3863 141.78

38 W0647]  14404]  SIM63 0.65|  14.40 52.86

39 7.26]  17261] 63349 36.73 1726 63.35

a0 19933 I87.68]  688.80 993 1877 6888

4 2571.47]  1208.59] 443553 25715 12086 443.55

42 2094.74,  984.53] 361621 20947, 98.45 _361.32

5] 206,581 42609  1563.76 90.66, 4261 15638

a4 61940 291.12]  1068.40 6194 2911 106.84)

45 146.23 162.73] 59721 3462 1627 59.72

| JUMLAH | 120209.36] 6415252 235442.75 1202094] 5649.84]  20734.91]

Ao Rata-rata 267.13] 125,55 460.78
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| Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa potensi biomassa dan karbon di Kawasan
ekowisata mangrove tergolong cukup baik yaitu untuk Cadangan biomassa nya sebesar
267 13 ton/ha, Cadangan karbon sebesar 125.55 ton/ha dan serapan CO. sebesar 460,78

ton/na. Sebaran Cadangan karbon wawasan wisata Pangkal Babu disajikan pada Gambar
39

sebaran Biomassa per plot (ton/ha)

Illl‘ll'l.||l|l 1o ..
19 21 23 2% 27 29 31 33 35 37 3

9 41 43 a5

13 S 7 8SN118Y

®No Fiot @ Biomass (ton/ha

Gambar 4.1. Sebaran biomassa plot Kawasan Ekowisata Mangrove

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa potensi serapan karbon perhektar
cukup tinggi 460.78 ton/ha. Mangrove Pangkal Babu, membutuhkan stakeholder terkait
untuk dapat mengembangkan ekosistem mangrove bemilai guna tinggi sebagai penyerap

karbon.
Emisi CO; yang terakumulasi di atmosfer menyebabkan terjadinya perubahan iklim

secara global. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, salah satu upaya yang dapat
dilakukan saat ini adalah meningkatkan penyerapan karbon dan/atau menurunkan emisi di
atmosfer. Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai pereduksi karbon melalui

proses sekuestrasi (C-sequestration).
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Sebagai perbandingan hasil penelitian di lokasi Mangrove, menunjukan hasil pengukuran
kerapatan tegakan mangrove di area tanam Tahun 2004, 2007, dan 2010 adalah 1460
individu/ha, 1868 individuha, dan 2128 individu/ha. Biomassa pada area tanam Tahun
2004 sebesar 206,77 ton/ha (103,39 ton C/ha, dan menyerap 379,09 ton COz/ha) Area
tanam Tahun 2007 memiliki biomassa 293,73 ton/ha (146,86 ton C/ha. dan menyerap
538,50 ton COgz/ha), dan area tanam tahun 2010 memiliki biomassa 260,02 ton/ha (130,01
ton C/ha, dan menyerap 476,67 ton COz/ha). Berdasarkan hasil penelitian, kerapatan
jenis dan umur tegakan mangrove merupakan faktor yang mempengaruhi besamya
biomassa. Hasil uji regresi-korelasi menunjukkan, perubahan kerapatan mangrove akan
berpengaruh secara signifikan pada ekosistem mangrove dalam menyimpan karbon dan
menyerap CO; dari atmosfer (Prakoso, ef. al, 2017). Hasil yang dilakukan di atas sejalan
dengan penelitian yang dilakukan di Mangrove Pangkal Babu dengan hasil serapan
Karbon sebesar 460 78 ton/ha. Tidak jauh berbeda. Penelitian menujukkan meskipun
terdapat perbedaan jenis, namun serapan karbon hampir sama. Artinya bahwa Mangrove
Pangkal Babu, adalah kawasan yang berpotensi sebagai penyerap karbon

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tingg! dan rendahnya serapan karbon,
Daya serap vegetasi gambut masih lebih besar dibandingkan dengan vegetasi yang
berada pada hutan alam. Nilai serapan CO2 yang tinggi oleh vegetasi pada wilayah
mangrove menggambarkan kemampuan vegetasi mangrove untuk memfiksasi CO2 yang
kemudian disimpan dalam bentuk cadangan karbon pada tegakan pohon. Daya serap
yang berbeda pada wilayah mangrove dan wilayah gambut diduga dipengaruhi oleh
kondisi Iklim, topografi jenis vegetasi dan kerapatan vegetasinya. Rahayu ef al, (2010)
menyebutkan bahwa kemampuan hutan dalam menyerap karbon tidaklah sama
tergantung dari tipe hutan, jenis pohon, tipe tanah dan tofografinya.

Dari hasil perhitungan serapan carbon di atas dapal di Estimasi serapan
pendanaan yang memungkinkan, dalam estimasi ini dapat menggunakan luas yang
terdapat dibagian menjorok arah desa sebanyak 226 hektar atau luas yang menjorok kea
rah laut 495 hektar dan atau total luas 721 hektar. Luasan dan harga sangat tergantung
dengan negosiasi yang dilakukan oleh pihak kabupaten dengan pihak pemerhali
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lingkungan. Skema yang dilakukan dalam imbal jasa carbon dapat dipedomani sesuai
regulasi yang berlaku di Republik Indonesia

Tabel 4.3: Estimasi Imbal Jasa Serapan Carbon Mangrove Pangkal Babu

Total Luas ' Serapan Harga Harga Harga Tertinggi |  Keterangan
Manrove Carbon Terendah Menengah
(hektar) _{ton) $5 _$9 __s18 P
228 481 520030 937874 1875 &BMQL
' == 485 | 461 1140975 | 2 053 755 | 4,107,610 | Desember 23
721 481 1661605  2.091.429 | 5,982 858 | Desember 23

Sumber: Data Olahan, 2023

Perhitungan di atas adalah bentuk estimasi, imbal jasa lingkungan, kondisi real
akan sangat ditentukan oleh perlindungan dan pengelolaan terhadap kondisi Mangrove,
dan negosiasi yang dilakukan dengan pemerhati lingkungan.

4.3 Analisis Peluang Perlindungan dan Perkembangan Mangrove Pangkal Babu

Peluang perlindungan Mangrove Pangkal Babu dapat dilakukan dari dua sisi
kondisi sumberdaya manusia dan dari jasa ekosistem “Mangrove® yang tersedia.
Pendekatan dilakukan dengan menghitung faktor Internal dan faktor ekstermnal dengan
menggunakan SWOT Analisis. Berikut adalah hasil analisis SWOT:;
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Tabel 4.4 Internal Faktor dan Ekternal Faktor

. MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN YANMOQNO BARAT
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No | Kekuatan | Kelemahan
‘1 | Ekosistem Mangrove Tumbuh dengan baik/potensi | Status okasi (APL) di dalam Tata Ruang Kabuapten
CcO2 Tanjung Jabung Barat
2 _Kelembagaan kuat ) Inovasi dan Pengetahuan tentang konservasi lemah
3 Perlindungan kebun dari Abrasi Pasum dan Pasus lokasi masih minim
4 Sumber pakan hewani , __| Data catatan sejarah kurang ———
5 | Tambahan ekonomi pemuda desa
| 7 | Ajang Edukasi masyarakat B e ——
8 Muncul kekuatan perlindungan ekos stem mangrove jJ
9 Dukungandesa = - - e
| Peluang Acaman |
| 1| Dukungan pemerintah kabupaten et Konflk vang . ?
2 f Lokasi edukas: dan rekreasi masyarakat uar desa _Konflik kelembagaan’ = ‘
3| Dukungan stakeholder can Pilantropi 1 |
4 Dukungan perguruan tingg: |
5 | Perdagangan Carbon ) —
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Tabel 4.5: Penentuan Nilai Kepentingan dan Bobot Faktor Internal

] | Nhai Bobot
No | Faktor Internal Perbandingan Nilal Kepentingan Kepentingan Faktor
A H 1 K[L| UN F%
s ARNDEEE J K[L| (UN) | (BF%)
: i::“’ﬂ“lﬂmmmmbuhmanbewmm.coz A A[ATATATATATI J]ATA 3 13.64% |
= Ta I,zb”"""“‘ _ Allllele|B|/B|B H I J|B|B 7 10.61% |
= 'S:"be-ar\gmkoymoonm. AlB cicicicic1Jlc|c 7 1061% |
g mbe- pakan biota pesisir AlB|C p/p(p|p|IJ|D|/D 8 9,09% |
fambahan ekonom: pemuda desa AlBlCclD E|E|E I|J|K E 4 6,06%
|_F__ Ajang Edukasi masyarakat 'A'B|Cc|D|E FIFII[J|FI|F 4 6.06%
_ﬁ :;u:culkakuabn perfindungan ekosistem mangrove A B|C|D|E|F GliIly|G]|6G 3 4.55%
ukungan desa A
A HICID|IE|F|G If/J|H|H 3 4 55%
Weaknesses =
Status lokas (APL) di d | ‘
I ! i dalam Tata R |
|| Tanjung Jabung Barat Uang Kabuapten | | | AR ERERE 11 18,67%
J_| Pengetahuan dan Inovasi tentang konservas: lemah JI|J|J|JI]|I[I]|I][Jd]I J|J 10 15,15%
K | Fasum dan Fasus lokasi masih minim ABlclp|lk|Fia|H[I]|JEEL 1 1,52%
L | Data catatan sejarah kurang _ AlelclolelFla/nu[t]s]L] L 1.5¢%
Total | | 66 100,00%
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Tabel 4 6 : Penentuan Nilal Kepentingan dan Bobot Faktor External

I MANGROVE PANGKAL BABU KABUPATEN TANJUNG NG BARAT

’_No Faktor Internal M:. n:'l'ngkm o NS Ur?-oncy _%Bfﬁ‘f.f‘i |
| [ATe ¢ ET E F|G H (UN) (BF%)
__ Opportunities ' e
A | Pasar Karbon M A [BTATATA TA [A o 22,22% |
B Dukungan pemerintah setempat A e elsle & 8 6 L AR
_C _ Dukugen filantropi ada (e @lclc ¢ o lhvl = [ 11,11%
D Dukungan Perguruan Tinggl AlB /C BNID D|D D 4 | 14.81%
E__ Dukungan pemerhati lmgku-\gan ABIc|o BN E[E E 3 11,11%
| F J_Qadah 'ekreas: masyarakat sekitar dll ____AlBlc /D E |G H 0 0.00%
| Threats
_G | Potensi konfik ruang Alsa ' GIDI[E G | G 3 il | 11,11%
' H | Konflik xe wepentingan AlB | H ﬁ)—_' E | H | G H 2 | 7 41%
I — N ] = T2 10000%
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Untuk mengisi Tabel 4.5 dan 4.6 dilakukan dengan melakukan FGD, dan diskusi
terpisah dengan expert dan stakeholder terkait yang berkepentingan dan memiliki

pengetahuan tentang Carbon Capture and Storage pada Kawasan

“Mangrove”,
Selanjutnya hasil Tabel 4.5 dan Tabel 4 6 dianalisis, sehingga menghasilkan Tabel 4.7

Tabel 4.7 : Perhitungan Bobat, Rating dan Skor Strategi Pengembangan Mangrove

__ Faktor l\nnn

— = Bobot  Rating Skor
o chnmn o - o
A Ekoststem Mangrove Tumbuh dengan balk/potens: COZ O,T 4.00— O.Er
B Kelembagaan kuat 0,11 3,67 0, 39
c Pedmdungan kebun dari Abrasi - o 0,11 3.;33 0, 35
D Sumber pakan biota pesisir o 008 333 030
E__Tambahan ekonomi pemuda desa ST 006 333 020
F___Ajang Edukasi masyarakat 0,06 367 022
G Muncul kekuatan perfindungan ekosistem mangrove 0,05 3,33 015
H  Dukungan desa 005 267 o012
 Total - 085 229
Kelemahan
T f;'?,’"’ b;x'mpu di dalam Tata Ruang Kabuapten Tanjung 0.17 4,00 0,67
un .
J—P;ngogahuanmhng konservasi lemah 0,15 3,33 0,51
K  Fasum dan Fasus lokasi masih minim 0,02 2,67 0.04
L Data catatan sejarah kurang 002 233 0,04
Total - 0,35 1,25
__ Peluang 022 3,33 0,74
A  Pasar Karbon 0' 2 333 074
B Dukungan pemerintah setempat S 3:33 0,37
C_ Dukugan filantropi ada . 0'1 5 3,67 0.54
D Dukungan Perguruan Tunggi e —_— 0'11 "300 033
E__ Dukungan pemerhati lingkungan S———— 000 3,00 0,00
?—Wadah rekreasi masyarakat sekitar dll 0.81 : 273
' Total '
—Ancaman — o 3,33 037
- Potensi konflik ruang 0,07 3,33 0,25
'H—?memman 0,19 0,62
ota
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Gambar 4.2 Hasil Perhitungan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Hasil SWOT analisis dalam pola perhitungan berada pada kwadran 2 (dua) atau
dikatakan dengan strategi aggressive, yang menunjukkan, bahwa lokasi Mangrove
Pangkal Babu adalah lokasi yang berpotensi untuk pengembangan ekosistem
“Mangrove™. Potensi ekosistem Mangrove Pangkal Babu telah disupport dengan
berbagai stakeholder terkait, terutama adalah kelembagaan yang kuat di desa,
kemudian diikuti oleh perguruan tinggi setempat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa geliat
Mangrove Pangkal Babu diedukasi oleh Tim Fakultas Kehutanan Universitas Jambi dan
Mahasiswa yang sekarang adalah Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas
Jambi. Secara multifier effect Mangrove Pangkal Babu telah memberikan tambahan
ekonomi masyarakat sekitar Dusun Bahagia. Perkembangan dari kondisi Mangrove
akan menambahkan pemikiran baru untuk keberlanjutan “Mangrove” Pangkal Babu.
Meskipun secara keseluruhan terdapat kelemahan yang membutuhkan dukungan dari
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semua pihak, lerutama dari sisi edukasi, desiminasi dan digitalisasi serta infrastruktur
setempat.

Meskipun demikian, kelemahan yang ada dapal disupport dengan dukungan
filantropi setempat, dan bukan tidak mungkin, jika Mangrove Pangkal Babu, akan
menjadi “Role Moderl" bagi pergerakan lokasi Mangrove sekitar di sepanjang Sungai
Pengabuan dan Lagan yang dalam kondisi rusak. Potensi ekosistem Mangrove Pangkal
Babu sangat berkaitan dan mengacu pada tulisan Hein and Garrelts, 2014- Jodoin and
Mason-Case, 2016; Stephan et, 2014). Bahwa potensi Mangrove Pangkal Babu, dapat
dijadikan Ide dari penurunan emisi dari deforestasi, kesempatan ini dapat dijadikan
sebagai lobi politik lokal, nasional Maupun international sebagai transaksi yang menarik
untuk mendapatkan Cost-Efficient dalam penyelamatan Mangrove Pangkal Babu dan
Ekonomi Masyarakat sekitar. Berikut adalah alternative lokasi masuk menuju lokasi
Mangrove Pangkal Babu.Kondisi menuju Pangkal Babu dapat dilalui dari dua Arah
seperti digambarkan pada peta berikut:

(1) Jalur darat menuju Parit Gantung dapat di lalui dengan Roda 2 dan 4. Namun dari
pant gantung ke lokalsi Pangkal Babu dapat dilakukan dengan menggunakan
pompong dan dapat dilakukan dengan jalan darat kendaraan bermotor roda dua
(waktu tempuh sekitar 10 menit)

(2) Akses langsung dapat dilakukan lewat jalur sungat dari Dermaga Kuala Tungkal,
langsung menuju lokasi Mangrove Pangkal Babu

(3) Lewat Sungai melalui dermaga pelabuhan Roro, menuju Parit gantung dengan
menggunakan pompong (Waktu tempuh kurang lebih 30 Menit)
Meskipun dapat ditempuh dengan tiga cara, namun kondisi belum begitu baik,

ada rintangan lebar jalan pada jalan daral, dan rintangan pembersihan pohon dan
sungai pada jalur sungai. Namun demikian liga jalur dapat dilalui untuk menuju

Kawasan Mangrove Pangkal Babu.
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Gambar 4.3 Peta Alternatif Ases Menuju Pangkal Babu

1. Jarak dari Parit Gantung 3 Km menuju lokasi Mangrove dengan kendaraan roda

dua.
2. Jarak dari Pant Gantung Menuju jalur sungai 2 Km

3. Waktu tempuh dengan menggunakan “Pompong” sekitar 20-25 menit, dengan
kondisi mangrove yang masih mengganggu lintasan grak pompon. Oleh sebab

itu perfu untuk dilakukan pembersihan.

Peluang pengembangan pada kelembagaan pada kondisi existing di lokasi

Mangrove Pangkal Babu, adalah
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Telah tergabung kelompok kelompok potensi di lokasi penelitian dalam
kelembagaan teroganisir. Tiga kelompok yang eksis adalah :

1). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
2). Kelompok Tani Hutan (KT H)
3) Persatuan Pemuda Pesisir (Pasir)

Masing masing kelompok telah bekerja melakukan kegiatan kegiatan yang
bersifat melindungi ekosistem Mangrove Pangkal-Babu, tinggi kesadaran yang tinggi ,
bahwa kepentingan ekosistem Mangrove akan dapat membawa tingkat positivitas yang
tinggl terhadap keberlangsungan ekosistem Mangrove Pangkal Babu dan dapat
membangkitkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Edukasi untuk mempersatukan ketiga
kelompok in1 harus dibangun, oleh pemerintah setempat dan pemerhati lingkungan
sekitarnya.

Kekuatan kelembagaan adalah keberlanjutan bagi Mangrove Pangkal Babu, hal
Ini sejalan dengan ungkapan, bahwa manusia dengan kodratnya selalu ingin
menempatkan dirinya diposisi yang paling terdepan dan terbaik, hal ini bagus dalam
mengejar target yang akan dicapai, banyak peristiwa sukses dengan teori ini, namun
dalam proses pencapaian selalu ada konflik. Oleh sebab itu secara bersama diatur
fungsi pada tugas masing masing, sehingga dalam ruang sama dapat bekerja bersama

sama. (Ferdinant, 2002).
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Darl hasil survey dan perhitungan serapan carbon, serta analisis strategi
pengembangan Mangrove Pangkal Babu, dapat disimpulkan:

1. Ragam spicies yang terdapat di lokasi Mangrove Pangkal Babu cukup tinggi, dan
kerapatan tingkat pohon cukup tinggi.

2. Potensi serapan carbon cukup linggi, dengan jumliah biomassa sebesar 267.13
ton/ha, Cadangan karbon sebesar 125.55 ton/ha dan serapan CO; sebesar
460.78 ton/ha

3. Strategi Pengembangan adalah memastikan perlindungan kawasan Mangrove
Pangkal Babu menjadi lokasi Konservasi, dan memastikan bahwa pengelolaan
yang dilakukan oleh kelembagaan pemerhati lingkungan yang terdapat di lokasi
kawasan Mangrove berkelanjutan. Jalur tranportasi yang dapat di lalui menuju
lokasi dapat dilakukan lewat darat dan lewat jalur sungai.

5.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut terus harus dikembangkan untuk memberikan dukungan

terhadap lokasi Mangrove Pangkal Babu

2. Kerja berikutnya adalah mempersiapkan skema Result Base Payment (RBP),
untuk dapat menjual serapan carbon, hasil tersebut dapat memperkuat
kelembagaan dan infrastruktur di lokasi Pangkal Babu dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia.

3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perlu mendukung untuk
mempersiapkan regulasi dan skema yang mendukung Mangrove Pangkal Babu.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajan efek pemberian hormondan perbaikan
nutris terhadap aktivitas ovarium  Kambing PE vang mengalami gangguan

reproduksi/estrus, Diharapkan dan hasil penelitian i diperoleh metode hormonal yang
cfektif dalam mengatasi gangguan reproduksi kambing PE untuk meningkatkan efisiensi
reproduksinya. Tiga puluh delapan ekor induk kambing Peranakan Ftawa dibagi ke
dalam empat perlakuan yaitu : P| (Ovsynch HO injeksi 4001U GnRH, H7 injeksi 10
mg PFG2a, HY injeksi 4001U GnRH, IB ke pertama di lakukan setelah 12 jam
injeksi GnRH, IB ke dua di lakukan sctelah 12 jam IB pertama), P2 (Insersi spons
progesterone HO, H14 injeksi 2ml PG 600, laluy IB pertama setelah 48 jam injeksi
PG 600, IB ke dua di lakukan setelah 12 jam IB ke pertama), P3 (Perlakuan P|
didahulur pembenan mineral komplit selama | bulan), P4 (Perlakuan P? didahului
pembernian mineral komplit selama | bulany  Peubah yang diamati meliputi respon
estrus, onset ¢strus intensitas estrus, return rate dan NRR. Data onsct dan intesitas
estrus yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA, dan data respon estrus serta
NRR dianalisis menggunakan up chi-square. Hasil penelitian menunjukan bahwa
tidak ada perbedaan respon estrus (P>0,05), 100% pada P1, P2, dan P3, dan 90%
pada P4 Omnset estrus P3 (59,36+7.9 jam), dan P4 (47,15:0,33 jam) nyata lebih
lambat (P<0,05) dibanding P1 (3165162 jam) dan P2 (32,4020,27 jam),
Intensitas estrus P3 (8,6 11,58) lebih tinggi (P<0,05) dibanding P2 (6.6
+1,34), dan P4 (7,2%1,.22) dan tidak berbeda (1’>0.05) dibanding P1 (7.8 +0.92).
Hasil analisis terhadap NRR jugn menunjukan tidak berbeda nyata (7>0,05). Dapat
disimpulkan bahwa, mctode sinkromsasi dan pemberian mineral memberikan
respon ¢strus yang sama, pembenan mineral menmgkatkan intensitas estrus dan
memperlambat onset estrus serta tidak mempemgaruhi NRR.

Kata kunci: sinkronisasi estrus. hormon, kambing. mineral




BAB I. PENDAHULUAN

I. Latar belakang penclitian

Kinerja reproduksi yang ideal pada temak kambing merupakan faktor
determinan dalam keberhasilan usaha ternak kambing PE. Rekayasa reproduks:
yang diterapkan menetukan keberhasilan reproduksi pada temak kambing PE
(Sumaryadi et al, 2010). Gangguan reproduksi menghambat kinerja reproduksi
kambing, sehingga kondisi ideal tidak selalu dapat terwujud. Salah satu gangguan
reprodukst yang cukup menonjol adalsh masa anestrus postpartum yang panjang
(Rosad er al, 2018; Musnandar dan Rosadi, 2022). Ketiadaan estrus yang teramati
pada temak kambing menjadi faktor penting vang berkontribusi terhadap
rendahnya fertilitas (Yizengaw, 2017; Feseha & Degu, 2020)

Sepanjang masa anestrus, folikel mungkin masih berkembang tetapi tidak
tterjach estrus dan ovulasi. Penode ancstrus postpartum normal pada kambing
berlangsung sekitar 60 hari (Ergene, 2012). Perpanjangan masa anestrus postpartum
pada kambing bervanasi, berkisar 10-40% (Yuherman # o/, 2017, Musnandar dan
Rosadi, 2022). Akuvitas normal ovanum yang dimulai lebih awal disertai gejala
estrus diperlukan untuk interval kelahiran yang optimal (Zdunczyck et af, 2002)

Masa anestrus postpartum menggambarkan waktu yang dibutuhkan oleh
seekor induk untuk proses involusi uten dan aktivitas folikel di ovanum, Nutrisi,
aktivitas menyusui, jumlah produksi susu, umur dan panitas induk (Elmetwally,
2018; Yavasdan Walton, 2000), serta stress (Lucy, 2019). mempengaruhi involus:
uten1 dan aktivitas fohkel. Anestrus panjang dapat diakibatkan oleh status energ!
yang rendah (Kamal er al |, 2014), defisiensi protein, dan mineral ( Yuherman ef al.,
2017).

Hormon gonadotropin bertanggung jawab dalam meningkatkan pertumbuhan
folikel yang mengandung sel telur dan proses ovulasi (Hall, 2009). Pemberian hormon
gonadotropin mampu menginisiasi aktivitus ovarium pada kambing yang mengalami
anestrus (Yizengaw, 2017; Fesschn dan Degu, 2020), ditanda pertambahan ukuran folikel
dan kemunculan estrus 3-8 han kemudian (Widiana e al, 2020). Efektivitas gonadotropin
dalam menggentak aktivitas ovarium tergantung kondist kambing (Widiarta et al 2020),
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dosis dan waktu pemberian (Afriani e af, 2014). Pemberian gonadotropin diketahui
meningkatkan fertilitas dengan angka kebuntingan yang lebih tinggi (Budiasa dan
Pemayun, 2019).

Fungsi reproduksi sangat dipengarubi mutu dan jumlah zat nutrisi schingga
status nutrisi adalah modulator sangat penting dalam reproduksi (Blache er af,
2008). Sejumlah riset menunjukkan interaksi antara nuirisi dan reproduksi
ruminansia, misalnya flushing dan mineral menunjukkan perbarkan kinerja
reproduksi (Arshad er af | 2020; Khalifa e af, 2016). Mineral seperti fosfor (P),
kalzium (Ca), magnesium (Mg), yodium (T), mangan (Mn), cuprum {Cu), selenium
(5e), und zing (Zn) terlibat dalam mengatur proses reproduksi vang sukses (Wilde,
2006),

Mineral jarang memamkan peran krusial dalam pemeliharaan metabolism sel
vang nomal dan dan  kekurangannya dapat mengpanggu kesehatan dan
produkiivitas temak (Shawal e «f, 2021}, Mineral jarang adalah fakior penting
dalam berbapai fungs mologis seperti pemeliharaan metabolisme sel, produksi
energl, pembentukan kolagen, transportasi oksigen, produksi hormone, aktivitas

enzim dan sintesis vitamin ([brahim e of, 2013, Suttle, 2010)

1. Tujuan penelitian :

Penelitian ini bertujuan mengkaji stams mutrisi dan hormonal induk kambing PC
betina yang mengalami perpanjangan masa anesirus post parium dan mengkan
upava amelioratif dengan metode hormonal dan pemberian nutrisi tambahan
{mingral miakro dan mineral jaran) rerhadap stamis noiris, status hormonal sera

kinerja reproduks.

3. Kebaruan penelitian

Kajian mengenai gangguan reproduksi pada nduk kambing PE postpartum
umumnya berdasarkan gejala yang dapat diamati langsung atau dan penampilan
cksteriornva, masih sedikit informasi mengani status nuirist dan  status
hormonalnya terutama pada ternak kambing PE vang dipelihara oleh peternak
masvarakat. Begitu juga kinerja reproduksi induk sehelum dan sesudah
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perlakuan nutrist dan hormonal berdasarkan gejala yang bisa diamati dari luar
seperti onset estrus, infensitas cstrus, dan angka kebuntingan Perlakuan
amclioratif yang diterapkan pada kebanyakan studi mengamat satu metode baik
hormonal atau nutnisi dan masih sedikit informasi mengenai  Rekayasa
amehioratif melalw pendekatan integratif hormonal dan nutrisi. Pada penelitian
yang diusulkan, Rekayasa amelioratif pada induk dengan anestrus postpartum
vang panjang dilakukan dengan menggabungkan perlakuan hormonal dan nutrisi
Pengamatan hasil perlakuan hormonal dan nutrisi vang akan dilakukan adalah
pengamatan gejala yang tampak dan luar yaitu onset estrs, intensilas estrus, dan
angka kebuntingan. Untuk mengamati lebih dalam juga akan dilaksanakan
penilman  status hormonal dan status nutrisi yang dapat memberikan gambaran
lebih komprehensif mengenar kondist mduk kambing vang menjadi obyek

penelihan

. Esensi/ pentingnya penelitian

Anestrus postpartum merupakan gangguan reproduksi vang dominan pada induk
kambing PE. Kelambatan inisiasi aktivitas ovanum vang memmbulkan pejala
estrus untuk menghasilkan oosit matang yang akan berpartisipasi dalam peristiwa
fertilisasi menghasilkan embrio  menycbabkan interval kelahiran mengads lebih
pargang. Hal i menurunkan  efisiensi  reproduksi  induk kumbing  yang
menvebabkan kerugian ckonomi bagi peternak. Pengkajian status hormonal dan
dan nutrisi pada induk kambing dengan gejala anestrus postpartum  penting
dilakukan agar didapatkan informasi akurat mengenm  langkah
penangpulangannya yang lebih tepat Upaya amelioratif dengan pemberian
hormon dan nutrisi tambahan berupa mineral makro dan mimeral jarang perlu
diteliti untuk menguy efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja reproduksi

induk kambing PE yang mengalami anestrus postpartum
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BAB IL TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anestrus Postpartum (Puerperium)

Anestrus post partum (puerpenum ) pada dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap
Yailu puerpenum awal , puerperium khinik, puemperium keseluruhan ( Emetwally
2018), Faktor utama yang mempengaruhi anestrus postpartum pada kambing
adalah: 1) involust uterus, 2) kurang umpan balik positif dari sumbu hipotalamus-
hipofisis-ovarium yang menyebabkan penurunan aktivitas ovarium setelah mfas dan
kembali berahi, 3) masa laktasi, 4) keaduan pizi ibu sebelum dan sesudah
melahirkan, 5) kondisi tubuh dan 6) penyebab lingkungan, seperti stres panas dan
interaksi sosial (Mbayahaga et al . 1998. Oliviera et 4l, 2013)

Pada kambing puerperium awal tegadi 9 hari selama plasenta harus keluar baik
sccara alami maupun manual Puerperium Klinik berlangsung 21 hari dimana uterus
kembali ke ukuran normal, tetapi stuktur histologis belum normal. Puerperium
keseluruhan berlangsung sekitar 42 han dimana uterus memperoleh struktur
histologi yang normal schelum kebuntingan Pencin dan luar masa puerpenium
adalah tidak munculnya gejala estrus. Anestrus merupakan kondisi vang terjadi
pasca melahirtkan  dimana betina ndok menunjukkan cstrus dan ovulasi
(Berardinelli 2007). Kondist i karena adanya ovanum yang tak akof, dan jika
terjadi perkembangan folikel, udak ada cukup matang untuk diovulasikan (Monticl
dan Ahuja 2005),

Perpanjangan puerpenimm  adalah penyebab utama betink gagal kawin
kembali selungga merupakan penyebab nfertilitas utama (Whitier ot al 2008)
l'erdapat hubungan negatl antara lama puerperium dengan angka kebuntingan
sccara kescluruban. Penurunan ini mungkin diakibatkan oleh faktor-faktor penycbab
perpanjangan puerperium dan bukan ofeh perpanjangan itu sendini (Hess et al 2005).
Di negara empat musim, kebuntingan kambing PE yang menyusui bisa tertekan
drastis olch banyaknya betina menyusui yang anestrus pada awal musim kawin
(Short er al., 1990)

Lama puerperium terkait dengan lama mvolusi uteri pasca melahirkan

Setelah partus, uterus harus kembali kondisi non-gravid dan siklisitas seksual harus
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muncul aga diperoleh konsepsi. Efisiensi dari kedua proses reproduksi kritis i
ditambah cfisiensi  kawin alam atau IB  direfleksikan dari interval kelahiran
(Abeypunawardena dan Dematawewa. 2004) Terdapat korelasi nyata antara waktu

penyempurnaan involusi uterus dengan estrus pertama (Kadu dan Kalkini, 1976)

2.2, Involusi Uteri

Restorasi uterus ke ukuran dan fungsi normal sotelab melahirkan dischut
nvolusi uterus yang tergantung pada laju kontraksi myometrium, eliminas: infeksi
bakten, dan regenerasi histologis endometrium (Elmetwally et al, 2016). Involusi
uterns diperlukan sebelum kambing bunting kembali. Pada kambing, involus: uteri
merupakan dasar untuk menghasilkan konsepsi bam dan membutubkan beberaspa
proses fisiologis, seperti pengurangan ukuran uten, kehilangan jaringan, perbaikan
sisa jaringan dan pengurangan cairan jaringan (Obese et al 2015 ). Meaurut Olivera
et al, (2013) uterus kambing membutuhkan 4 sampai 5 minggu untuk mvolus:
Peaode i mungkin diperpanjang tergantung pada tingkat kontaminasi, retensi
sclaput janin (Gordon et al, 1987) dan produksi estropen (Nascimento et al, 2021)

Akibat  keluamya fetus, produksi oxytocin dan prostaglandin  Fa
menurunkan ukuran uterus (Endquist ct al, 1978), Penurunan ukuran uterus terpads
secara logantmik, perubahan terbesar tenjadi selama han-han awal setelah
melahirkan (Noakes et al 2001) Involus: uterns dianggap selesai jika kedua cornua
kembali ke ukuran vang sama scbelwn bunting pada lokast normal di dasar pelvis,
kondisi dan konsistensi normal (Gohar et al 2018). Involusi uterus dihasilkan dan
3 proses yvang tumpang tindih vaitu : kontraksi utcrus, hulangnya janngan dan
perbaikan jaringan (Gier dan Manon, 1968) Diameter uterus berkurang separuh
setelah 5 han postpartum, sedangkan panjangnyva memendek setengahnya 15 han
postpartum (1986). Involusi uterus dimulai dengan cepat dan perubahan benkuinya
lebih lambat. Pengurangan laju mvolusi antara han ke 4 sampar 9 postpartum,
periode percepatan har ke-10 sampai 14, kemudian penuruan secara gradual
setelahnya (Morrow 1986).




Pengurangan ukuran uterus diakibatkan akibat vasokontriksi pembuluh

darah terkait dengan kontraksi myometrnum pada skala logaritmik dengan
perubahan utama terjadi beberapa hari setelah kelahiran 1lterus postparium
berkantraksi mencapai setengah panjang saat buntingnya setelah 15 hari dan bobot
uterus menurun dan 9 kg saat melahirkan menjadi | kg 30 hari postpartum (Gier
dan Manion 1968). Prostaglandin berperan dalam mengontrol involusi uterus
(Sheldon et al, 2003), korelasi positif antara konsentrasi metabolit PGF2a dengan
diameter comua werus sudal diketahui

Dalam 48 jam pertama postpartum, terdapat bukti perubahan nekrotik awal
pada masa septa carunculae, pembuluh darah caruncular dengan cepat mengecil |
Setelah 5 hari, nekrosis terjadi dengan cepat, sehingga stratum compactum
diselimuti lapisan nckrotik yang memuat leukosit. Beberapn disntarn material
nekrotik dan berkontribusi ke dalam lochia. Pembulub darah kecil, terutama areriol,
mencnjol keluar dari permukaan carunculae, ada pengeluaran darsh, menvebabkan
wama merah pada lechia. Sepuluh han seiclah melahirkan, schagian besar jaringan
caruncular nekrotik mengelupas dan mencair, dan 135 hari postpartum pengelupasan
selesa, mennppalkan potongan pembuluh darah vang menonjol dar steamom
compactum vang terpapar. Hal ini secepatiya menjadi hicin di han ke-19, pembulub
darah menghilang (Elmetwally dan Bollwein, 2007: Arthor et al, 1998)

Repeneraxi epiteliom dan endometrium terjadi serera setelah kelahivan di
area dimana kerusakan tidak senus dan disempumakan pada daerah inler-
caruncular pada han ke-8. Reepitelisasi komphit dan canomeolae, dimima sebagian
besar berasal dan pertumbuhian sel seninpetal kelenjsr-kelenjar uterus sekelilingmny,
diselesaikan hari ke-25 dan seterusnya, walaupun tahapan dimana penyembuhan
telah sempuma bervariasi. Selagi perubhan ini terjadi, caruncula menjadi lebih kecal
sehingga pada hari ke 40-60, caruncula terdiri atas tonjolan kecil berdiameter 4-8 mm
dan tinggi 4-6 mm. Caruncula im juga berbeda dengan nullipara karena lebih besar
dan mempunyai peigmentasi melanin serta mempunyal lebih banyak pémbilan
darah (Moakes et al 2001)

Cervix mengerut dengan cepat postpartum, dalam 10-12 jam hampir tidak

mungkin memasukan tangan memlalui cervix ke dalam uterus dan 96 jam hanya
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bisa memasukan 2 jari (Arthur et al, 1996) Cervix Juga mengalami atrofi dan
pengerutan karena climinasi cairan dan pengurangan jJanngan otol. Diameter
extemal cervix 15 cm pada hari ke-2, 9-11 hani ke-10, 7-8 ¢ hari ke-30 dan 5-6 em
hari ke-60 (Noakes ¢ al, 2001)

2.3. Aktivitas Ovarium Postpartom

Mulainya aktivitas ovanum postpartum diperlukan untuk memperoleh
fertilitas normal dan interval kelahian yang dapat diterima (Elmatwally, 2018)
Rangkaian kejadian penyebab estrus dan ovulasi postpartum sama dengan siklus
yang normal (Walters et al 1982) dan sangat tergantung interaksi hipotalamus-
piuitan yang berfungsi penuh. Kebuntingan menginterupsi  siklus saling
mempengarul antara hipotalamus, adenohifofise, dan gonad karena sekres: steroid
plasenta yang banyak, yang menimbulkan efek umpan balik negative berkelanjutan
(progesteron) dan menghabiskan simpanan LT di pituitary (estradiol) sampai
berakhimya kebuntingan (Moss ¢t al, 1981). Jadi, mulainya siklisitas ovarium
tergantung pada lyju pemuliban interaksi hipotalumus-pituitan yang terjadi dalam
tiga fase yang berbeda (William 1990). Fase pertama, dimular 2-4 minggu sctelah
melahirkan, ditandai dengan pengisan  simpanan  LH  pitutary.  Siklus
pengosongan/pengisian LH prtuntary antenior merupakan faktor penghambat utama
untuk pemulihan (Nett ot al, 1988) Fas¢ kedua berhubungan dengan kenaikan
sensitivitas hipotalaus rerhadap umpan balik positif estradiol (1974). Fase ketiga
pemulthan membutuhkan penghindaran terhadap efek  menyusui.  Aks
penghambatan kebuntingan terhadap perkembangan folikel pada kambing berlanjut
setelah melahirkan melalui mekanisme yang melibatkan cornua uteri dan/atau
ovarium yang mempunya corpus luteum kebuntingan (Rexroad et al, 1975), Corpus
luteum graviditatum menghambat pertumbuhan folikel antral bahkan setelah
kelahiran (Dufour et al, 1985). Aks: penghambatan ini berlanjut selama 20 hari
postpartum dan menurunkan frekuensi ovulasi dan ovarium ipsilateral terhadap
uterus vang bunting sebelumnya (Saiduddin et al, 1967)

Uterus juga terlibat dalam mengontrol fungsi ovarium postpartum (Peters

dan Lamming, 1990). Uterus mempengaruhi aktivitas ovarium Karena sebagian
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besar induk postpartum, evulasi tecjadi di ovarium kontralateral dengan comua yang
bunting sebelumnya (Arthur ¢t al 1996), Selain ity ditemukan bahwa metabolit
prostaglandin biasanva kembali ke level normal sebelum ovulasi pertama
postpartum. Axis ovanio-ulerus menghambat sekresi LH dari pituitary selama
periode awal postpartum (Schallenberger et al. 1982). Adrenal cortex juga berperan
penting dalam kembalinya estrus postpartum (Elmetwally, 201 8)

Pendapat mengensn waktu pertama kali estrus postpartum berbeda-beda
(Chalapati et al, 1980), estrus pertama vang dilaporkan berkisar 6 — 55 hari (Moore
efal 2017). Pertumbuhan folikel terdetekei pada awal periode postpartum antara 4-
5 han postpartum (Kesler et al 1979) Activitas foliluler terjadi 7-10 han postpartum
pada semua induk yang normal. Perubahan ovanum terjadi setiap 4 hari selama
periode postpartum pada kambing perah dan rata-rata inferval dan melahirkan
sampai munculnya folikel (diameter 0.5 -1,0 em) adalah 15,0= 0,2 hari. Jumlah rata-
rata folikel kecil (diameter 3-5 mm) menurun hari ke-25 postpartum dan jumlah
folikel besar (10— 15 mm atau dia tas 5 mm) meningkatnya dengan peningkatan
hari postpartum (Lucy el al, 1991)

2.4, Faktor Mutrisi dalam Anestros Postpirium

Meaurut Van Knegsel et al. (2005), betina memiliki kebutuhan gizi vang
timggi sclama scpertiga terakhir kehamilan karena pertumbuban janin yang intens,
Selelah lahir, kebuluhan akan enerey dan protein mencapar Lnekat lerting g selama
menyusui, menyebabkan keseimbangan encrgi neganl  Jika tuntutan ini hdak
terpenuhi, pemulihan siklus ovanum kKeduanve akan terunda untuk anesirus
fisiologis dan gim (Salmito-Vanderley dan Junior, 2004 ). Efick NEB pada kesuburan
terkat dengan perubahen metabolisme dan endokrin ity mempenpganlu
peruimbuhan folikel dan akibamya produksi progesteron oleh korpus luteumn
{Mbahayaga ¢t al, 1998). Menurat NRC {2007), asupan coergi postparium oleh
kambing berflukuasi berdasarkan jumlah anak, produksi sasu, dan kondist fuboh
saat lzhir. Nutrisi yang cukup sangat diperfukan bahwa belma dapal melahirkan
anak mereka dengan skor kondisi mbuoh antara 2.5 dan 3.5 (Bao et al, 1995).

Efek nutrisi pada reproduksi dimediasi oleh berbagai hormon. [Diantara
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mereka, hormon pertumbuhan (GH), insulin, dan insulin-like factor-1 (IGF-I)
adalah mediator penting efek kescimbangan encrgi pada pertumbuhan folikel pada
kambing (Paez Lama, 2016). Kerja insulin dan IGF-1 langsung pada pertumbuhan
folikel,  merangsang folikulogenesis  dan  produksi  steroid dengan
merangsang produksi 1.H dalam sel teka (Krajnicakova et al, 1999).

Interaksi antara nutrisi dan reproduksi sudah lama diketahui berimplikasi
penting terhadap Kinenja reproduksi (Smith dan Chase 2010). masa puerperium
adalah kejadian reproduksi yang terdampak besar oleh faktor nutrisi (Boland et al.
2001). Pembatasan asupan energi selama akhir masa kebuntingan meningkatkan
lama anestrus postpartum (Bellow et al, 1982). Dampak energi yang tidak cukup
selama akhir kebuntingan tidak dapat diatasi dengan peningkatan asupan energi
postpartum ( Scramuzzal dan Matin, 2006)

Pembenan protemn dan urea, induk laktasi awal diben pakan mengandung
16% protem dan di akhir laktasi mengandung protein 12%, menjamin fertilitas
induk (Surar 1999). Pemberian pakan tinggi lemak ke dara dan induk postpartum
meningkatkan produksi progesterone dan dava tahan corpus luteum (Smuth dan
Chase, 2010). Level progesterone yang lebih ungg selama fase luteal umymnya
meningkatkan fertilitas Penmpkatan lemak pakan jugs meningkatkan pertumbuhan
folikel (Bindan et al 2013)

Jumlah folikel kecil dan sedang meningkat pada induk dan dara yang diben
pakan tinggi lemak (Kreplin dan Yaremico, 2009.. Randal, 1990). Peningkatan
pertumbuhan folikel disenao produks) kenakan estrogen dan‘atan progesteron
Peningkatan pertumbuhan  folikel dan  kenaikan  produksi  hormoe  dapat
meningkatkan reprodduksi (Hemler, 1980, Stoecker, 1990), Dampak lemak
terhadap reproduksi kambing menjadi fokus pencliian yang diperimbangkan
(Elrod dan Butler, 1993). Asam-asam lemak dan kolesterol adalah substansi sintesis
hormone, peningkatan lemak dalam pakan dapat memingkatkan level hormone
reproduksi - (estrogen, progesterone, prostaglanding atau lemak  dapat secara
langsung pada aksis reproduksi. Pengaruh lemak mungkin independent atau aditif
terhadap kenaikan ketersediaan energi (Bindan et al, 2013)




2.5, Peta Jalan Penclitian

Penelitian i1 adalzh bagian dan penelitian reproduksi hewan di
Fakultas Petemakan Universitas Jambi. Penelitian bidang reproduksi hewan
mengacy RIP Universitas Jambi, bidang unggulan ruminansia. Peta Jalan

penelitian i adalah sebagai berikut (Bagan)

Peta Jalan Penelitian Gangguan Reproduksi Ternak

Penettian Penelitian
Dacar Terapan

7203021

Nivxn

Bagan. Peta Jalan Penclitian Gangguan Reproduksi pada Ruminansia

Penclitian vang diusulkan ini adalah kelanjutan dani penelitian sebelumnya (Rosadi
el al 2018). Hasal peneliban terdahulu tersebul menunjukkan bahwa pada kambing
PE vang dipelihara peternak di Provinsi Jambi tenjadi gangguan reproduksi vang
terdeteksi pada ovarium dan panjangnya masa anestrus postpartum. Temuan i
perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab gangguan reprodukss

serta mengeksplorasi gangpuan reproduks: pada organ reproduks: lannya
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Umiversitas Jenderal Soedirman,

b. Pemberian hormon dan mineral
Sebunyuk 15 ekor induk yang memenuhi kritena ancstrus postpartum panjang
dibagi secara acak ke dalam 4 perlakuan yaitu.
P1. protokol ovsynch (HO: injeksi, H-7: injeksi 35 mg PGF2, H-9 injeks: 100pg

GnRH, IB 16 jam setelah injeksi GnRH kedua)

P2 sinronisasi estrus dengan injeksi 35 mg PGF2a, 2 kali dengan interval 11
hari, IB 56 jam setelah injeksi kedua
P3: perlakuan Pl didahului pemberian mineral kompht (Medion, Bandung)
selama 2 bulan dengan dosis sesuai rekomendasi produsen
P4, Perlakuan P2 didahului pemberian mineral komplit (Medion, Bandung)

selama 2 bulan dengan dosis sesuai rekomendasi produsen

¢. Pengamatan Estrus, Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kcbuntingan
Pengamatan estrus dilakukan mulai hari ke-2, dilakukan 2 kali tiap han yaitu
pagi hani pukul 06.00-07.00 dan sore hari pukul 17.00-18 00. Onset estrus adalah
saat gejala estrus teramati pertama kali, dengan gejala utama yang diperhatikan
adalah munculnya leleran lendir vagina dan pembengkakas vulva
Insemmast buatan  dilaksanakan pada induk yang menugjukkan gejala
estrus. Pemeriksaan kebuntingan dilakukan dengan cksplorasi rektal 60 han setelah
IB. Straw semen beku vang digunakan berasal dari pejantan yang sama dan kode
produksi vang sama. Dan pengamatan estius, IB dan pemeriksaan kebuntingan
diukur parameter sebagai berikut:
a. Respon cstrus : persentase jumlah betina yanyg menunjukkan gejala estrus
b. Intcnsitas estrus ; Nilai rata-rata skor ¢iri-Cin estius.
c. Fertility rate: Persentase jumlah betina bes anak dan seluruh betina yang estrus
d. Analisis Data
Data konsentrasi masing-masing mincral makro dan mineral jarang sera
konsentrasi FSH dan estrogen dianalisis dengan up-T. Data onset estrus dianalisis
dengan uji-T, persentase estrus dan persentase kebuntingan dianalisis dengan uji

khi-kuadrat. Perhitungan statistik mengunakan perangkat lunak SPSS
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BAB IV, HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Survey kambing anestrus postpartum panjang

Survey kambing yang anestrus postpartum panjang dilakukan terhadap daersh
yang memiliki jumlah kambing cukup banyak yaitu di Desa Sungai Muluk
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan hasil survey ditemukan 50 ckor
kambing di desa Sungai Muluk mengalami anestrus Panjang sehingga ditetapka
daerah Penelitian di Desa Sungai Muluk serta diambil sampel sebanyak 20 ekor
kambung. Pada kedua puluh ekor sampel tersebut selanjutnya diukur skor Kondisi
Tubuhnya (SKT) dan diperoleh nilai SKT berkisar anatar 3-3,5 sehingga dapat
dianggap kambing memiliki pertumbuhan yang banormal  Pada kambing sampel
tersebut selanjutnya akan dilakukan test terhadap kandungan histogram darah dan
kandungan mineral dan selanjutnya dilakukan perlakuan hormon untuk merangsang
terjadinya estrus, bila kambing terjadi estrus dilakukan inseminasi buatan, Setelah

I bulan dilajukan pengujian kebuntingan/USG
4.2. Hasil Histogram Darah

Kambing diambil sampel darahnya menggunakan spuit dan dilakukan
pemenksaan dengan menggunakan mesin, karena hasil pemeriksaan menggunakan
mesin hastinya terdapat beberapa kandungan sel darah yang kurang terbaca
sehingga dhlakukan juga pemenksaan secara manual menggunakan preparate ulas

Hasil gabungan dan pemenksaan darah kambing sampel adalah sebaga: benkut

Tabel 1, Histogram darah kambing sebelum perlakuan hormon

Sampel RBC HGB  HCT  MCV  MCH  MCHC RDOW_CV RDW_SD

1 1045 138 191| 183 132 723 78 358
2. 7,24 72| 126 175 50 571 62 356
3, 695 | 53| 125| 179 76 424/ 68 30,2
4. 8,24 47 148 179 57| 318| 68 336
5. 1117 718{ 213| 191 67 352 88 37,8
6. 12,04 74 23| 185| 61 332 83 38,6
7. 107] 6 198 185 62 333 78 36,7
8 10,46 65 189 181 62 344 73 37,5
9. 1099, 74| 201| 183 67 368 7.8 38,1
10. 6,48 a5 114 175 59 395 6,8 34,7
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11. 697, 8 122| 175] 121] a9 6,8

12. 544/ 29 93! 171! 53 312 5,7
13. | 904 56 161 178 62| 248 6,8
14, | 937 61 17,1 . 18,2 6,5 357 7.3
15. 7,62 44 137| 179 58 3 68
16. 10,7 65 20 18,7 6,1 325 78
17. 11,49 73| 21,7 189 4! 336 8,3
18. 8,6 4| 152 177 51 289 6,8
19. | 107 64| 188 185 63| 340 7,8
0. | 856 51| 152| 178 6| 33 5,8
Rataan | 9505 945 17,15 1805 9.6 204.15 73

Tabel2. Histogram darah kambing scbelum pemberian
(Penhitunganmanual)

Sampel WBC Lym% Mid% GR% Lym# Mid#

253 273 09 718, 069| 0,02
1,76 37,1 0,9 62, 065 002
193 739 26 235 142 005

Wio NN B W N e

e
[l

2,34 258 0,5 73,7 0,6 0,01

P R Tl el L e Ll
OWIN N OIWVIA LN

Rata-
rata 2,53 273 09 718 0,69 | 0,02

375
31,8
36,7
34,2
33,9
364
35,6
32,5
35,3

35,86

1583

hormon

GR#
182
1,09
0,46

1,73

1,82

Kambing memiliki Skor Kondisi Tubuh vang normal vaitu berkisar 3-3.5

tetapi memiliki anestrus Panjang serta memiliki kandungan sel darah putih yang

rendah/dibawah normal dan dapat dianggap kambing-kambing tersebut mendapat
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stress dan belum mendapat penjelasan tentang kekurangan mineral mikro dan hasil

sinkronisasi estrus
4.3. Respon Estrus

Respon estrus im dilakukan dengan cara, melihat berapa ekor kambing yang
mengalami estrus di setiap perlakuan setelah dibenn Hormon. Hasil penelitian
didapat bahwa respon estrus dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini,
[abel3 ResponEstrus

Periakuan N(Ekor) Jumlah Ternak Biralu Persentase Estrus (%)
(Ekor)
Pl 9 9 100
P2 10 10 100
P3 4 9 100
P4 10 9 90

Keterangan - PI=Ovsynch, P2=Spons progesterone, '3 ~Rombinas: P1 dan Mineral,
Pi=Kombinas: P2 dan Mineral

Berdasarkan tabel diatas nilai dani Respon estrus pada kambing Peranakan
Etawa di Desa Sungai Muluk Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tidak berbeda nyata (P>0,05) Hal ini berarti injeksi hormon dan
suplementasi mineral yang dibenkan berdasarkan keempat perlakuan tidak
berpengaruh terhadap nilai respon estrus karena nilainya adalah 0,411 > 0,05 dan
persentase nilai respon estrus yvaitu P1=100%, P2=100%, P3=100% dan P4=90%
Kambing betina yang telah melahirkan cenderung mengalami estrus lebhh cepat
dibandingkan dengan vang belum melahirkan. Hal im diduga karena faktor usia, di
mana kambing vang pernah melahirkan menunjukkan respon estrus yang lebih
cepat. Secara umum, temak betina yang semakin dewasa akan mengalam
peningkatan fungsi organ reproduksi sampai batas tertentu. . Hal imi sependapat
dengan Frnicle dan Shaver (2007) yang menyatakan bahwa temak betina dewasa
lebih sering berovulasi lebih dan satu sel telur
4.4, Onset Estrus

Onset estrus adalah waktu pertama kali gejala estrus muncul dihitung dan
injeksi hormon terakhir berdasarkan keempat perlakuan. Hasil penehiian onset
estrus dapat dilihat pada tabel 4 dibawah i
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Tabel 4, Onset Estrus

* Perlakuan (Dosis Hormon) Waktu imbulnya Estrus
(Jam)
P1 (Ovsynch : 4001U GnRh. 10mg PGF2a, 4001U 31,65+6,2°
GnRH)
P2 (Inserst Spons: PG600 2ml) 3240027
P3 (Mineral, Ovsynch) 5936179
P4 (Mineral, Insers: Spons) 47,1540 330

Keterangan  1=Ovsynch, P2=Spons progesterone. Pi=Kombings: Pl dan Mineral, P3=Kombmasi
P2 dan Mineral

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa suplementasi mineral
berpengaruh nyata (P<0,05) menghasilkan onset estrus yang lebih lambat pada P3
vaitu 59,3617.9 jam, serta P4 vaitu 47,15+0.33 jam dibanding P1 (31,65£6,2 jam)
dan P2 (32,402027 jam) yang tidak menggunakan mineral. Hasil penelitian
penundaan onset estrus pada kambing setelah pemberian mineral dapat disebabkan
oleh beberapa factor, salah sat faktornya adalah konsentrasi mineral vang diberikan
dalam suplementasi. Jika konsentrasi mineral tertentu melebihi kebutuhan tubuh
kambing, hal im dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan mempengaruh
siklus reproduksi, termasuk waktu estrus

Dalam penelitian i, terdapat perbedaan dalam waktu munculnya estrus
setelah pembenan injeksi hormon terakhir Perbedaan i disebabkan oleh
perbedaan umur pada kambing, di mana kambing vang sudah melahirkan memiliki
sistem reproduksi yang lebih berkembang danipada kambing vang masih dara. Hal
ini menyebabkan ovarium pada kambing yang sudah melahirkan lebih besar
dibandingkan dengan kambing yang belum melahirkan. Temuan im sejalan dengan
penelitian sebelumnya oleh Nalbandov (1990) yang menyatakan bahwa ukuran
ovarium tergantung pada umur dan status reproduksi hewan Peneliian juga
menemukan bahwa onset estrus setelah sinkronisast estrus sangat dipengaruhi oleh
aktivitas ovarium, teratama keberadaan korpus luteum yang aktif dan normal serta
siklus reproduksi yang normal. Selain itu, perbedaan dalam hormon yang digunakan

dan kombinasi dengan hormon lain juga menycbabkan perbedaan dalam
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onset estrus. Hal im sejalan dengan penclitian oleh Toelihere (2003) vang
menyatakan bahwa onset birahi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis hormon
yang digunakan, dosis yang diberikan, faktor pengamatan, kondisi hewan, dan
pakan yang dibenikan. Perlu dicatat bahwa faktor umur dan individu ternak Juga
mempengaruhi onset birahi pada kambing (Siregar et al, 1999)
4.5 Intensitas Estrus

Intensitas estrus merupakan tanda- tanda yang membedakan penampilan
estrus yang ditunjukkan oleh kambing Peranakan Etawa. Hasil penelitian Intensitas
estrus dapat dilihat pada Table § dibawah ini.

Tabel 5. Intensitas estrus

Perlakuan (Dosis Hormon) Intensitas Estrus
P1 (Ovsynch : 400IU GnRh, 10mg PGF2a, 40011 7.8 20 92"
(mRH)
P2 (Insersi Spons: PG600 2ml) 6,6 =1 34°
P3 (Mineral, Ovsynch) 8,6 £1.58
P4 (Mineral, Insersi Spons) 1.2%1,22°%

Keterangan @ P1-Ovsynch ﬁ:-Spom progesterone, P3=Kombinasi P1 dan Mincral,
P3-Kombmas P2 dan Mineral

Tabel di atas dapat dilthat bahwa Intensitas estrus P3 (8,6 £1,58) nyata lebih
tingg (P<0,05) dibanding P2 (6,6 £1 34), dan P4 (7241 22) serta ndak berbeda
(P>0,05) dibanding P1 (7,8 10,92). Hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa
metode sinkronisast dan pemberian mineral sccara bersamaan memiliki efek positif
dalam meningkatkan intensitas estrus pada kambing PE. 1lal ini menunjukkan
bahwa kombinasi dan kedua faktor tersebut dapat membenkan hasil yang lebih bak
dalam mempengaruhi respons reproduksi pada kambing.

Socheh (2017) berpendapat bahwa perbedaan kenampakan intensitas estrus
ini dapat dipengaruhi oleh asupan pakan yang di konsumsi oleh ternak itu sendiri
terutina apabila pakan Kuwrang dapat berpengaruli pada intensitas estrus yang
ditunjukan. Apabila temak mengalami kekurangan asupan makanan akan
berpengaruh terhadap penampilan gejala berahi yang Kurang jelas karena proses

sintesa dan regulasi hormon-hormon reproduks: terganggu (Abidin e al |, 2012)
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Pengamatan intensitas estrus dilakukan saat akan di lakukan insemunasi buatan ( IB),
dan dilakukan setiap pagi dan sorc han. Hal i sesuai pendapat Socheh (2017) baliwa
pengamatan intensitas estrus dilakukan 2 kali sckali vaitu pada pagi dan sore hari
Pengamatan intensitas estrus ini dilakukan dengan pembenan skor terhadap masing-
masing sapi. Hasil penelitian Kune er al., (2007) bahwa gejala birahi vang terlihat
adalah gelisah, perubaban kondisi vulva (bengkak dan berwamna merah), keluar
lendir, dan dinaiki pejantannya.
4.6. Non Return Rate

Non Return rate menunjukan bahwa kambing yang telah di Inseminasi
Buatan tidak menunjukan estrus Kembali schingga dapat diduga lelah tegadi
fertilisasi dan kemungkinan terjadi kebuntingan. Non return rate sering digunakan
schagni indicator keberhasilan 1B olch para peternak maupun inseminator. Hasil
Penelitian pengaruh perlakuan terhadap non return rate disajikan pada Tabel 6

Tabel 6. Non Return Rate

Perlakuan N (ekor) Non Return Return
Pl 7 6 ]
P2 10 10 0
P3 8 6 2
1" 9 7 2

Hasil analisis statishc pengaruh perlakuan terhadap non relurn rate
menunjukan tidak berpengaruh nyata (P>0,05). Hal imi diduga karena pemberian
400 pg GnRH dilanjutkan dengan pembenian 10 mg PGF2 sudah cukup untuk
meningkatkan nilm NRR. Feradis (2010) menyatakan bahwa NRR adalah
persentase hewan yang tidak menumjukkan biraln kembali atau hila tidak ada
permintaan inseminasi lebih Lanjut dalam waktu 28 sampai 35 han atau 60 sampai
00 hari. Hasil yang diperoleh pada penclitian ini adalah P1-83%, P2=57% dan
P3-80%. Partodihardjo (1992) menyatakan bahwa angka kebuntingan dianggap
baik apabila mencapai angka 60% untuk IB pertama. Kondisi ini menunjukkan
bahwa mnilsi NRR sapi perlakuan sudah cukup baik. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi nilai NRR, Sapi indukan juga jarang dikeluarkan dan kandang
sehingga menyebabkan intensitas ternak mendapatkan sinar matahan sangat rendah

Tingkat keberhasilan IB dipengaruhi olch faktor lingkungan sepert iklim,
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BAB V, KESIMPULAN

Derdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, metade sinkronisasi
dan pemberian mineral memberikan respon estrus vang sama, pemberian mineral
meningkatkan intensitas cstrus dan memperlambat onset estrus. namun tidak

mempengaruhi NER,
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pengusulan penelitian pada Universitas Jamb:

Jambi, 30 November 2023
Ketua Tim Pengusul

Dr, Ir. Endn Musnandar, MS
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ANGGOTA
A. Identitas Diri

Nama Lengkap (Gelar) | Dr. Bayu Rosad, SPt, MSi

Jabatan Fungsional | Lektor
Jabatan Struktural ] Penata/lll ¢
NIP/NIK/Identitas lamnnya | 197212101999031003

NIDN
|6 | Tempat dan Tanggal Lahir
7 | Alamat Rumah
| Nomor Telepon/Faks/ HP
10| Alamat Kantor

11 | Nomor lelepon/}aks
(12 | Alamat e-maill

13 | Lulusan yang TEI:anDih:\n_g]kggi
14. Mata Kuliah yg Diampu

[ 0010127207
Tasikmalava, 10 Desember 1972
. JI. Seroja BIV(A)K‘C_C#IO\ Mendalo Asn. Jambn
085382875777
' J1. Jambi-Muara Bulian KM 14, Mendalo Indah

0741-582907

I‘-.s\n*n\-x_x:l_;..' qm.aﬂ com

S-1=21 orang; S-2~ - Orang, S-3- - Orang
1. limu Reproduksi Ternak

2. Tcknologt Reproduksi Temak

3. Efisienst Reproduksi Temak

o

B. Riwayat Pendidikan

[ SI - s \ 83
Nama Perguruan Tingg Universitas Jambi T IPB
“Bﬁlaai\g- e Prod Temak Biologi Reproduksi ' Biolog Reproduksi
Tahun Masuk-Lulus 1991-1996 2000 = 2062 o
" Judul Sknpsi/ Thesis/ ' Pengaruh Produks Khimera | Preservasi
Diseras Pambenan [ynoral Mencit dengan | Ovanum, Isolas:,
techadap Produksi Metode Agregas | dan Kultur Folike!
Telur Puyih Embno | In Vitro pda
s | Domba
Nama Drh Kadarman Prof drh. Anef | Profdrh. Anel
Pembimbing/Promotor Boediono, Ph.D; Boediono, Ph.D;
Prof. drh Yuhara Dr. M. Agus
Sukra, M. Sc Setiadi,
Dr drh Srihady Prof.drh.Dondin
| Agungprivono Sajuthi MST,
‘ PhD
C.Pengalaman Penelitian Dalam S Tahun Terakhir
"No | Tahun | Judul Penelitian Pendanaan
. Sumber * | Jml (Juta Rp)
‘ I | 2020 Motilitas dan Integritas DNA Epididinus DIPA UNJA 40,000.000
x Sapi Pasca Penyimpanan pada Subu SoC
[ , Identfikasi Identifkas) Gangguan . x
‘[ : 1 2020 Reproduksi pada Ovarium Sapi Potong yang DIPA UNJA $4.000.600
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3 2019

Mengalam: Anestrus Postpartum yang

Panjang

Intensitas Fstrus Kerbau Lumpur Nulipara

dan Multpara sctelah Pemberian DIPA UNJA
Prostaglandin

1 2018

21.500.000

Produks: Anak dan Embrio Jantan ' DRPM Dikti
Kerbau Dengan Aplikasi Metode Deep

| Intracormual Artificial lnsemination

(DIAT) Menggunakan Sperma Sexing

| § 2018

6 2017

7 | 2017
\

e t—

Profil Bioakustik Burung Mura: Batu DIPA UNJA
(Copsychus matabaricus) sebagai
Respon Terhadap Testosteron Eksogen

Produksi Embrio Jantan Sapi Potong | DIPA UNJA

Dengan Aplikasi DIAI dan IB
Konvensional Menggunakan Sperma
Sexing

31,000,000

40.000.000

| Karakteristik Morfologi Folikel DIPA UNJA
Kerbau Pada Preservasi Ovanum
Postmortem

| 26,000 000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam S Tahun Terakhir

"No [ Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat [ Pendanaan

| Sumber®

Jml(Rp)

I 2018 PKM Peningkatan Pendapatan Peternak Sapi ' DRPM Dikn

i
2 2018

N

Potongs Melshu Oprimasi Produksi Anak Jantan
h Kelompok lani Desa Pudak
Cecamiutan Kompeh Uy Kabuputen
fuaro Jamin |
Pembinaan Tutalaksana Pemelthusaan dun DIPA Uy
eproduks Burung Mural Batu Pada Petemnak
Pemula di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi
uar Ko

3 | 2015

Rl 2014

wn

2013
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introduks Inseminasi Buatan Karbau Pada | DIPA Unja
Peternakan Kerbau Rakvat D1 Kecamatan Kumpeh
Uly Kabupaten Muaro Jamiy

41.000.000

" 10.000.000

15 000 000

Sinkronisas: Estrus dan Insemmas: Bustan DIFA Unja
Pada Termnak Sapi D1 Desa Lampiss Kecamatan

Renah Mendaluh Kabupaten

Tanyung Jabung Barat

20.000 000

Aphksst Teknologs Sinkromsasi Estrus  dad DIPA Unja
Mampulasi Estrus Postpartum Sap Potong  d|
Kelompok Tani Dess Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jamby

10000000




E. Pengalaman Penulisan Artikel Imiah Dalam Jurnal Dalam S Tahun

Terakhir
No mﬁl;r'\'.nikcl Himiah Volume/ Nama Jumal
. Nomor/Tahun

Puerpenum dan Skor Kondisi Tubuh Sapi| Vol § No. |
| Peranakan Simmental pada Ketinggian | Tahun 2022
l'empat yang Berbeda

[ Kualitas Semen Beku Kambing Peranakan | Vo] 7 No. |

Health

Nukleus

2 | Erawah Pada Permukaan Nitrogen Car .5 Tahun 2020 | Peternakan

Dengan Jarak Yang Berbeda

-

IEfek Penyimpanan Epididimis Sapi Bali Yol 9 No. 2: | Jumal
Pada Suhu 5°C terhadap Kualitas 29-34, Tahun  Peternakan
Spermatozoa 2020 Sriwijaya

4 |Identifikasi Gangguan
(Ovanum Kambmg PE
iAncsmua Postpartum Panjang

vang Mengalanf3: 385-389,

lI.ahun 2018

Reprodukst padt\/(-ﬂ. 19 No

urnal Veteriner

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada
Pertemuan / Seminar llmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

Nama Pertemuan

Waktu dan

'J Livestock& Animal |

No limiah / Seminar Judul Artikel llmiah Tempat
1 | Seminar Nasional Angka Konsepsi Kerbau Lumpur | Jambi, 27-
Fakultas Pertanman Iasil IB Konvensional dan DIAI | 28 Februan
Umiversitas Jamb Menggunakan Semen Sexing 2018
' 2. Intemational Pregnancy and Full Temn | Bangkok,
| Conference of Development of Embiyos Denved | 26-29 Juli
Animal Scienceand | from Natural Mating and 2016
G, Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Buku Tahun Jumlah Penerbit
Halaman |
|
H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam S - 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema Tahun | Jenis Nomor P/ID
HKI
1 —
Dst
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I Pengalaman Merumuskan Kebyakan Publik/Reksyasa Sosial Lainnya Dalam S

Semua data yang saya tsikan dan tercamtum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum Apabila di kemudian han temyata dijumpai ke tidak
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenamya sebagai salah syarat untuk pengusulan
penelitian pada Universitas Jamn

Jambi, 30 November 2023
Anggota Tim Pengusul,

Pr Ir. Bayu Rosadi, MSi

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »




Curriculum Vitae

1 | Nama Lengkap (dengan gelar) Prof Ir M. Afdal, MSc. MPhil, PhD (L)
2 | Jabatan Fungsional Guru Besar
3 | Pangkat/Gol ruang Pembina Utama Muda TVc
WG 19640813 198903 1 003 *
|5 | NIDN 0013086403
6 | Tempat dan Tanggal Lahur Simabur, 13 Agustus 1963 ]
7 | Alamat Rumah JI. Cemara 11 NO 57 RT, 31 Kelurahan Selamat
Kec. Telanaipura, Jambi 36129
8 | Nomor Telepon / HP 081363080773
9 | Alamat Kantor Fak. Peternakan [INJA, Kampus Pinang Masak. Jin
Raya Jambi-Muara Bulian km. 16, Mendalo Darat,
Jambi 36361
10 | Nomor Telepon' Faks 0741-582907
11| Alamat c<mail ) m_afdal @unja.ac d
12 | Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 100 orang, S-2 = - orang; S-3 - - orang
13 | 1D Sinta 6008198 ]
. Timu Nuomsi Ternak Perah
2. Mikrobiologi
3. Mikrobiolog: Pangan =
13 Mata Kuliah yang Diampu 4. Bahasa Inggns (Academic English)
S,

[imu Nutnsi Termak Potong

6. Evnlunss pakan ternnk

7. Tekk Laborstorum

A. Riwayat Pendidikan

S-1 S-2 S
Nama Porgursn Universitas Andalas University ol Umiversiti Putra Malaysia
linggei Reading
Bidang [Imu Nutrisi Ternak Evaluasi Pakan Nutrisi Ternak
Temak
Tahun Masuk-Lulus | 1983-1988 2000-2003 2008-2013
Judul Sknpst/Thesis | Status mineral Cadan P | Factors affecting the | Preservative effect of
pada termak sapi yang hydrolytic and cinnamon {cinmamaonir
diben alang-alang fermentative activity | burmamnti (nees and t.
schagai pengganti in ruminant facces nees) blume) bark powder
rumput lapangan in fresh palm oil decanter
meal for goats
S-1 S-2 S-3
Nama Ir Azinar Kamaruddin, | Prof.Dr, David Ian G | Dr, Azhar kasim
Pembimbing/Promot | MS Dr Caroline Rymer | Prof Dr. AR Alimon
or Ir. Jurnida Rahman, Dr.Fergus Mould Prof Dr.N. Abdullah
Dr.M K Bhat
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___B._Pengalaman Penelitian

Pendanaan
No. | Tahun Judul Penelitian [ Sumber | Jml
: (utaRp)
! 2022 | Gambaran Nutrisi Darah, Kecernaan Dan Produksi PNRP 100
Susu Kambing Peranakan Etawah Yang Diberi Unja
Coleus amhainicus Lour Diproteks! Tanin
2 [2022 | Pemanfaatan Limbah Fmpelur Batang Sawit Untuk | PNBP 150
Pakan Ruminansia Dalam Rangka Sopurting Sistem | Unja
Integrasl Sapi Sawit
3 2022 | Evaluation Of Using Palm Oil Decanter Meal In PNBP 100
Ration Of Ruminant (International Colaboration ) Unja
4 2022 | Inovasi Produksi Probiotik Probio_FM Liquid Dan PNBP 100
Powder Berbasis Prebiotik Serta Implkasinya Pada | Unja
B Performa Ternak
5 2021 | Performan Domba Lokal Jantan Yang Diberikan PNBP 40
Ransum Mengandung Pelepah Nipah Hasil Unj
Blofermentasi
6 2021 | Optimalisasi Produksi Jamur Twam (Pleorotus PNBP 24
ostreatus) Melalui Seleksi Bahan Baku Utama Dan Unja
Pengomposan Substrat
7 2020 | Efektivitas Colews amboimcus Lowr Yang Diprotcksi | PNBP 75
Terhadap Mikroba Rumen Dan Produksi Susu 1lnja
Kambing Peranakan Ltawah
8 | 2020 | Performans Dan Chewing Activitics Sapt Bali Yang PNBP 75
Mendapat Pakan Berbasis Solid Ex-Decanter Unja
9 2020 | UniAkafitasProduks: Gas Secara In Vitro Dengan Swadana | 7.5
Inoculum Feses
10 | 2019 l’;_:ti-,u—nh Fhstruksi Duun Hangun-Bangun (Coleus PNEP 10
ambomnicus 1our) Terhadap Kecemaan Invitro dan Unja
Produksi Susu Kambing Peranakan Etawah
11 | 2019 | Kinetik Degradusi dan Fermentasi Pelepah Nipah PNBP 32,8
(Nypa fructican) Hasil Teknik Pengolahan yang Fakultas
Berbeds
12 | 2019 | lnvestigasi profil gas, kecermaan znt gizi dan populasi | Swadana 7.5
mikroba pada mnoculum feses untuk percobaan in vitro
13 | 2018 | Exsplorasi Tanaman Nipah (Nypa fructicans) Scbagai | PNBP 40
Pakan Temak Rumimansia Umy
14 | 2017 | Exsplorasi Tanaman Nipah (Nypa fructicans) Sebaga | PNBP 40
Pakan Ternak Ruminansia Umy
15 | 2016 | Tepung Kayu Manis (Cinmamomum Burmannii) | DP2ZM 60
Sebagai Antioksidan Alami Pada Pengawetan Dekanter | Dikti
Sawit Schagai Sumber Bahan Pakan Alternatif ( Tabun
ke dua)
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16 | 2016 | Potensi Angkak Sebagai Pewama Alami Terhadap | DIPA 25
Karaktenistik Komet Daging Ayam UNJA
17 12016 | Fermentasi Jerami Jagung Menggunakan Trichoderma | DIPA 25
Harzianum Ditinjau Dari Karakteristik degradasi UNJA
IR | 2015 Evaluasi Kecernann /n Sacco Komponen Serat Pucuk | DIPA S
Tebu Fermentasi Dengan Menggunakan 7richoderma| UNJA
viridae
19 | 2015 | Tepung Kayu Manis (Ctnnamonmum Burmanmi) | DP2M S0
Sehagai Antioksidan Alami Pada Pengawetan Dekanter | Dikti
Sawit Sebagai Sumber Bshan Pakan Alternatif (Tahun
periama)
20 | 2004 | Kualitas Daging Dalam Mata Rantar Pemasaran Uny 40
Daging Di Propinsi Jambi Jambi
21 | 2014 PeningkatanProduktivitasSapi Bali | Univ 60
MelaluiTeknologiPengolahanPakanBerbasis Jambi
JeramilimbahPertanian
22 | 2011 | Fvaluation of the palatability, digestibility and m witro UPM
degradability of oil palm decanter meal preserved with | Malaysia
ground cinnamon (cinmamomum burmannii) bark in
goats
23 2010 | Effect of different levels of ground cinnamon bark on UPM
the prevention of the rancidity of palm oil decanter meal | Malaysia
24 2010 | Effect of the cinnamon bark extracts and ground UPM
cinnamon bark on the rancidity of palm oil decanter | Malaysia
meal
2009 | Investigation of antioxidant activity of cinnamon bark UPM
extracted with different solvents Malaysia
25 2008 | Chemical properties and microbes associated with palm UPM
ol decanter meal Malaysia
26 2008 | Pemanfaatan Limbah Pelepah Sawit Hibah 40 juta
Sebagai Pakan Temak Sapi (1anjutan) bersaing
27 | 2007 | Pemanfantan Limbah Pelepah Sawit Hibah 40 juta
Sebagai Pakan Ternak Sap bersaing
28 2007 | Penggunaan feses schaga pengganti cairan mimen Dosen 10 juta
pada teknik in vitro estimasi kecernaan ndf, adf dan muda
protein kasar beberapa jems rumput
29 | 2006 | Penggunaan feses scbagai penggants cairan rumen Dosen 10 juta
pada tekmk i vitro cestimasi kecernaan bahan kenng muda
dan bahan organik beberapa jenis rumput
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 1ahun terakhir
D hun idulPengabdianKepadaMasynrakat Pendanaan
mber 1 (jutaRp)
22 tensi Dan Pemanfsatan Surimi Sebagai ~ NBP Unja




== L . Olahan Penkanan Pada
Uppka Mutara Indah Bersama
Pelayangan Kota Jambi

22

. )\ ) mndin
Kabupaten Batanghari Dalampembustan
Anyaman Piring Lich

122 Inanganan Limhah Industri Rumsh Tangea andu

Secara Fermentasi Menjadi Eco Enzyme | i
22 lqali . 1 ‘ 1 Unja
Bahan Baku Olahan Hasil Perikanan Di
| Kwi Seruni Kel. Tengah Pelayangan Kota
Jambi
21 ngembangan Ayam Kampung Lngeul ~~ NBPUnmja | |
Balitnak (Kub) Berbasiskan Probiotik

Sebagai Income Alternatif Rumah Tangga
; Dalam Menghadapi Program Peremajaan
‘ Sawit Rakyat Di Desa Dataran Kempas
2 inyuluhan Tentang Pembuatan Silase —— fandin
| Limbah Tanaman Jagung Menggunakan
| Mikroorgamisme Lokal (Mol) Di Desa
5 langkit

20 | mberdayaan Masyarakat Melalw Budidayn NBP Unja
Itik Petelur Dan Pengolahan Pascapanen '
Rendah Kolesterol Berbasiskan Probiotik |

| Di Desa Nyogan Kecamatan Mestong |

20 ingc-nalan Pakan Blok Berbasiskan W\'BP |

| Dekanter Sawit Schagai Pakan Termak FapetUnja
| Ruminansia Di Desa Kota Baru,

| Kecamatan Gemgai Kabupaten Tanjung

| Jabung Timur

9 ngembangan Ayam Kampung Unggul PA PNBP Juta

Balitnak (Kub) Secara Longyam Dengan | UNJA

Ikan Lele Berbasis Probiotk i Desa

Nyogan Kecamatan Mcstong

o

18 udidaya Ayam-lkan Terintegrasi Dalam  |PA BOPTN  |juta
Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa | UNJA
Nyogan Kecamatan Mestong |

17 imberdayaan Masyarakat Desa Nyogan PA PNBPF  juta
Dalam Pembudidayaan Dan Pengolahan | UNJA
fkan Lele
|6 Ibm Diversifikas: Dan Pengembangan Di Kecwngtan
Produk Tk (Daging Dan Telury Pads Ate-Hangel
Kubupaten

Kelompok Tam
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, Kenincl
L 15 Ihm Perbaikan Higiene Dan Sanitass  PRMDIKTT | juta
Rumah PotongHewan (Tph) Untuk
Mendapatkan Daging YangAman Sehat
Utuh Dan Halal (Asuh)Di Kabupaten
Muaro Jambi Propinsi Jambi

TS | PenngRatEn Sarany I T [PA BOPTN o
' Tahu Menuju Produksi Tahu Yang UNJA '
Higienis Di Desa Selat Kecamatan
‘ Pemayung
™ PENFAWETEN Dekanter SawirDemganr—— [PATNTA— jum
Menggunakan Serbuk Kayu Manis Untuk
Pakan Temak I Desa Sakean Kecamatan
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jamb
‘ 3 renremitEngan Usaha Sentra Dudidaya -Link U jua
| Susu Sapi Perah Melalui Penerapan PRM DIKTI
Teknologi Prolinas Guna Menmgkatkan
Kinerja Produksi Dan Kualitas Susu Dh
KelompokTaniBinaMaju Sejahtera
Kabupaten Muaro Jamb

| ganbahanbakudagingikan  IPATUNIA
di DesanKemantanKee Sungai
RengkalKabMuaraTebo
13 TiatiTE PeEmbuatan Mis Than Gabus Pada XBP——juma—— 1
keluarga Nelayan di Desa Kemantan Tebo |pet
L Kabupateu Tebo NJA ‘
‘ 12 mbuatan mi — PATNIA 5
‘ denganbahanbakubushperinggi di
| DesakKasang PudakKabMuaro Jambi 1
F Publikasi Arnkel limiah Dalam Jumal 5 Tabun |erakhir
b 'ql_ oo JudulArtikelllmiah maJurnal I/Nov Tahun
Jgestibility, Milk Yields, and Milk Quality of opical Animal bmitted
Ettawa Cross Breed Goats Fed (Codeus Science Journal
amboinicus L Leaf Extract
udy of the physical and chemical properties of odiversitas 121/ No
Nypa(Nypa fructicans Wurh) frond as an 102020

alternative feed foe ruminants in Indonesia
The Emissions of CH4 and N20 Gas fivm Beef pemational Jownal | Volune 24 -

Cow In Jambi Province. (2020) of Psychosocial | Special Issue
Rehabilitation. 2
ISSN:1475-
7192,
The utilization of faecal inoculun in in vivo jural of Volume 24 -
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techmique: The investigation of the digestibility of | Psychosocial Special Issuc
NDF and ADF of MNapier Crass (Pennisetum | Rebabilitation. z
purpurcum ). International ISEM:1475-
. 7192,
Effect of direct fed microbial supplementation on |kistan Jounal of | Submitted
in vitro degradability of oil palm fronds with | Nutrition. paper
different processing techniques.
Effect of oil palm frond treated with ammoma on { gi Joumnal of 32 (1), 57-60
sgme  cercass  taits  and ment  chemical | Veterinary (2018)
composition of Bali bulls - Indonesia. Sciences
tlustion of the palatebility of palm oil decanter  Jurmal of Animal  [(27):2012
meal preserved with ground cinnamon stick and Veterinary
{cirncmamumbu i} on poat Advances
g chemical properties of oil palm decanter meal En'cm Journal of | (20); 2012
Hiﬂlechmlng_
pr overview of the methane emission from ruminant Peternakan 1y: 2010
in Jambi provinge, Indonesia r“l
ngaruh penggantian rumput dengan pelepah sawit fmal Tmi-ilmu (1) 2009
ditingau dan sepi kecernaan dan fermentabilitas | Peternakan
SCCATS iH VAT as
F. Pemakalah Seminar limiah (Oral Presentation) Dalam § TahunTerakhir
hmapertemuanilmiah/Seminar TudulAriikelllmiah lakfudantempat
een Development Internaticnal Siudy the relatfonship Agustus 2020 |
Conleienge herween the number of  piversitas Jambi
profoeos and nogulum
pH on the i vitre
techmigue incuteting
treated (Codlewus
LHmtn i
ialikulsalch Intcrmational Conference on be utilization of faecal Wopember 2019
Multidisciplimary Studies ioculum in o vifre Lniversifashalik
technigque; The ulsalehl hoksen
investigation of the LW
digestibility of MDF and
ADF of Mapier Grass
{ Penmisetum purpureutn),
Inernational
he 2nd International Conference of Vitreias Profile Of Dury | tel SwisBellin
Animal Science and Technoiogy Goat Basal Dhet Added Makassar 5-6
With Colews ambainicus | Mopember 2019
fourExtracted With
Diflferemt Solvents
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and flavor characteristics
of meat of cartle and
buffalo fed with
protected lemuru fish
(halsardinella) o1l m
ration mn the form of
dnied carboxylate salt

» _ mixture (DCM)

NI Intcmational Seminar fect of the extracted 13 Padang
i’ cinmamon stick and

| ground cinnamon stick
on the rancadhty of palm
o1l decanter meal

itish Society of Animal Science ¢ pr-r(\\;i;lr value and 11, Notunghwn
Conference thiobarbitunc wcids

profiles of palm oil

decanter meal kept over

extended time
itish Society of Ammal Science | e effect of oil palm 10, Belfast
Conference petiole m total mixed diet

on the consumption and
digestibility in bali cows
(bussondaecus) )

itish Sociely of Ammal Science fect of processing of palm |09, Southport
Conference oil petiole on palatability

i bali cows

(bossondaccus)

Semua data yvang saya wkan dan tercamtum dalam biodata 1 adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai ke tidak
sesunian dengan kenyaman, saya sanggup menenima sanksi

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenamya sebagai salah syarat untuk pengusulan
penelitian pada Universias Jambi

Jamby, 30 November 2023
Anggota Tim Pengusul,

\ i

Prof_ Ir. M. Afdal, MS¢, Mphil., Ph.D
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LAPORAN PERJANIJIAN KERJASAMA

DINAS P3AP2KB
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

PERIODE JANUARI S /D JUNI
TAHUN 2024

Disusun Oleh :
Siti Nopita, SP
Sekretaris 1 Tim PKS DP3AP2KB

Tim PKS DP3AP2KB:

Ketua : Sekretaris Dinas P3AP2KB
Sekretaris 1 : Analis Kebijakan :
Sekretaris 2 : Kasubbag Umum dan Kepegawd
Anggota [
Kabid Pemberdayaan Perempuan

Kabid Perlindungan dan PHA

Kabid Dalduk, Pemyuluh dan Pergerakan
Kabid KB, Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
Kepala UPTD PPA

Perencana
Psikolog Klinis

BAGIAN KERJASAMA SETDA TANJUNG JABUNG BARAT »




DAFTAR ISI

01 Pendahuluan

l.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan Laporan
1.3. Ruang Lingkup

02 Gambaran Umum Perjanjian Kerja Sama

2.1 Pihak yang Terlibat
2.2 Ruang Lingkup dan Tujuan Kerja Sama

03 Pelaksanaan Semester |

Capaian Kegiatan, Hambatan dan
Kendala, Solusi yang disarankan

04 Analisis dan Evaluasi

4.1 Kinerja Pelaksanaan
4.2 Efektivitas dan Dampak Sementara

05 Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan
5.2 Rekomendasi untuk Semester Berikutnya
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y ’ KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
(Dinas P3AP2KE) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai
pihak terkait dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi kinerja pelaksanaan PKS
selama periode Januari-Juni Tahun 2024 , guna mengukur efektivitas
serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu,
laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kami atas
pelaksanaan kerja sama yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta keluarga,
sesuai dengan bidang tugas yang diamanatkan kepada Dinas
P3APZKB.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim PKS Dinas
P3AP2KE dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam
pelaksanaan kerja sama ini. Tanpa kerja sama yang baik dari seluruh
pihak, pelaksanaan kegiatan ini tidak akan dapat berjalan sesual
harapan. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas
komitmen dan dedikasi yang telah diberikan selama proses
pelaksanaan PKS ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan
peningkatan pelaksanaan PKS pada masa yang akan datang, serta
memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam upaya
perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, keluarga, serta
pengendalian penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, September 2024
Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

|
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I. PENDAHULUAN

11. Latar Belakang

Perjanjian Kerja Sama (Pks) merupakan salah satu instrurnen
penting dalam upaya peningkatan layanan perlindungan perempuan
dan anak, serta penanganan berbagai isu sosial yang melibatkan
instansi pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan
pihak swasta. Dinas Pemberdayoan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalion Penduduk, dan Keluarga Berencandg [PSAPEKEI}
Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menjalin sejumlah kerja sama
strategis dengan berbagal pihak untuk menangani kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang (TPPO), stunting,
hingga bahaya penyalahgunaan narkotika.

Pada semester pertama tahun 2024, pelaksanaan PKS ini
dievaluasi untuk memastikan efektivitas program, kendala yang
dihadapi, serta manfaat yang dihasilkan dari kolaborasi lintas sektor
ini. Laporan inl menyajikan gambaran umum capaian pelaksanoan
PKS, kendala, serta rekomendasi perbaikan agar tujuan bersama
dapat tercapal secara optimal.

1.2. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun dengan tujuan:
» Melokukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
(PKS) yang telah dijalankan pada semester pertama tahun 2024,
= Mengidentifikasi capaian, kendalg, dan tantangan yang muncul
selama pelaksanoan kerja sama.
+ Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan PKS pada semester berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup evaluasi ini mencakup Perjanjian Kerja Sama
yang telah disepakati antara Dinas P3AP2KE Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan instansi pemerintah, lembaga hukum, serta
pihak swasta, yang fokus poda penanganan korban kekerasan
ternadap perempuan dan anak, perdagangan orang, kesehatan
reproduksi, stunting, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika.
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Il. Gambaran Umum Perjanjian Kerja Sama

2. Pihak yang terlibat Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yong telah dibuat oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KE) Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan pihak ketiga bertujuan untuk memperkuat
sinergi antar instansi dan lembaga dalam upaya penanganan
permasalahan sosial, khususnya dalam hal perlindungan perempuan
dan anak, penanganan kekerasan berbasis gender, serta pencegahan
perdagangan orang (TPPO).

Perjanjian ini juga melibatkan berbagai aspek lain seperti
peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi, penurunan angka
stunting, serta penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika
dan prekursor narkotika. Pelibatan lembaga-lembaga terkait, seperti
kepolisian, kesehatan, pengadilan, dan organisasi masyarakat,
diharapkan dapat mendorong tercapainya target yang lebih
komprehensif dalam pemberdayaan perempuan dan anak serta
penanganan korban kekerasan.

PKS ini menjadi landasan hukum dan operasional bagi semua
pihak dalam melaksanakan program-program  terkait, dengan
harapan memberikan dompak positif terhodap penanganan dan
pencegahan masalah sosial di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

22. Ruang Lingkup dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama inl mencakup beberapa aspek penting,
antara lain:

1. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:
Termasuk di dalomnya koordinasi lintas instansi untuk menangani
kasus KitP (Kekerasan terhadap Perempuan), KtA (Kekerasan
terhadap Anak), serta TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Crang).

2. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum:
Kerjasama dengan kepolision dan lembaga peradilan  untuk
memastikan pendampingan hukum bagi korban perempuan dan
anak dalarm proses pengadilan.

3. Penyedioon Layaonan Kesehatan Reproduksi dan Penurunan Stunting:
Melibatkan klinik kesehatan dan lembaga swasta dalam penyediaan
layanan kesehatan reproduksi, keluarga berencanag, serta upaya
percepatan penurunan stunting.
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. Pencegahan Penyalahgunaan MNarkotika: Sosialisasi dan  edukasi
kepaoda perempuan, anak, dan keluarga terkait bahaya
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam kolaborasi
dengan Badan Markotika Nasional.

. Pertukaran Data dan Informasi: Kolaborasi dengan lembaga-lembaga
terkait wuntuk pertukaran data dan informasi dalom  upaya

penanganan dan pencegahan kasus kekerasan serta pemberdayaan

perempuan dan anak.

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

. Meningkatkan Sinergi don Kolaborasi: Mengoptimalkan kolaborasi
antara instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta isu
gender lainnya.

. Peningkatan Layanan: Memastikan tersedianya layanan perlindungan
hukurm, kesehatan, dan pendampingan yang berkualitos bagi
perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, serta penyalahgunaan
narkotika.

. Pencegahan Kasus Kekerasan: Mendorong pencegahan kekerasan
berbasis gender dan eksploitasi melalui sosialisasi, edukasi, dan
pendampingan yang intensif.

. Penurunan Stunting dan Penyalahgunaan Markotika: Berfokus pada
upaya peningkatan kualitas keluarga melalui program penurunan
stunting serta pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama bagi
perempuan, anak, dan keluarga.

Tabel 1. Rekapitulasi PKS DINAS P3AP2KE Kab. Tanjung Jabung Barat

1. || Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A)
Kab. Tebo Tentang Penanganan korban KiP dan KtA serta TPPO
Nomeor : 050/100/09/Mol. SETDA .PKS/VI/KS/2022 dan
Nomer : 12/DSP3A/2022
Periode : 22 Juni 2022 s.d 22 Juni 2024

Objek: Perempuan dan anak korban kekerasan yang berada di wilayah Kab.
Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tebo

Ruang Lingkup: Penanganan pengaduan, Penanganan korban, Pertukaran
Informasi, dan Pemulangan korban
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Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Batang Harl tentang
Penanganan Korban Kekerazan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO
Momer : 118/28/PKS/BAG.KS/2021 dan

Nomeor : 050/100/51/Mol). SETDA.PKS/X/KS/2021

Periode : 28 Oktober 2021 s.d 28 Oktober 2024

Objek: Perempuan dan anak korban kekerasan yang berada di wilayah
Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Batang Hari

Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Penanganan Korban, Pertukaran
Informasi, dan Pemulangan Korban

3 Kepolisian Resort Tanjung Jabumg Barat tentang Perlindungan Hak
* || Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum

Momer : 100.3.7.1/66/PKS.SETDA/SIX/KS/2023 dan

Nomor : PKS/262/IX/HUK.8.1/2023

Periode : 4 September 2023 s.d 4 September 2025

Objek: Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum di Kab. Tanjung Jabung
Barat

Ruang Lingkup: Penyelesaian Kasus Hukum Korban KiP dan KtA,
Perlindungan, Pendampingan danm Layanan Bantuan Hukum, Kesehatan
serta Layanan Psikososial kpd PBEH dan ABH, Pertukaran Informasi PBH
dan ABH, Perlindungan Hukum Korban KtP dan KtA.

4 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
* || Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2ZKBEP3A) Kab. Indragiri Hilir

Provinsi Riau tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan

dan Anak serta TPPO

Momor : 100.3.7.1/15/PKS.SETDA/SII/KS/2023 dan

Nomar : 04/PKS/II/KSP/2023

Periode : 08 Februari 2023 s.d 08 Februari 2025

Objek: Perempuan dan anak serta perdagangan orang di wilayah Kab.
Tanjung Jabung Barat dan Kab. Indragiri Hilir

Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Penanganan Korban, Pertukaran
Informasi, dan Pemulangan Korban

5. ||Badan MNarkotika Masional Kab. Tanjung Jabumg Timur tentang
Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Markotika dan Prekusor Narkotika
bagi Perempuan, Anak dan Keluarga

Momaor : 100.3.7.1/82/PKS.SETDA/X/KS/2023 dan

Memeor : PKS/D8/X/KA/KU.00/2023/BNNK

Periode : 25 September 2023 s.d 25 September 2025

Objek: Perempuan, Anak dan Keluarga di Kab. Tanjung Jabung Barat
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Ruang Lingkup: Penguatan Pelembagaan PUG dan PU! Pemberdayaan
Ekonomi bagi Perempuan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor
Narkotika, Pencegahan, Penanggulangan, Perlindungan bagi Perempuan
dan Anak, Keluarga dan Kelompok Rentan dari Dampak Buruk
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Peningkatan Kapasitas
SDM sesuai dengan kebutuhan para pihak, Penyediaan dan Pertukaran
Data Terpilah dan Informasi yang berkaitan dg Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekusor Narkotika dg Tetap Memperhatikan Kerahasiaan.

6. ||Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pendampingan Psikologis di
Persidangan dan Layanan Konsultasi Kepada Perempuan Korban
Kekerasan Termasuk TPPO, Anak sebagai Korban dan Saksi serta
Perempuan dan Anak yang Menjadi Tanggungan Terdakwa

Nomor : 050/100/33/MOU.SETDA.PKS/IX/KS/2022 dan

Nomor : W5-U3/2238/HM.01.1/11/2022

Periode : 04 November 2022 s.d 04 November 2024

Objek: Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO, Anak sebagai Korban
Kekerasan dan Saksi Perempuan dan yang Menjadi Tanggungan dari
Terdakwa yang Sedang dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal

Ruang Lingkup: Pendampingan Psikologis dim Persidangan dan Layanan
Konsuitasi kpd Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO,
Pendampingan psikologis di Persidangan & Layanan Konsultasi kepada
anak sebagai saksi dan anak yang menjadi korban, Layanan konsultasi
diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi tanggungan terdakwa

7. || Klinik Pratama Polkes 02.10.13 Tanjung Jabung tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta
Percepatan Penurunan Stunting di Klinik Pratama Polkes Tanjung Jabung
Nomor : 400/657/PKS.DP3AP2KB/IX/KB/2023 dan

Nomor : KLINIK PRATAMA POLKES 02.10.13 ‘I’anjung Jabung

Periode : 05 September 2023 s.d 05 September 20

Objek: Pasien klinik pratama polkes 02.10.13 Tanjung Jabung tekait
pelayanan KB Kespro dan penurunan stunting

Ruang Lingkup: KIE serta konseling KB dan Kespro serta stunting,
Penggerakan peserta KB, Pelayanan KB dan Kespro, Peningkatan
kapasitas SDM, Pemeriksaan kesehatan calon pengantin, Pencatatan dan
pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan di fasilitas pelayanan
kesehatan, Kegiatan lain yg disepakati para pihak

8. [|[MoU Pengadilan Agama Kuala Tungkal tentang Peningkatan
Perlindungan terhadap Perempuan dan anak guna mewujudkan kesetaraan
gender di Kab. Tanjung Jabung

Nomor : 050/100/33/MOU. SETDA sznxn(smzz dan

Nomor : W5-U3/2238/HM.01.1/11/2022

Periode : 04 November 2022 s.d 04 November 2024

Objek: Perempuan dan anak bermasalah hukum perkara di Pengadilan
Agama terkait kekerasan dan pernikahan usia anak
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Ruang Lingkup: berbagi data dan informasi perkara perempuan dan anak di
pengadilan agama, pendampingan psikelogis kasus eksekusi anak dalam
hal penentuan hak asuh anak, edukasi pranikah pada pasangan yang
mengusulkan dispensasi nikah dibawah umur, sosialisasi pernikahan usia
anak, fasiltasi pendampingan kepada anak dan perempuan sedang
berperkara

sumber : Dinas P3APZKB Kobupaten Tanjung Jabung Barat
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lll. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dinas P3AP2KB

Periode Januari s/d Juni 2024

Tujuan utama melihat capaian kegiotan PKS adalah untuk
menilai sejauh mana Perjanjian Kerja Sama telah efektif dijalankan
dan memberikan dampak nyata bagi target sasaran. Evaluasi ini
bertujuan mengukur efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi
hamiatan yang dihadapi, serta menentukan langkah perbaikan dan
tindak lanjut untuk Meningkatkan hasil di pericde berikutnya. Selain
itu, melalui capaian yang terukur, diharapkan program dapat
berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang, khususnya
dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan
keluarga, serta pengendalian penduduk.

3.1 Dinas S5Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DSP3A) Kab. Tebo TentangPenanganan korban KtP dan
KtA serta TPPO

a. Evaluasi
Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi
dan kolaborasi dalam menangani korban kekerasan terhadap
perempuan (KtP), anak (KtA), dan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.

Namun, dalam pelaksanaannya sejak dimulai pada tanggal
22 Juni 2022 hingga sekarang, belum ada kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama,
yakni penanganan pengaduan, penanganan  korban,
pertukaran informasl, dan pemulangan korban. Hal ini
dikarenakan tidak ada laporan kasus kekerasan yang
memeriukan intervensi langsung dari kedua dinas tersebut.

b. Hambatan dan Kendala

« Tidak adanya Kasus Kekerasan yang Dilaporkan:

Hingga soat ini, belum oda kasus kekerasan terhadap
perempuan atau anak yang dilaporkan di wilayah kerja sama,
sehingga penanganan dan kegiotan terkalt tidok daopat
diloksanakan. Tidaok adanya kasus yang dilaporkan bisa
disebabkan cleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk
melaporkan kasus kekerasan, atau mekanisme pelaporan
yang belum maksimal diakses oleh masyarakat.
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C.

* Minimnya Sosialisasi tentang Mekanisme Pelaporan:

Salah satu kendala utama yang mungkin terjadi adalah
minimnya pengetahuan masyarakat mengenal bagaimana
cara melaporkan kasus kekerasan yang terjadi  di
lingkungannya. Mekanisme pelaporan kasus, baik di Tanjung
Jabung Barat maupun Tebo, mungkin belum tersosialisasikan
secara efektif.

+ Kurangnya Penguatan Koordinasi:

Meskipun kerja sama sudah berlangsung secara resmi, masih
ada ruang untuk penguatan koordinasi antara kedua dinas,
khususnya dalam hal meningkatkan responsibilitas terhadap
potensi kasus kekerasan serta proaktif dalam mengantisipasi
kasus yang mungkin tidak terdeteksi oleh mekanisme
pelaporan formal.

Solusi yang Disarankan

* Meningkatkan Sosialisasi PKS dan Mekanisme Pelaporan:
Melakukan soslalisasi lebih intensif mengenai PKS ini, termasuk
memberikan edukasi kepoda masyarakat mengenai
pentingnya melaporkan kasus kekerasan, serta cara
rmelakukannya. Pelaksanaan sosialisasi bisa dilakukan melalui
media sosial, tokeh masyarakat, lembaga pendidikan, atau
langsung ke komunitas-komunitas lokal.

+ Penguatan Sistermn Deteksi Dink:

Membangun atau memperkuat sistem deteksi dini untuk
rmengidentifikasl potensi kasus kekerasan sebelurn menjodi
masalan besar. Ini bisa diokukan dengan melibatkan
perangkat desa, kader kesehatan, atou relawan setempat
untuk mengidentifikasi dan melaoporkan kasus kekerasan
secara lebih cepat.

« Permantauan dan Evaluasi Berkala:

Lakukan pemantauan berkala terhadap potensi dan kasus
kekerasan di kedua wilayah kerjo sama. Meski belum ada
kasus, upaya pencegahan tetap penting, misalnya dengan
kegiatan monitoring bersama antara kedua dinas untuk
memastikan kesiapan mekanisme pelaporan dan
penanganan korban.
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* Koordinasi Proaktif:

Mendorong adanya koordinasi proaktif antara Dinas P3AP2ZKB
dan DSP3A Kab. Tebo untuk merumuskan strategi preventif
guna mengurangi risiko kekerasan di masyarakat. Langkah-
langkah ini bisa berupa kegiatan edukasi dan advokasi yang
bersifat preventif dan penanganan cepat ketika ada tanda-
tanda kekerasan yang mungkin muncul.

3.2 Dinas Pengendalian Pendudul, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak
(DPPKBP3A) Kab. Batang Hari tentang Penanganan korban
Kekerasan ternadap perempuan dan anak serta TPPO

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuon untuk memperkuat
kolaborasi antara dua dinas dalom menangani korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO. Ruang
lingkup PKS meliputi penanganan pengaduan, penanganan
korban, pertukaran informasi, dan pemulangan korlan.

Namun, sejak ditondatangani pada 28 Oktober 2021 hingga
saat ini, PKS ini belum pernah menjalankan kegiatan apapun.
Hal ini dikarenakan tidak adanya kasus kekerasan yang
dilaporkan atau memeriukan penanganan di wilayah kerja
sama. Seperti halnya PKS dengan pihak lain, kondisi ini
menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terkalt ruang
lingkup dan keberlanjutan kerja sama.

b. Haoambatan dan Kendala

» Tidak Ada Kasus yang Dilaporkan:

Tidak adanya laporan atau kasus kekerasan yang terjodi di
wilayah kerjo sama menjadi hombatan utoma  dalam
pelaksanaan PKS ini. Meskipun situasi tanpa kasus merupakan
hal positif, perlu ada upaya untuk tetap menjaoga kesiapan
dalam penanganan bila suatu saat diperlukan

¢ Minimnya Sosialisasi atau Promosi Layanan:

Sosialisasi tentang layanan yang disediakan melalui PKS ini
mungkin  belum  tersampaikan secara luas kepada
rnasyarakat. Akibatnya, masyarakat yang mungkin mengalami
kekerasan tidak mengetahui jalur pengoduan atou akses
terhadap bantuan yang tersedia.
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+ Koordinasi yang Belum Optimal:

Meskipun PKS sudah ditondatangani, koordinasi antara kedua
dinas dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapan
penanganan korban kekerasan belum terlinat maksimal. Hal
ini bisa memengaruhi efektivitas implementas] kebijakan di
lapangan.

Solusi yang disaankan
« Peningkatan Sosialisasi dan Akses Informasi:

Untuk memastikan masyarakat mengetahui adanya layanan
ini, perlu diodakan sosialisasi lebih intensif, baik melalui media
lokal, platforrn digital, moupun kerja sama dengan tokoh
masyarakat setempat. Sosialisasi inl penting agar masyarakat
yang mengalami atau mengetahui adanya kekerasan dapat
rmelaporkannya dan mendapatkan bantuan.

« Penyesualan Fokus pada Pencegahan dan Edukasi:
Meskipun tidak ada kasus yang dilaporkan, kedua dinas dapat
memanfaatkan PKS ini untuk fokus poda kegiotan preventif,
seperti mengadakan pelatihan atau seminar tentang bahaya
kekerasan dan TPPO, serta bagaimana mencegahnya. Edukasi
masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak juga
dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan.

+ Peningkatan Koordinasi dan Monitoring Bersama:
Kedua dinas perlu lebih proaktif dalam mengadakan rapat
koordinasi atou monitoring berkala untuk  memastikan
keslapan dalam penanganan kasus. Monitoring inl juga dapat
digunakan untuk merencanakan kegiatan pencegahan yang
lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah
kerja sama.

3.3. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tentang Perlindungan
Hak Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat
kolaborasi antara dua dinas dalam menangani korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO. Ruang
lingkup PKS meliputi penanganan pengaduan, penangandan
korban, pertukaran informasi, dan pemulangan korban.
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sama ini.
b. Hambatan dan Kendala

« Anggaran yang Terbatas:

bisa mendapatkan pendampingan penuh.
c. Solusi yang disarankan

menangani kasus dengan baik.

informasi secara lebih efisien dan akurat.
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Dalam pelaksanaannya, PKS ini telah berhasil melakukan
pendampingan kepada anak berhadapan hukum (ABH).
Namun, periu dicatat bahwa tidak semua kasus ABH dan PBH
telah mendapatkan pendampingan yang seharusnya. Ini
menunjukkan bahwa meskipun PKS telah berjalan, masih
terdopat tantaongan dalam peloksanoan penuh dari kerja

+ Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Salah satu kendala utama adalah kurangnya jumlah tenaga
pendamping atou personel yang terlatin dalam menangani
kasus ABH dan PBH. Hal ini menyebabkan pendampingan
belum bisa dilakukan poda semua kasus, terutaoma yang
memeriukan layanan bantuan hukum dan psikososial.

« Koordinasi Antar Pihak yang Belum Optimal:

Terkadang, koordinasi antara Dinas P3AP2KB, Kepolisian, dan
pihak terkait lainnya masih belum berjalan lancar, terutama
dalam hal berbagl informasi mengenai kasus PBH dan ABH. Ini
rmenghambat respons cepat dalam
perlindungan hukum atau layanan pendukung lainnya.

memberikan

Anggaran untuk layanan pendampingan dan perlindungan
hukurmm serta psikososial bagi PBH dan ABH juga terbatas,
sehingga tidak semua kasus dapat ditangani dengan optimal.
Hal inl mengakibatkan hanya beberapa kasus prioritas yang

« Penguatan Kapasitas SDM dan Pelatihan:
Diperlukan peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi
dalam pendampingan hukum, psikososial,
kesehatan bagi PBH dan ABH. Pelatihon yang berkala untuk
personel terkait juga harus diloksanakan agar

+ Peningkatan Koordinasi dan Sistem Informasi:

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKS, dibutuhkan
koordinasi yang lebih baik antara dinas dan kepolisian, serta
instansi terkait lainnya. Penggunaan sistemn informasi bersama
mengenai data PEBH dan ABH dapat memfasilitasi pertukaran




« Optimalisasi Anggaran dan Pencarian Sumber Dana
Tambahan:

Diperlukan upaya optimalisasi anggaran yang ada serta

pencarian sumber dana tombahan, baik melalui kerja sama

dengan instansi lain atou organisasi non-pemerintah, untuk

memastikan bahwa semua kasus ABH dan PBH mendapatkan

pendampingan yang memadai.

34 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak
(DPEKEF‘SA’J’ Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau tentang
Penanganan korban Kekerasan terhadap perempuan dan
anak serta TPPO

a. Ewvaluasi
Perjonjian Kerja Soma (PKS) ini dibuat untuk menangani
perempuan dan anak korban kekerasan serta kasus Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dan Kaobupaten Indragir Hilir. PKS ini
mencakup penanganan pengaduan, penanganan  korban,
pertukaran Informasi, serta pemulangan korban.

Namun, selama periode perjanjian dari Februari 2023 hingga
saat ini, belum ada kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini
disebabkan karena tidak adanya kasus kekerasan atau TPPO
yang terjadi di wilayah yang tercakup oleh PKS ini.

b. Hambatan dan Kendala

« Tidak Adanya Kasus yang Dikelola:

Kendala utama adalah tidok adanya kasus kekerasan atau
TPPO yang terjadi selarma masa PKS berlangsung, sehingga
keglatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini
rmenyebabkan perjanjian kerja sama berjalan tanpa aktivitas
konkret.

« Potens| Kurangnya Sosialisasi:
Meski tidak ada kasus yang terlapor, ada kemungkinan bahwa
rmasyarakat belum sepenuhnya mengetahul adanya layanan
yang disediakan oleh PKS ini. Minimnya soslalisasi mengenai
adanya bantuan dan penanganan bagi korban bisa menjodi
salah satu penyebab tidak adanya pengaduan atau laporan.
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« Koordinasi Antar Daerah yang Terbatas:

Meskipun perjanjian kerja sama telah dibuat, koordinasi lintas
daoerah antara Kabupaten Tanjung Jobung Barat dan
Kabupaten Indragiri Hilir masih memerlukan penguatan,
terutama dalom upaya pencegahan serta deteksl dini kasus
kekerasan dan TPPO.

Solusl yang disarankan

* Peningkatan Upaya Sosialisasi:

Disarankan untuk memperkuat sosialisasi PKS ini kepada
rnasyarakat, terutama melalul berbagal media informasi di
wilayah yang tercakup. Upaya sosialisasi dapat melibatkan
perangkat daerah, LSM, serta tokoh masyarakat wuntuk
rmemastikan bahwa layanan yang ada dapat diakses oleh
rnasyarakat yang membutuhkan

¢ Penguatan Koordinasi Antar Daerah:

Koordinasi antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan, misalnya melalui
forum koordinasi rutin atau rapat berkala untuk membahas
strategi pencegahan kekerasan serta deteksi dini potensi TPPO.

* Penerapan Mekanisme Pencegahan Proaktif:

Meski belum ada kasus, kegiatan pencegahan kekerasan dan
TPPO harus tetap dilaksanakan secara proaktif. Hal ini dapat
dilakukan dengan menggelar program pelatihan, edukasi,
serta  kampanye anti-kekerasan dan anti-perdagangan
rmanusia di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas rentan.

3.5. Badan Narkotika Nasional Kab. Tanjung Jabung Timur tentang
Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Markotika dan Prekusor
Narkotika bagl perempuan, anak dan keluarga

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk mencegah dan
rmenanggulangi penyalahgunaan narkotika dan  prekusor
narkotika di kalangan perempuan, anak, keluarga, dan
kelornpok rentan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ruang
lingkup PKS mencakup penguatan pelembagaan
Pengarusutamaan Gender [PUG] dan Pengarusutamaan Hak
anak (PUHA), pemberdayaan ekonomi bagi korban,
pencegahan dan perlindungan bagl kelompok rentan, serta
peningkatan kapasitas SDM terkait.
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Namun, sejak penandatanganan PKS pada 25 September 2023
hingga saat ini, belum oda kegiatan yang dilaksanakan.
Keglatan terkait sosialisasi, pelatihan, moupun pertukaran
data belum terealisasi.

. Hambatan dan Kendala

« Belum Ada Inisiatif Kegiatan:

Sejak PKS Ini ditondatangani, belumn ada inisiatif  untuk
mengimplementasikan program-program yang diatur dalam
ruang lingkup perjanjian. Hal inl mungkin disebabkan oleh
kurangnya pemahaman terhaodap urgensi dari  program
pencegahan narkotika bagi kelompok sasaran.

« Keterbatasan Sumber Daya:

Baik dari sisi SDM maupun anggaran, terdapat keterbatasan
yang menghambat pelaksanoan kegiatan. Koordinasi dan
kolaborasi antar lembaga juga belurn optimal, terutama
dalam mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya yang
diperiukan.

+ Belum Ada Kasus yang Ditangani:
Meski tujuan dari PKS ini adalah pencegahan, sejauh ini tidak
ada laporan mengenai kasus yang melibatkan perempuan,
anak, atau keluarga terkait penyalahgunaan narkotika yang
dapat dijadikan dasar untuk menjalankan kegiatan rehabilitasi
atau pemberdayaan.

« Kurangnya Sosialisasi PKS:
Kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi terkait PKS
inl kepada masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa
belumm oda aktivitas yang dilokukan. Masyarakat belum
rmengetahul adanya program-program yang bisa diakses oleh
korban atau kelormpok rentan.

. Solusi yang disarankan

« Penyusunan Rencana Kegiatan Proaktif:

Meskipun tidak ada kasus yang muncul, kegiaotan proaktif
tetap perlu dilokukan, seperti sosialisosi dan kampanye
pencegahan di sekolah-sekolah, kelompok masyarakat, dan
organisasi perempuan. Melibatkan tokoh masyarakat dan
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat membantu
memperkuat upaya pencegahan.
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« Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga:

Untuk mengatasi kendala terkait sumber daya, penting untuk
meningkatkan koordinasi antara Dinas P3AP2ZKE dan BNN.
Kedua belah pihak perlu mengadakan rapat koordinasi rutin
untuk mengidentifikasi peluang pelaksanaan kegiatan serta
memperkuat hubungan kerjasama.

+ Peningkatan Kapasitas SDM:

Mengadakan pelatinan bagl aparat dan pegawai terkait
penanggulangan penyalahgunaoan narkotika sangat penting.
Dengan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan
yang murmpuni, program yang dirancang dalam PKS dapat
diimplementasikan dengan lebih efektif.

« Sosialisasi Luas tentang Bahaya Narkotika:

Sosialisasi intensif kepada masyarakat perlu segera dilakukan
untuk memperkenalkan program-program yang ada dalam
PKS, baik melalul media massa, kampanye langsung, mMaupun
melalui organisasi masyarakat. Hal ini bisa meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan
narkotika.

3.6. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pendampingan
psikologis di persidangan dn layanan konsultasi kepada
perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, anak sebagai
korban dan saksl serta perempuan dan anak yang menjadi
tanggungan terdakwa

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk memberikan
pendampingan psikologis di persidangan serta layanan
konsultasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan,
termasuk TPPO, serta anak yang menjadi korban atau saksi.
Objek dari PKS ini mencakup perempuan korban kekerasan,
anak korban atau saksi, serta perempuan dan anak yang
menjadl tanggungan terdakwa selama persidangan di
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Dalam pelaksanaannya, PKS ini baru sebatas melaksanakan
pertukaran data dan informasi serta pendampingan terhadap
beberapa korban yang menjalani proses hukum. Meski
demikian, layanan psikologis belum optimal menjangkau
seluruh korban yang membutuhkan, dan cakupan layanan
konsultasi belum terimplementasi secara menyeluruh.
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b. Haombatan dan Kendala

+ Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Salah saotu hambatan utoma adaloh kurangnya tenaga
profesional yang dapat memberikan layanan psikologis dan
konsultasi secara  intensif. Psikolog yang  bertugas
mendampingi korban sering kall tidak mencukupi untuk
rmenangani sermua kasus yang masuk.

+ Keterbatasan Danc:

Pendanaan yang terbatas membuat layanan pendampingan
dan konsultasi tidok dapat diberikan secara maksimal,
terutama untuk  korban-korban  yang  mermbutuhkan
perawatan lanjutan atau pendampingan khusus.

« Koordinasi Antar Instansi yang Masih Lermah:

Meskipun ada pertukaran data dan informasi, koordinasi
antara pihak Pengadilan Negeri dan Dinas P3AP2KB dalam
implementasi layanan psikologis belum optimal, terutama
dalam memastikan bahwa semua kasus kekerasan atau TPPO
mendapat layanan pendampingan yang memadai.

s Keterbatosan Jangkauan Layanan:
Cakupan layanan belurm menjangkau seluruh perempuan dan
anak yang menjadi korban atau saksi. Baonyak korban yang
tidok mendapatkan laoyanan pendampingan  karena
kurangnya akses atau informasi tentang ketersedioan layanan
ini.

c. Solusl yang disarankan
+ Penambahan SOM Profesional:
Menombah jumlah tenaga psikolog dan konsultan yang
khusus ditugaskan wuntuk menangani pendaompingan
psikologis bagi korban kekerasan di persidangan. Dinas
P3AP2ZKE dapat bekerjo sama dengan lembaga pendidikan,
asosiasl psikolog, atau LSM untuk merekrut tenaga ahli.

« Optimalisasi Anggaran:

Pengajuan anggaran tambahan perlu  dilokukan  untuk
mendukung pelaksanaan loyanan psikologis dan konsultasi
Anggaran tombahan dapat diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pendampingan, memberikan pelatihan bagl petugas,
serta menjangkau lebih banyak korban.
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psikologis.
+« Sosialisasi dan Edukasi Lebih Luas:

Penyelenggaraan pelayanan keluarga

klinik pratama polkes Tanjung Jabung

a. Evaluasi

reproduksi, dan pencegahan stunting.

reproduksi. Tim fasilitos  kesehatan
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+ Peningkatan Koordinasi Antar Lembageo

Untuk meningkatkan efektivitas PKS, perlu diodakan forurn rutin
antara Pengadilan MNegerl dan Dinas
rmengevaluasi pelaksanaan pendampingan korban kekerasan.
Ini juga dapat mencakup penyusunan prosedur standar
operasional (SOP) terkait alur pelaksanaan pendampingan

P3AP2KE  untuk

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat,
terutoma kepada para korban kekerasan dan TPPO, tentang
ketersedioan layanan psikologis dan  konsultasi
persidangan. Kampanye melalui media sosial, media lokal,
dan lembaga masyarakat dapat membantu meningkatkan
kesadaran dan akses terhadap layanan ini.

3.7. Klinik Pratama Polkes 021012 Tanjung Jabung
berencana
kesehatan reproduksi serta percepatan penurunan stunting di

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk meningkatkan
akses pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi,
dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung. Objek PKS inl adalah pasien Klinik Pratama
Polkes yang membutuhkan pelayanan

Dalam pelaksanoannya, PKS ini telah melakukan beberapa
kegiatan utama, antara lain fasilitasi layanan kesehatan
reproduksi, penyedioan dan penggunaan alat kontrasepsi
[ﬂlukcn], serta kegiatan konseling mengenal kesehatan
telah aktif dalam
penyediaan layanan tersebut, dan kegiatan terkait penyuluhan
kesehatan reproduksi serta KB telah berjalan sesuai rencana.




b. Hambatan dan Kendala

« Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang KB dan
Stunting:

Salah satu kendala yaong dihadapl oadalah kurangnya

kesadaran masyarakat, khususnya tentang pentingnya

programm KB dan pencegahan stunting. Edukasi  dan

penyuluhan belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan

rmasyarakat.

« Koordinasi Antar Pihak yang Masih Perlu Ditingkatkan:
Meskipun telah ada koordinasi antara Dinas P3AP2KB dan Klinik
Pratama Polkes, kerja sama dalam beberapa aspek seperti
pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan masih  periu
ditingkatkan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat
dimanfaatkan dengan balk.

c. Solusi yang disarankan

« Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang KB dan
Stunting:

Salah satu kendala yang dihadapl oadalah kurangnya

kesadaran masyarakat, khususnya tentang pentingnya

program KB dan pencegahan stunting. Edukasi dan

penyuluhan belum sepenuhnya menjangkau semuad lapisan

rmasyarakat.

+ Penguatan Koordinasi dan Pencatatan Data:
Untuk memastikan efektivitas program, perlu ada perbaikan
dalam pencatatan dan pelaporan. Sistemn pelaporan yang
lebih terintegrasi antara Klinik Pratama Polkes dan Dinas
P3AP2KE dapat dikembangkan agar data hasil pelayanan bisa
lebih mudah diakses dan dianalisis untuk evaluasi program.
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Perlindunganternadap Perempuan

qa. Evaluasi

dan

anak

3.5 Mol Pengadilan Agama Kuala Tungkal tentang Peningkatan

guna

mewujudkan kesetaraan gender di Kab. Tanjung Jabung Barat

Mol inl bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap
perempuan dan anak yang bermasalah hukum, khususnya
yang terlibat dalam perkara kekerasan dan pemnikahan usia
anak di Pengadilan Agama. Beberapa ruang lingkup utama
yang diatur dalam Mol ini mencakup pertukaran data dan
informasi  terkait perkara perempuan dan anak,
pendampingan psikologis dalam eksekusi hak asuh anak,
edukasi pranikah bagi pasangan yang mengajukan dispensasi
nikah, serta sosialisasi tentang pernikahan usia anak.

Dalam pelaksanaannya, Mol ini telah berhasil meloksanakan
beberapa kegiatan, antara lain: Pertukaran data dan informasi
terkait perkara perempuan dan anak di Pengadilan Agama,
Edukasi pranikah kepada pasangan atou perempuan yang
mengajukan dispensasi nikah di bawah umur. Namun,
pelaksanaan MoU ini masih terbatas hanya pada dua aspek
tersebut, sedangkan kegiatan lainnya, seperti pendampingan
psikologis dan  sosialisasi pernikahan  usia anak, belum
sepenuhnya berjalan.

. Hambatan dan Kendala

s Keterbatasan Sumber Daya:

Salah satu kendala utoma adaolah kurangnya tenaga
profesional, terutoma psikolog, untuk memberikan layanan
pendompingan psikologis pada anak dalam kasus eksekusi
hak asuh atou perempuan yang berperkara. Keterbatasan
SDM ini mempengaruhi pelaksanaan penuh dari ruang lingkup
Mol

+ Kurangnya Dana dan Fasilitas:

Pelaksanaan pendampingan psikologis dan  sosialisasi
memeriukan dana tombahan dan  infrostruktur  yang
rmemadal. Kurangnya alokasi anggaran menjadi salah satu
kendala dalarm melaksanakan program yang lebih luas.
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« Sosialisasi yang Belum Merata:

Edukasi dan sosialisasi tentang pernikahan usia anak belum
sepenunnya merata di semua wilayah, terutama di daerah
pedesaan yang memiliki angka pemikahan anak yang lebih
tinggi. Ini menimbulkan tantangan dalom menskan angka
pernikahan di bawah unmur.

+ Kolaborasi yang Belum Optimal:
Koordinasi antara Pengadilan Agama dan pihak terkait dalam
pendampingan anak dan perempuan berperkara belum
rnaksimal. Hal ini menyebabkan beberapa aspek Mol, seperti
pendampingan psikologis dan perlindungan hukum, belum
berjalan sesual harapan.

c. Solusi yang disarankan

+ Peningkatan SDM dan Tenaga Ahli:
Untuk mengatasl keterbatasan SDM, terutama dalam layanan
pendampingan psikologis, Dinas P3AP2KE dapat menjalin kerja
sama dengan universitas atou lembaga lain yang
menyediokan layanan psikologis atau konseling. Pelatihan
bagi petugas pendamping juga perlu ditingkatkan.

« Peningkatan Anggaran dan Fasilitas:

Penting untuk memperjuangkan alokasi dana tambahan untuk
program pendampingan psikologis dan sosialisasl. Selain ity,
penyedioan fasilitas yang mendukung pelaksanaan layanan
ini, seperti ruang konseling dan akses ke layanan kesehatan
rmental, sangat diperlukan.

+ Perluasan Edukasi dan Sosialisask:

Sosialisasi tentang dampak pemikahan usia anak periu
diperluas melalui program berbasis komunitas dan sekolah.
Menggandeng lembaga masyarakat, tokoh agama, dan
rmedia lokal dapat membantu menyebarkan inforrmasi secara
lebih efektif, khususnya di daerah dengan angka perikahan
anak yang tinggi.

= Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:

Diperlukan penguatan koordinasi antara Pengadilan Agama,
Dinas P3AP2KB, dan lembaga-lembaga terkait lainnya agar
setiop aspek Mol dapat terlaksana secara mmenyeluruh.
Pertemnuan rutin antara pihak-pihak terkalt juga dapat
rmembantu menyelesaikan kendala teknis di lapangan.
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IV. Analisis dan Evaluasi
4. Kinerja Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Secara umum, pelaksanaan PKS dan Mol antara Dinas P3AP2KE
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai pihak telah
dimulai, meskipun terdapat variasi dalam tingkat implementasi dan
hasil. Beberapa PKS telah menghasilkan kemajuan positif, khususnya
dalam pertukaran informasi, pendampingan kasus, serta pelayanan
kesehatan dan keluarga berencana.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama belurmn sepenuhnya berjalan
karena kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia,
pendanaan, dan minimnya jumlah kasus yang muncul selama masa
perjanjian. Selain itu, PKS yang ada saat ini masih fokus pada
penanganan kekerasan, padahal seiring dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat, perluasan ruang lingkup kerja sama menjadi
penting. Ruang lingkup PKS sebaiknya disesuaikan yang juga
mencakup urusan  pemberdayoaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak, keluaorga berencang, serta pengendalian
penduduk. Dengan demikian, PKS tidak hanya berfokus poda reaksi
ternadap kasus kekerasan, tetapi jJuga mendukung aspek pencegahan
dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak secara lebih
holistik.

4.2 Efektivitas dan Hasll Perjanjian Kerjasarma

Efektivitas pelaksanaan PKS dan Mol dapat diukur dari beberapa
hasil dan manfaat yang telah dirasakan, meskipun cakupan kegiatan
masih perlu diperiuas. Perjanjion yang terkait dengan layanan
kesehatan, keluarga berencang, dan pendampingan hukum telah
memberikan dampak positif bagi perempuan don anak. Mamun,
perluasan ruang lingkup ke aspek pemberdayaan perempuan dan
pengendalion penduduk akan lebih sesual dengan kondisi dan
tantangan di lapangan.

Sejaun ini, beberapa perjanjian terbatas poda penanganan
kasus kekerasan, sermnentara efektivitosnya bisa meningkat dengan
melibatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas
perempuan, serta program keluarga berencana yang lebih intensif.
Perluasan PKS untuk mencakup lebih banyak urusan strategis ini akan
memungkinkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam melindungl
dan memberdayaokan perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan sekitarnya.
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Hambatan utama yang dihadapi tetap pada keterbatasan SDM,
dana, dan kurangnya kasus yang bisa ditangani. Solusi yang dapat
dilakukan  meliputi  peningkatan  koordinasi antar  instansi,
pengembangan kapasitas SDM, serta menambah fokus kerja sama
pada program yang lebih luas, seperti pemberdayaan perempuan,
keluarga berencanag, dan pengendalian penduduk, untuk lebih relevan
dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaoksanaan perjanjian kerjasama belurn sepenuhnya berjalan
karena kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia,
pendanaan, dan minimnya jumlah kasus yang muncul selama masa
perjanjian. Selain itu, PKS yang ada saat ini masih fokus pada
penanganan  kekerasan, padahal seiring dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat, perluasan ruang lingkup kerja sama menjadi
penting. Ruang lingkup PKS sebaiknya disesuaikan yang juga
mencakup urusan  pemberdayaan  perempuan, perlindungan
perempuan dan anak, keluarga berencana, serta pengendalian
penduduk. Dengan demikian, PKS tidak hanya berfokus pada reaksi
terhadap kasus kekerasan, tetapi juga mendukung aspek pencegahan
dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak secara lebih
holistik.

4.2, Efektivitas dan Hasil Perjanjian Kerjasama

Efektivitas pelaksanaan PKS dan Mol dapat diukur dari beberapa
hasil dan manfaat yang telah dirasakan, meskipun cakupan kegiatan
masih perlu diperluas. Perjanjion yang terkait dengan layanan
kesehatan, keluarga berencang, dan pendampingan hukum telah
memberikan dampak positif bagi perempuan dan anak. Namun,
perluasan ruang lingkup ke aspek pemberdayaan perempuan dan
pengendalian penduduk akan lebih sesual dengan kondisi dan
tantangan di lapangan.

Sejauh ini, beberapa perjanjion terbatos poda penanganan kasus
kekerasan, sementara efektivitosnya bisa meningkat dengan
melibatkan kegiatan pemberdayoan ekonomi, penguatan kapasitos
perempuan, serta program keluarga berencana yang lebih intensif.
Perluasan PKS untuk mencakup lebih banyak urusan strategis ini akan
memungkinkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam melindungi
dan memberdayakan perempuan dan anok di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan sekitarnya.
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V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKS dan Mol yang telah
dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
beberapa kesimpulan dapat diamizil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKS dan Mol telah berjalan, meskipun selzagian besar
belurn optimal. Beberapo kegiatan seperti pertukaran data,
pendampingan hukum, serta layanan kesehatan reproduksi telah
dilakukan, namun masih terbatas pada beberapa kasus.

2. Keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan minimnya jJumilah
kasus menjadi hombatan utoma dalam pelaksanaan sebagian
besar PKS. Hal ini mengakibotkan banyak PKS tidak daopat
melaksanakan seluruh poin kerja sama yang telah disepakati.

3. Ruang lingkup sebagian besar PKS saat ini masih fokus pada
penanganan kekerasan, sementara terdapat kebutuhan untuk
memperiuas ruang lingkup PKS agar mencakup aspek
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga
berencana, dan pengendalion penduduk. Dengan demikian,
perjanjian kerja sama akan lebih relevan dan mendukung upaya
pencegahan serta permberdayaan yang lebih luas.

4. Dampak dan manfaat dari PKS yang telah berjalan masih terbatas,
namun menunjukkan potensi yang baik, terutaoma di bidang
kesehatan reproduksi dan pendampingan hukurm. Perluasan
cakupan dan optimalisasi kegiatan dapat meningkatkan efektivitas
dan manfaat bagi masyarakat.

5.1. Rekomendasi

Upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan PKS dan Mol pada
semester berikutnya, beberapa rekomendasi strategis yang dapat
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Memperiuas ruang lingkup PKS dan Mol tidak hanya fokus pada
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetopi
juga mencakup pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,
dan pengendalion penduduk. Hal inl akan memungkinkan PKS
untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan
mencakup keglatan preventif serta pemberdayaan.
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Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan  alokasi
anggaran, baik melalui pelatihan moupun penguatan  tim
pendukung di lapangan, sehingga Iimplementasi PKS dapat
berjalan lebih efektif dan menyeluruh sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.

3 Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap PKS dan Moll,
sehingga setiop hambatan yang dihadapl dapat segera
diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat. Langkah ini juga akan
memastikan bahwa setiap pihak yang terlicat dalam kerja sama
dapat lebih aktif berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.

4 Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan
dan penguatan kaopasitas keluarga, terutaoma dalam upaya
pencegahan pernikahan usia anak, penyalahgunoan narkotika,
dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program
Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.

5 Memperkuat koordinasi lintas sektoral antara instansi terkait,
terrmasuk dengan aparat penegak hukum, lembaga kesehatan,
serta organisasi masyarakat, guna meningkatkan sinergi dalam
melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan penerapan rekomendasi di atas, diharapkan PKS dan
Mol pada semester berikutnya dapot berjalan lebih efektif dan
memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perempuan, anak,
dan keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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BAB III

KERJA SAMA LUAR NEGERI

A. Latar Belakang

1. Dasar :

a. Undang — undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

b. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor
09/A/KP/XI1/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan
Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Kerja Sama Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2020 Tentang Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
a. Luas wilayah, Administrasi dan Letak Geografis
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 5.009,82 Km2

secara administratif dibagi menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan, 20
Kelurahan dan 114 Desa secara administrative geografis terletak antara
0053" — 01041’ Lintang Selatan dan antara 1030 23" - 104021’ Bujur
Timur. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 5 009,82
Km2. Batas-batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Utara : Propinsi Riau
; Selatan : Kabupaten Batanghari ; Barat : Kabupaten Batanghari dan
Kabupaten Tebo ; Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
Tannjung jabung Barat merupakan daerah pesisir di wilayah Pantai Timur
Sumatera dengan curah hujan rata — rata 19,680 mm dan 14 hari hujan
setiap bulannya dengan puncak intensitas hari hujan pada bulan

November dan Desember yang mencapai lebih dari 20 hari hujan.
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b. Luas Daerah

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5.009,82 Km2

£
SELAT BERHALAY

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PENERINTAH RABUYPATEN
TANJUNG JABUNG BARAY

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
GEOGRAFIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT BERBASIS APLIKASI ArcGIS

Gambar : 1

Peta Batas Administrasi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Legend/Keterangan
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[ ] kEC KUALA BETARA
[ ] kec BRAM ITAM
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B 590l Besar

Skala Petar Mg Scale

Batas Daerah

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Utara
Propinsi Riau
5.009,82 Km2

Selatan

Kabupaten Batanghari
5.009,82 Km2

Barat
Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo
5.009,82 Km2

Timur
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Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.009,82 Km2
d. Kependudukan

Populasi penduduk pada tahun 2021-2023 adalah 323.466 jiwa yang

terdiri dari dari 13 Kecamatan dan memiliki 20 Kelurahan serta 114 Desa.

Persentase Kependudukan

Kuala Betara J§ Tungkal Ulu

Batang Asam
10%

Tebing Tinggi
11%

Renag Mendaluh

5%

A

Muara Papalik
3%

m Tungkal Ulu

m Merlung

m Batang Asam
Tebing Tinggi

m Renag Mendaluh

m Muara Papalik

m Pengabuan

m Senyerang

m Tungkal llir

M Bram Itam

m Seberang Kota

mBetara

m Kuala Betara

Sumber/Source: BPS dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and

Ministry of Home Affairs

B. Tujuan

Sebagai bahan pertimbangan kepala daerah dalam meningkatkan promosi

daerah khususnya dalam upaya kerja sama dengan Negara lain.

C. Potensi Bidang Kerjasama

Pada penulisan singkat ini bahwa penulis menyajikan beberapa sebagian

kecil potensi yang “memungkinkan” untuk dikembangkan sementara ini antara

lain:

1. Sektor Pertanian.

2. Sosial Budaya termasuk didalamnya kesenian kearifan lokal

3. Perdagangan dengan mengutamakan enteprener usia produktif
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D. Uraian Potensi Bidang Kerjasama

1. Sektor Pertanian.

a. Komuditi perkebunan sawit, kelapa dalam, pinang dan kopi dan juga ternak
sapi serta kambing. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan
penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan hilirisasi dan menarik investor
untuk berinvestasi di kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat berpotensial untuk
pengembangan ternak daging potong seperti sapi, kambing, domba dan
kerbau, hal ini didukung dengan potensi alam dimana sebagian besar area
Kabupaten Tanjung Jabung masih merupakan daerah/area terbuka hijau.

2. Sosial Budaya dengan mengutamakan kearifan lokal.
Secara harfiah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ibukotanya di

Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir, sebelumnya merupakan satu kesatuan

wilayah administrative dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(http://tanjabbarkab.go.id/site/sejarah-singkat/) merupakan Kabupaten

dengan ciri etnik yang mewakili Nusantara bahkan asia timur raya dimana
masyarakatnya beragam terdiri dari berbagai suku di Indonesia serta warga
keturunan Tiongkok, India, Arab dan sebagian kecil Indocina

(https://id.wikipedia.org/ wiki/Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat)

sehingga hal ini sangat berpengaruh pada adat istiadat setempat serta seni
budaya yang berkembang didaerah ini hal ini dibuktikan dengan
berkembangnya beberapa sanggar seni antara lain :
a. Sanggar budaya etnis Jawa
b. Sanggar budaya etnis
3. Perdagangan

Pada awalnya masyarakat Tanjung Jabung secara umum adalah
pedagang lintas batas yang melingkupi pulau dan batas Negara sekitar seperti
Batam, Singapura, Tanjung Pinang maupun Malaysia nhamun demikian hal itu

sebagian besar dilakukan secara illegal sehingga perlu adanya fasilitasi dari
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pemerintah untuk mengupayakan legalitas kegiatan tersebut melalui aturan

khusus yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

E. Upaya Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya membuka
jalan menuju jejaring dunia internasional dengan bergabung dalam forum United
Cities and Local Govermments Asia Pasific (UCLG ASPAC).

United Cities and Local Govermments atau UCLG hadir sebagai bagian
asosiasi organisasi pemerintah daerah yang diakui PBB. UCLG memiliki regional
section yang menjadi indentitas mandiri, yakni UCLG ASPAC. Wilayah kerja UCLG
ASPAC mencakup pemerintah daerah di negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.
Termasuk Indonesia. Tujuannya mengakselerasi pembangunan berkelanjutan

melalui kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah.

Keanggotaan ini adalah jalan terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat untuk membangun jejaring dan memberikan dukungan dan
fasilitasi kemitraan serta kerja sama dengan kota-kota dan pemerintah daerah di
Asia Pasifik.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah
dalam memperoleh informasi tentang kinerja bidang kerja sama baik kerja sama
dalam negeri maupun luar negeri yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2024. Demikian juga mitra kerja sama,
diharapkan dapat memperoleh data dan informasi pelaksanaan kerja sama

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Laporan ini diharapkan mendapat masukan dari seluruh pengampu
kepentingan, terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang belum terangkum
dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pada laporan

berikutnya.
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